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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 194 TAHUN 2012

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa dalnm rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, perlu
penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa pengelolaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diatur dengan
I<eputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002 bntang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan I<eputusan Gubernur Nomor 64 Tahun2002 tentang
Stempel, Kop fl,;a~l<ah Dinas dan Papan Nama Inst::msi Perangkal
Daerah dan Sekr8tariat Dewan Perwakil;:m Rakyat Daerah Pl'Opinsi
Daerah Khusus Ihukata Jnkarta, sudah tidal.: ,;r,';ua; dengan tuntutan
perkembangan dan ketentuan peraluran perulld,;ng-undangal') rnengenai
tata naskah dinas sehingga perlu disempurnakan;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b serta sebngai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Neuer; t~orn(1I :'<1 Tahun 2009 lentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerinlnh nnomh, porlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tala Nn"kah U;n<ls,

1. Und3ng-Untl;I/\[j ~Jomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah
sebagaimanil l.;lah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
UndClng NOlll'" 12 Tilhlln 2008;

2.- Und:mg-Un<!iIl1r; Ncmo. 20 Tahun 2007 tenlang Pemerintahan Provinsi
Daer2h I(hw;\ 'S i~;I~kC't:t J8k<:rt:l seb3gai Ib~.'k()ta !"egara Kesatuan
Hepublik Ind(JI1""i,~:

:3 Uflclang-Ur\(j""s 1'10rnm £. ",h'JrI 201l) lentan(J Protokol;
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38' Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pomorintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dall Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penggunaan
Lambang Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkal Dnerah;

14. Kepulusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyelesillnn Perbal Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Propinsi [)nnrnh Khusus Ibukota Jakarta;

15. Keputusall Gubernur Nomor 45 Tahun 2003 tentang Organisasi
Kearsipan Dlnamis Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

16. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2007 tentang Perubahan
Sebutan Kotamadya dan Walikotamadya;

17. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pola Kerja Sama
Daerah;

18. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Oaerah adalah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya
disebut Provinsi OKI Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi OKI Jakarta.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Oaerah Provinsi OKI Jakarta.

5. Dewan POIwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRO
adalah Dflwan Perwakilan Rakyat Oaerah Provinsi OKI Jakarta.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Provinsi DKI Jakarta.

7. Sekrelarial Oilerah adalah Sekretariat Oaerah Provinsi OKI Jakarta.

8. Asisten Sokrclaris Oaerah adalah Asisten Sekretaris OaerahProvinsi
OKI Jakarta.

9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi OKI Jakarta.

10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi OKI Jakarta.

11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

13. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Administrasi.

14. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi.

15. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Administrasi.

16. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Administrasi.

17. Perangkal Oaerah adalah unsur pembantu Kepala Oaerah.

18. Satuan Kerin Perangkal Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Saluan Kerja Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta.

19. Unit Kerja Perangkal Oaerah yang selanjutnya disingkat UKPO adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPO.

20. Lembaga lain adalah bagian dari perangkat daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan
daerah.

21. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
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22. Kearsipan Oinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan penciplaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu
lertentu.

23. OrganisilHi Kearsipan Dtnamis adalah Organisasl Kearsipan Dlnamis
Pemerlnlall Oaerah.

24. Satuan i\dmlnlslrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal
adalah SKPD atau UKPD yang mempunyai kewenangan pangkal
unluk mOlluelola kearsipan dinamisnya secara mandlri.

25. Plmplnan Salminkal adalah Pimpinan SKPD atau Pimpinan UKPD
yang mempunyai kewenangan pangkal untuk mengelola kearsipan
dlnamisnya secara mandiri.

26. Induk Tala Usaha adalah suborganisasi satu tingkat di bawah
Pimpinan Satmlnkal yang bertanggungjawab di bidang ketatausahaan
dan kearsipan dinamis.

27. Cabang Tata Usaha adalah
Pimpinan Satminkal yang
mengonsep naskah dinas.

suborganisasl salu lingkat di bawah
bertanggungjawab mengolah serta

28. Naskah Dinas adalah informasi lertulis sebagai alaI komunikasi
kedinasan yang dibuat dan/alau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di Iingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta.

29. Tata Naskah Oinas adalah pengelolaan informasi lertulis yang meliputi
pengaturan jenis, formal, penyiapan, pengamanan, pengelolaan,
dislribusl dan penyimpanan naskah dinas serta media yang dlgunakan
dalam komunlkasi kedinasan.

30. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang
bertuliskan nama jabalan alau nama SKPD/UKPD.

31. Kop Naskah Dinas Jabalan Gubernur adalah Kop Naskah Dinas
dengan menggunakan Lambang Negara unluk menuangkan naskah
dlnas yang dilandatangani oleh GubernurlWakil Gubernur.

32. Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota/Bupali adalah Kop Naskah
Dinas dengan menggunakan Lambang Daerah yang ditandalangani
oleh WalikolalWakil Walikola dan BupatilWakil Bupati.

33. Kop Naskah Dinas SKPD adalah Kop Naskah Dinas dengan
menggunakan Lambang Daerah yang dilandalangani oleh pimpinan
SKPD/UKPD, lerdiri dart Kop Naskah Dinas beralamal dan Kop
Naskah Dinas tanpa alamat.

34. Kop Naskall Dinas SKPD beralamal adalah Kop Naskah Dinas unluk
menuangkan/membual naskah dinas dalam benluk dan susunan sural
yang dltandatangani oleh Kepala SKPD/UI<PD.

35. Kop Naskah Dinas SKPD lanpa alamat adalah Kop Naskah Dinas
unluk menuangkan/membual naskah dinas dalam bentuk dan
susunan peraturan perundang-undangan dan 3usunan sural lertenlu.
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36. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas yang digunakan untuk
mengesahkan suatu naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.

37. Stempel Jabatan Gubernur adalah stempel yang dibubuhkan pada
naskah dinas dengan menggunakan Lambang Negara yang
ditandatangani oleh GubernurlWakil Gubernur.

38. Stempel Jabatan Walikota/Bupati adalah stempel yang dibubuhkan
pada naskah dinas dengan menggunakan Lambang Daerah yang
ditandatangani oleh WalikotalWakii Walikota dan BupatilWakil Bupati.

39. Papan Nama adalah papan pengenal yang bertuliskan nama dan
alamat Kantor Gubernur, SKPD/UKPD, Walikota/Bupati, Camat atau
Lurah.

40. Sampul Naskah Dinas adalah amplop yang bertuliskan nama jabatan
atau nama SKPD/UKPD yang ditempatkan di bagian atas amplop.

41. Format adalah pengaluran yang menggambarkan tata letak dan
redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

42. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

43. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari
pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.

44. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan
kepada bawahan untuk melakukan tugas tertentu atas nama yang
memberi mandat.

45. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah
dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

46. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala
Daerah selelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas
pembantuan.

47. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hllkum bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur.

48. Peralurall IJersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukl1l11 daerah yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua
atau lebih Kepala Daerah.

49. Kepulusiln Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukulllyang bersifal penetapan, individual, konkret dan final.

50. Kepulusan KHpala SKPD/UKPD adalah naskah dinas dalam bentuk
dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, konkret,
individual dan final.

51. Inslruksi Gubernur adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari
Gubernur kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan.
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52. Inslruksi SKPD/UKPD adalah naskah dinas yang berisikan perinlah
dari BupatilWalikola kepada bawahan unluk melaksanakan lugas­
lugas pemorintahan.

53. Surat Edalilll adalah naskah dinas yang berisi pemberilahuan,
penjelasan dan/alau pelunjuk cara melaksanakan hal lertentu yang
dianggap penting dan mcndesak.

54. Sural Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberilahuan,
pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

55. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis
dari pejabat sebagai landa bukti untuk menerangkan alau
menjelaskan kebenaran sesualu hal.

56. Sural Perintah adalah naskah dinas dari alasan yang ditujukan kepada
bawahan yang berisi perinlah unluk melaksanakan pekerjaan tertenlu.

57. Sural Izin adalah naskah dinas yang berisi perselujuan terhadap suatu
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

58. Sural Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakalan
bersama anlara dua belah pihak alau lebih unluk melaksanakan
lindakan atau perbuatan hukum yang lelah disepakati bersama.

59. Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (Meu) adalah
naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan pihak
lain Sebil!lili langkah awal untuk mempersiapkan sualu perjanjian
kerjasamCl.

60. Perjanjiall i<crja Sama ,Idalah naskah kerja sama yang merupakan
ikatan perrlilta berisikan hak dan kewajiban.

61. Surat TU!loIS adalah naskah dinas yang memuat kehendak pimpinan
unit organisasi/satuan kerja yang ditujukan pada bawahan dan/atau
pejabaUpO!lilWai instansi lain untuk melaksanakan tugas tertentu.

62. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan
pekerjaan/jabatan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

63. Surat Penugasan adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan jabatan
tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

64. Sural Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat
yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk.
melaksanakan perjalanan dinas.

65. Sural Kuasa adalah naskah dinas dari pejabal yang berwe'1ang
kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namany~

untuk mclakukan sualu tindakan hukum tertentu dalam rangk,
kedinasan.
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66. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
kepada pejabaVpegawai dan/atau pihak tertentu yang tersebut pada
alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara.

67. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari
pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai
telah menjalankan tugas.

68. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi panggilan kepada seorang pegawai/pihak tertentu untuk
menghadilp.

69. Nota Dinns adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi
komuniknsi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan
dan dari lJawahan kepada atasan berupa penjelasan, keterangan,
laporan !Iilil/atau informilsi I<edinasan.

70. Nota Pen!JCljuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinasuntuk
menyampalk<m konsep naskah dinas kepada atasan.

71. Lembar DI~posisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi calDlnn/pctunjuk/arahan tertulis kepada bawahan.

72. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan
antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran
secara sistematis.

73. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

74. Laporan adalah naskah Dinas dari bawahan kepada atasan yang
berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas
kedinasan.

75. Rekomendasi adalah naskah Dinas dari pejabat yang berwenang
berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat
dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

76. Surat Pengantar adalah naskah Dinas berisi jenis dan jumlah barang
yang berfungsi sebagai bukli pengiriman/landa lerima.

77. Serita Acaril ildalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu
hal yang dililildalangani oleh para pihak.

78. Notulen Ri1pat adalah naskah dinas yang memuat catatan proses
sidang atall hasil rapat.

79. Memo addlah naskah dinas dari pejabat yang berwena ,., Jeri,
catatan lcrlcnlu.

80. Daftar Hadir adalah -askah dinasberisl keterangan atas "eh, dlra
seseorang.

81. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang bens
penghargaan atas prestosi yang telah dica~a 'au ketelada 'a yan~

telah diwujudka'1.
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82. Sural Tanua Tamal Pendidikan dan Pelalihan yang selanjulnya
disinukill !;TTPP adalah naskah dinas yang merupakan landa bukli
seseorcJn[llnlilh lulus rendidikan dan pelalihan lertenlu.

83. Sertifikal iulnlah nasknh dinas yang merupakan landa bukli seseorang
lelah mElll\llklili kegialCln lertenlu.

84. Seruan ;1<1;\lah 11Ciskah dinas memual pemberilahuan yang bersifal
imbauan plJrsuasif yang dilujukan kepada masyarakal umum unluk
melakukan alau lidak melakukan sesualu kegi<.ltan/perbualan.

85. Surat Tugas adalah naskah dinas yang memuat kehendak pimpinan
yang ditujukan kepada pejabatlpegawai intern dan/atau ekstern untuk
melaksanakan tugas tertenlu.

86. Sural Perintah Bongkar adalah naskah dinas yang dibuat dan
dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan ditujukan kepada pemilik
bangunan karena menyalahi aturan/tidak memiliki izin mendirikan
bangunan atau lerkena pembebasan.

87. Surat Penyegelan adalah naskah dinas yang dipergunakan sebagai
alat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah kepada orang/badan
untuk tidak melakukan kegiatan/perbuatan/tindakan yang bertentangan
dengan peraluran perundang-undangan terhadap benda yang disegel.

88. Surat Perinlnh Kerja adalah naskah dinas yang memuat perintah dari
pimpinan ainu pejabat yang berwenang sesuai ketenluan kepada
pihak lertenlu untuk melaksanakan sualu pekerjaan lertenlu.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Peraluran Gubemur Inl dimaksudkan seb?gai pedoman/pelunjuk
pelaksanaandan leknis pembualan naskah dinas di lingkungan Pemerinlah
Daerah.

Pasal3

Peraluran Gubernur ini mempunyai lujuan unluk mewujudkan tertib dan
jaminan kepaslian lerhadap kegialan pengelolaan naskah dinas di
lingkungan Pemerinlah Daerah.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

(1) Asas lala naskah dinas lcrdiri alas:

a. m,as l'fi';ic:\l dan ckklif;
b. asas pllllllJakuan;
c. asas ill\lJlltlJbilitas;
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d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan kelepatan; dan
f. asas keamanan.

(2) Makna asas tala naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan,
penggunaan ruang alau lembar naskah dinas, spesifikasi
informf1:;i, sorta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik,
benar dan lugas;

b. asas pOllllJakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukilll Illolailli lata cara dan bentuk yang telah dibakukan;

c. asas akllnlflbililas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c,
yailu ponyelenggaraan lata naskah dinas harus dapat
dipertanggungjawabkan dan segi isi, formal, prosedur, kewenangan,
keabs<Jhan dan dokurnentasi;

d. asas kelerkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
yailu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan
sislem;

e. asas kccepatan dan ketepalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan lepat waktu
danlepalsasaran; dan

f. asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
yailu penyelenggaraan lala naskah dinas harus aman secara fisik
dan substansi.

Pasal 5

(1) Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri alas:

a. ketelilian;
b. kejelasan;
c. singk<ll dan padat; dan
d. logis dan relevan.

(2) Makna dillj prinsip penyelenggaraan naskah dinas sebagaimana
dimaksud ""dn ayat (1) adalah:

a. prinslIJ kulelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diseloll\luarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan
pengetlkiln, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah
ejflan dl d<llilm pengctlkan;

b. prinsip kojclasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
diselulIlI[j;Jrakan dengan rnemperhatikan kejelasan asrek 'isik dar
mfltori clellgan mengutamakan melode yang cepat dan tepi'll,

c. prinsip singkal dan padal sebagaimana dlmaksud pada ayal (1
huruf c, diselenggarakan dengan rnenggunakan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar; dan

d. prinsip logls dan relevan sebagaiMana dimaksud pada y t (1
huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan relevan serta
struktur kalimat harus lengkap dan efektif.
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BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

a. pengelolaan surat masuk;

b. pengelolaan surat keluar;

c. pembuatan naskah dinas;

d. tingkat keamanan;

e. kecepatan proses;

f. penggunaan kertas surat;

g. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran;dan

h. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan sural masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
dilakukan mnlnlui:

a. instansi plllHJlirna menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:

1. pencrilllilan, pencatatan, pengarahan, penyampaian kepada
pimpHlnn, pendisposisian, pendistribusian kepada pimpinan unit
pengol,lh;

2. pimplnnn unit pengolah menindaklanjuti sesuai arahan pimpinan;
clan

3. surat masuk dikendalikan oleh Induk Tata Usaha.

b. fotokopi surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan
kepada yang berhak; dan

c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dar; tingkat
pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang
berwenang.

Pasal8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
c1ilakukan melalui tahapan:

a. konsep naskah dinas diparaf secara berjenjang dan terkoordinasl
sesuCli tugas c1;ln kewenangannya dan diagendakan oleh masing­
masing unit Llti'l LJsahc: dalam rangka pengendalian;

b. naskah din,,!> yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing­
masing SKPD;



11

c. naskah dinas sebagaimana pada huruf b wajib segera dikirim; dan

d. naskah dinas pertinggal disimpan/diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingkal keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,
dilakukan dengan mencanlumkan kode pada sampul naskah dinas
sebagai berikut:

a. sural silnqill rahasia disingkal SR, merupakan sural yang maleri dan
sifalnya Illomiliki lingkal keamanan yang linggi, eral hubungannya
dengan IIII1<1sia negara, keamanan dan keselamalan negara;

b. sural raillisia disingkal R, merupakan sural yang maleri dan sifalnya
memiliki lil1!Jkal keamanan linggi yang berdampak kepada kerugian
negara, dlslnlegrasi bangsa;

c. sural penting disingkal P, merupakan sural yang lingkal keamanan isi
sural perlu mendapal perhalian penerima sural;

d. sural konfidensial disingkal K, merupakan sural yang maleri dan
sifalnya memiliki tingkal keamanan sedang yang berdampak kepada
lerhambalnya jalannya pemerinlahan dan pembangunan;dan

e. sural biasa disingkal S, merupakan sural yang maleri dan sifalnya
biasa namun lidak dapal disampaikan kepada yang lidak berhak.

Pasal 10

Kecepalan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai
berikut:

a. amal segera/kilal, dengan balas waktu 24 (dua puluh empat) jam
selelah sural dilerima;

b. segera, dOllq,ln balas waklu 2 x 24 (dua kali dua puluh empal) jam
selelah sural r1ilerima;

c. penting, dOlluan balas waklu 3 x 24 (liga kali dua puluh empal) jam
selelah suml dilerima; dan

d. biasa, dengan balas waklu maksimum 5 (lima) hari kerja selelah surat
dilerima.

Pasal 11

Penggunnan kertas sural sebagaimana dimaksud da,arl Pasal '1 ruf
sebagaiberikul:'

a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 delapar
puluh) gram;

b. penggunaan kertas HVS di atas 80 (delapan pu ..Jhl gram ~ a 1(3n
lain, hanya terbalas untuk jenis naskah dll1as yang rlempu 'I' nild
keasaman tertenlu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
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c. sural b"JI:llllbang negara berwarna kuning emas alau logo daerah
berwarna dit:olak di alas kertas 80 (delapan puluh) gram;

d. ukuran kOl1<1s yang digunakan unluk sural menyural adalah Folio/F4
(215 x 330 mm);

e. ukuran kertas yang digunakan unluk makalah, paper dan laporan
adalah A4 (210 x 297 mm); dan

f. ukuran kertas yang digunakan unluk pidalo alau sambulan adalah AS
(165 x 215 mm).

Pasal 12

Pengelikan sarana adminislrasi dan komunikasi perkanloran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf 9 sebagai berikut:

a. penggunaan jenis huruf pica;

b. arial12 (du<1 bolas) alau disesuaikan dengan kebuluhan; dan

c. spasi 1 (s:llll) alau 1,5 (salu kama lima) sesuai kebuluhan.

Pasal13

Warna dan kualilas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h,
berwarna pUlih dengan kualilas baik.

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN

Pasal 14

(1) Naskah dinas di lingkungan Pemerinlah Daerah lerdiri dari:

a. naskah dinas dalam benluk dan susunan produk hukum daerah;
dan

b. naskah dinas dalam benluk dan susunan sural.

(2) Naskah dinas dalarn benluk dan susunan produk hukum daerah
sebagairnana dirnaksud pada ayal (1) huruf a adalah:

a. Perall.lmn Daerah;
b. Porallil <In Gubernur;
c. Per"lt", III Bcrsarna;dilll
d. Kept 11I1~<ln Gube~nllr

(3) Naskah dlllilS dalam benluk dan susunan sural sebagaimana
dimaksurl p<ld.J Clyat (1) huruf b terdin dari:

3. IlIs!luk"i;
b. Suml f d;1riIll;

c. Sur"llllm::-l;
d. Sumll<eler;:mgan;



13

e. Surat Perintah;
f. Sural Izin;
g. Surat Perjanjian;
h. Surat Perinlah Tugas;
i. Surat Perinlah Perjalanan Dinas;
j. Sural Kuasa;
k. Surat Undangan;
I. Sural Panggilan;
m. Nola Dinas;
n. Telaali;1I1 Slaf;
o. Pengullllll1lnn;
p. Lapor;lll;
q. Rekornomlasi;
r. Sural Ponganlar;
s. Berila I\Gara;
t. Memo;
u. Seruan;
v. Kesepakalan Bersama/Memorandum of Understanding(MoU);
w. Sural Tugas;
x. Sural Penugasan
y. Perinlah Bongkar;
z. Sural Penyegelan;
aa. Sural Perintah Kerja;
abo Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
ae. Nola Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
ad. Notulen Rapat;
ae. Daftar Hadir;
af. Piagam;
ago Sertifikal; dan
ah. STIPP.

(4) Sentuk dan susunan serta petunjuk pengelikan naskah dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayal (3) sebagaimana
lereanlum dalam Lampiran I Peraluran Gubernur ini.

BAB VI

PENGGUNI\I\N DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELlAU,
UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS DAN

PELAKSANA HARlAN

Pasal15

(1) Alas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan
wewenang dalam hubungan internal anlara atasan kepada pejabat
setingkat di bawahnya.

(2) Unluk bcliau yang disingkat u.b. merupakan jonis pelimpahar
wewenang dillam hubungan inlernal anlara alasan kepada pejaba
dua tingkal di bawahnya.

(3) Tanggung jawab lerhadap substansi naskah dinas yang d,bua
dengan alas nama dan unluk beliau sebiJr-limana dimaksud pad
ayal (1) dan ayat (2) tetap berada pada pOJo 'at yang melinlpahka r

wewenang dan pejabat yang rnenerima pelirnpahan wewenang harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabal yang melimpahkan
wewenang.
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(4) Untuk perhatian yang disingkat u.p. digunakan untuk penyampaian
naskah dinas kepada seorang pejabat tetapi disampaikan terlebih
dahulu kepada atasan pejabat yang ditujuuntuk diketahui.

(5) Untuk pejabat yang menerima naskah dinas u.p. harus melaporkan
hasil tugasnya kepada atasan langsung.

(6) Pelaksana Tugas yang disebut Plt.merupakan pejabat sementara
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif tidak
ada/belum dilantik.

(7) PIt. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dengan
Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau
pejabat yang berwenang dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

(8) PIt. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab atas
naskah dinas yang ditandatanganinya/dilakukannya.

(9) Pelaksana Tugas Harian yang disebut Plh. merupakan pejabat
semenlwn pada jabatan tertentu yang mendapat .pelimpahan
wewen;lIllJ [lcnandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif
berhalanqan sementar<l.

(10) Penjab,ll Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat dengan
Keputus;1Il Gubernur atau Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau
pejabill ynng berwenang dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(11) Plh. scilngaimana dimaksud pada ayat (9) mempertanggung­
jawabkiln pclaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada
pejabal definitif.

(12) Contoh pengetikan atas nama, untuk beliau, untuk perhatian,
pelaksana tugas dan pelaksana tugas harian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraluran Gubernur ini.

BAB VII

PENULISAN NAMA,PEMARAFAN,PENANDATANGANAN
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Penulisan Nama

Pasal 16

(1) Penulisan n;un3 Gubcrnur dan Wakil Gubernur, Walikota, Supat i

Sekretaris D:wrah, KC[l;lla SKPD/UKPD pada naskah dinas:

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah tida,
menggunakan gelar; dan

b. dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar

(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan gelar dan Nomor Induk Pegawai.
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(3) Petunjuk pengetikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemarafan

Pasal 17

(1) Setiap IIdskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat
penandalllllqan terlebih dahulu dilakukan pemarafan/diparaf.

(2) Naskah <flilns dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah
sebelum <fllandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
adalah merupakan bentuk keterkaitan, memberikan koreksi/usulan,
persetujuan terhadap konsep naskah dinas serta ikut
bertanggungjawab atas muatan materi, substansi, redaksi dan
pengetikan.

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

(6) Pemarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Gubernur inl.

Bagian Ketiga

Penandalanganan Naskah Dinas

Pasal 18

(1) Gubernur menandatangani naskah dinas dalam benluk dan susunan
produk hukum daerah lerdiri alas:

a. Peraluran Daerah;
b. Peraluran Gubernur;
c. Peraluran Bersama; dan
d. Keputusan Gubernur.

(2) Gubernur menandalangani naskah dinas dalam benluk dan susunar
surat lerdiri alas:

a. Inslruksi;
b. Surat Edaran,
c. Sural Biasa;
d. Surat Keterangan;
e. Sural Perinlah;
f. Surat Izin;
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g. Sural Porjanjian;
h. Sural I'orinlah Tugas;
I. Suml I<uasa;
j. Sural Undangan;
k. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
I. Sural Panggilan;
m. Nota Dinas;
n. Lembar Disposisi;
o. Pengumuman;
p. Laporan;
q. Rekomendasi;
r. Berita Acara;
s. Memo;
t. Piagam;
u. Sertitikal;
v. Surat Tugas;
w. Surat Perinlah Bongkar;
x. Surat Penyegelan;dan
y. Seruan.

(3) Dalam polaksanaan kewenangan penandalanganan Kepulusan
Gubernur Bohagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut d,Gubernur
dapal melim(lClhkan alau mendelegasikan wewenang kepada pejabat
di bawahnya.

Pasal 19

(1) Wakil Gubernur sesuai kewenangan menandatangani naskah dinas
dalam benluk dan susunan surat, terdiri alas;

a. Sural Biasa;
b. Sural Keterangan;
c. Surat Perinlah;
d. Sural izin;
e. Sural Perinlah Tugas;
f. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
g. Nola Dinas;
h. Lembar Disposisi;
i. Telaahan Slat;
j. Laporan;
k. Rekomcndasi;dan
I. Memo.

(2) Wakil Guhnrnur alas nama Gubernur menandatangani naskah dinas
yang mnli(lilli'

a. K"pulll:,all Gubcrnur;
b. Sur;,1 I d;lr:1n;
c. Suml Ili;l:;<1;
d. Sllmll<':I()r:1Ilgall,
e. Suml I '''lIlllilh;
f. Suml 11m;
g. Sural I'(nlfllah Tugas;
h. Suml l<der'lIlgan Mfllaksanakan Tugas;
i. Nota DInClS;
j. Lembar Disposisi;
k. Pengumuman;
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I. Berila Acara;
m. Inslruksi;
n. Piagam; dan
o. Sertifikat.

Pasal20

(1) Sekrelaris D,lerah mcnandalangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan suml, lerdiri alas:

a. Sural Biosa;
b. Sural Kelerangan:
c. Sural Porinlah;
d. Suralilin;
e. Sural Perjanjian;
f. Sural Perinlah Tugas;
g. Sural Perinlah Perjalanan Dinas;
h. Sural Kuasa;
i. Sural Undangan;
j. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
k. Sural Panggilan;
I. Nola Dinas;
m. Nola Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
n. Lembar Disposisi;
o. Telaahan Slaf;
p. Pengumuman;
q. Laporan;
r. Rekomendasi;
s. Sural Penganlar;
t. Berit<l I\cara;
u. NolululI;
v. MCIllO,

w. Daft:" IlarJir;
x. Plagnll1; dan
y. Serllfikilt.

(2) Sekrelaris Daerah alas nama Gubernur menandalangani naskah
dinas molipuli:

a. Kepulusan Gubernur;
b. Sural Edaran;
c. Sural Biasa;
d. Sural Keterar.gan;
e. Surat Perintah;
f. Surat Izin;
g. Sural Perjanjian;
h. Sural Perintah Tugas;
i. Sural Undangan;
j. Sural Keterangan Mel<Jksanakan Tugas;
k. Sural Panggilan;
I. Nola Dinas;
m. Pengumuman;
n. Berila Acara;
o. Piagam;don
p. Sertifikat.
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Pasal 21

(1) Asislen Sekrelaris Daerah atas wewenang jabalannya menandatangani
naskah dinas dalam benluk dan susunan sural, lerdiri alas:

a. Nola Dinas;
b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
c. Lembar Disposisi;
d. Telaahan Staf;
e. Laporan;
f. Sural Pengantar;
g. Notulen;
h. Memo;
i. Sural Undangan;dan
j. Sural Biasa.

(2) Asisten Sekrelaris Daerah alas nama Sekretaris Daerah
menanuiJlilnyani naskah dinas dalam benluk <ian susunan sural.lerdiri
alas:

a. Sural 11i.1sa;
b. Sur;11 I<olcrangan;
C. Surrlt I 'nrinlah;
d. SurCiI I'erinlah Tugas;
e. Sural I 'orinlah Perjalanan Dinas;
f. Sural Undangan;
g. Sural Panggilan;
h. Nota Dinas;
i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
j. Laporan;
k. Surat Pengantar; dan
I. Daftar Hadir.

Pasal22

(1) Kepala SKPD atas wewenang jabatannya menandatangani naskah
dinas,terdiri alas:

a. Keputusan Kepala SKPD sesuai kewenangannya;
b. Instruksi;
C. Surat Biasa;
d. Surat Kelerangan.
e. Sural Porinlah;
f. Sural 17in;
g. Sural rllljanjian;
h. Sural Polinlilh TUOilS;
i. Sural Pnrintilh Perjillilnan Dinas;
j. Sural Kuasrl;
k. Sural Undangan;
I. Sural I<clcmngan Mclaksanakan Tugas;
m. Surat Panggilan;
n. Nola Dinas;
o. Nola Pcngajuan Konsep Naskah Dinas:
p. Lembar Disposisi:
q. Telaahan Staf;
r. Pengumuman;
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s. Laporan;
t. Rekornandasi;
u. Berila Acma;
v. Memo,
w, Darlar IlaeJir;
x. Sorlifiknl;
y. PinO;III1, <Inn
Z. STTPI' yang dikelahui oleh Kepala Badan Diklat.

(2) Kepala SI<I'D (lIas narna Gubernur rnenandalangani naskah dinas
yang meliplIli:

a, Keputllson Gubernur;
b. Sural Biasa;
c. Sural Kelerangan;
d. Sural Perinlah;
e. Sural Undangan; dan
f. Sertifikat.

(3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelalihan selaku Kepala SKPD atas
narna Gubernur menandalangani naskah dinas dalarn benluk dan
susunan sural, yailu STIPP.

Pasal23

(1) Wakil Kepala BadanJDinas alas wewenang jabalannya menandalangani
naskah dinas dalarn benluk dan susunan sural, lerdiri alas:

a. Sural Edmon;
b. Sural Koterangan;
c. Surat Porintah;
d, Surall/il1:
e. Sural Pnrinlah TUgilS:
f. Sural Koterangan Melaksanakan Tugas;
g. Nota Dinas;
h. Lernbar Disposisi;
i. Telaahan Slaf;
j. Rekornondasi; dan
k. Memo.

(2) Wakil Kepala BadanlDinas alas nama Kepala BadanlDinas
menandalangani naskah dinas dalam benluk dan susunan sural,
lerdiri alas:

a. Sural Edaran:
b. Sural Biasa;
c. Sural Kcterangan;
d. Sural Pcrintah;
e. Surallzin;
f. Sural Pcrintah Tug(ls;
g. Sural Kelerangan Mclaksanakan Tugas;
h. Nola Dinas:
i. Lernbar Disposisi;
j. Pengurnum,lIl;
k. Barita Acara; dan
I. Sortifikdl.
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Pasal 24

Sekrelaris DPRD alas wewenang jabalannya menandalangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat, lerdiri alas:

a. Sural Biasa;
b. Sural Kelerangan;
c. Sural Perinlah;
d. Surallzin;
e. Sural Perjanjian;
f. Sural Perinlah Tugas;
g. Surat Perinlah Perjalanan Dinas;
h. Sural Kuasa;
i. Sural Undangan;
j. Surat Kelemngan Melaksanakan Tugas;
k. Sural PangrJililn;
I. Nola Dinas;
m. Nola Peng;ljllan Konscp Naskah Dinas;
n. Lembar Disposisi;
o. Telaahan Slar;
p. Pengumumnn;
q. Laporan;
r. Rekomendasi;
s. Berila Acara;
l. Memo; dan
u. Daftar Hadir.

Pasal25

Kepala UKPDalas wewenang jabalannya menandalangani naskah dinas,
lerdiri alas:

a. Kepulusan Kepala UKPD sesuai kewenangannya;
b. Inslruksi;
c. Sural Edaran;
d. Sural Biasa;
e. Sural Perinlah
f. Sural Perinlah Kerja;
g. Sural Tugas;
h. Sural Perinlah Tugas;
i. Sural Pellllqasan;
j. Sural Perj,1I1jian;
k. Sural POI it Ilnll Perjalanall Dinas;
I. Surill Klla~,a;

m. Sural Unt!IlIl!J<ln;
n. Sural 1<1lIflldll!Jan;
o. Sural I<fllnr .lllgiln MelilksClnakan TligilS;
p. Sural PallfJfJil.lll;
q. Nola Din,I:;,
r. Nota Pell!l.ljll'lll KonsciJ Naskah Dinas;
s. Lernbar DisiJosisi,
l. Telaahall Slar,
u. Pengurnuman;
v. LrJporan;
w. Rekomendasi;
x. Berita Acara;
y. Piagam;
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z. Sertifikal;
aa. Memo; dan
abo Daflar Hadir.

Pasal 26

(1) Sekrelaris SKPD alau Kepala Bagian Tala Usaha SKPD
menandalangani naskah dinas dalam benluk dan susunan sural,
terdiri alas:

a. Sural Biasa;
b. Sural Kelerangan;
C. Sural Perinlah;
d. Surat Kuasa;
e. Sural Undangan;
f. Nola Dinas;
g. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
h. Lembar Disposisi;
i. Telaahan Stal;
j. Laporan;
k. Memo;
I. Daflar Hadir; dan
m. Surat dalam rangka pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

(2) Kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan
jabatannya.

(3) Sekrnlaris ;,I<PD atau Kopala Bagian Tata Usaha SKPD alas nama
KepClICl SI<PD menandatClngani naskah dinas dalarn bentuk dan
susunan :;\Iral, terdiri alas:

a. Sural Iliasa;
b. Sural I<l!lerangan;
C. Sural Porinlnh;
d. Sural I Jndnngan;
e. Nola Dinas;
f. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
g. Laporan;
h. Daltar Hadir; dan
i. Surat dalam rangka pelaksanaan hukurnan disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

Pasal 27

(1) Kepala Bagian alau Kepala Bidang pada SKPD/Biro rnenanc'1t ngal
naskah dinas dalam bonluk dan susunan sural, tordiri alas:

a. Surat Perintah;
b. Nota Dina::;;
C. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas:
d. Lembar Disposisl;
e. Telaahan SIal;
I. Laporan.
g. DClftar H"c1Ir:
h. Sural UII<!illlgan;
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i. Sural Biasa; dan
j. Sural dalam rangka pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

(2) Kewenangan penandalanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
jabalannya.

Pasal 28

Kepala Subbagian, Kepala SUbbidang alau Kepala Seksi menandalangani
naskah dinas dalam benluk dan susunan surat, terdiri alas:

a. Nola Pengfljuan Konsep Naskah Dinas;
b. Telaahan Slaf;
c. Laporan:
d. Sural Biilflil: dan
e. Sural dnlnrn rangka palaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri

Sipil.
Pasal 29

(1) Walikoln/llllpnti menandalangani naskah dinas dalam benluk dan
susunan plOduk hukum daerah, terdiri alas:

a. Kepllllls;m Walikola: dan
b. Kepllhlsnn Bupali.

(2) Walikota/Bupali menandalangani naskah dinas dalam benluk dan
susunan sural, lerdiri alas:

a. Inslruksi;
b. Sural Edaran:
c. Sural Biasa;
d. Sural Kelerangan;
e. Sural Perinlah:
f. Surat Izin;
g. Sural Perjanjian:
h. Surat Perinlah Tugas;
i. Sural Kuasa;
j. Sural Undangan:
k. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
I. Sural Panggilan:
m. Nola Din<Js:
n. Lembar Disposisi:
o. Pengumulllan;
p. Laporan:
q. Rekomllildasi;
r. Berila I\c:ara;
s. Memo:
t. Piagam; dan
u. Sertifik'll.

Pasal 38

(1) Wakil WalikolaIWakil Bupali alas wewenang jabatannya menan' alangan
naskah dinils cJalam beliluk dan susunan sural, lerdiri alas:

a. Sural Biasa;
b. Surat Kelerangan:
c. Sural Perinlah;
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d. Suml Izin;
e. Sural Perinlah Tugas;
f. SUI,1i I<dclangan Melaksanakan Tugas;
g. Naill l1inrls;
h. Lellll>:lr Disposisi;
i. Tel;I:lll<\n Staf;
j. Ln[1olllll;
k. Rekolllllndasi; dan
I. Meilio.

(2) Wakil WalikolalWakil Bupali alas nama Walikota/Bupati menandalangani
naskah dinas, lerdiri alas:

a. Kepulusan Walikota/Bupati sesuai kewenangannya;
b. Sural Edaran;
c. Surat Blasa;
d. Surat Kelerangan;
e. Sural Perintah;
f. Surat Izin;
g. Surat Perinlah Tugas;
h. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
i. Nola Dinas;
j. Lembar Disposisi;
k. Pengumuman;
I. Berila Aca ra;
m. Piagam; dan
n. Sertifikal.

Pasal31

(1) Sekrelaris Kola/Kabupalen Administrasi alas wewenang jabalannya
menandalangani naskah dinas dalam benluk dan susunan sural,
terdiri alas:

a. Sural Biasa;
b. Sural Kelerangan;
c. Sural Perinlah;
d. Sural Izin;
e. Sural Perjanjian;
f. Sural Perinlah Tugas;
g. Sural Perintah Perjalanan Dinas;
h. Sural Kuasa;
i. Sural Undangan;
j. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
k. Sural Panggilan;
I. Nola Dinas;
m. Nola Pongajuan I<onscp Naskah Dinas;
n. Lemb,H Disposisi;
o. Tclaah<ln Slof;
p. Pengllll1ull1an;
q. Laparan;
r. Rekolliondasi;
s. Sural f'enganlar;
l. Borit:] I\cnra;
u. Nollilon;
v. MOl11o,
w. D,lfl;lI Ilell"r,
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x. Sertifikat;dan
y. Surat dalam rangka pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

(2) Sekrelaris Kola/Kabupaten Administrasi atas nama Walikola/Bupati
menandalangani naskah dinas terdiri alas:

a. Keputusan Walikola/Bupati sesuai kewenangannya;
b. Surat Edaran;
c. Surat Biasa;
d. Sural Kelerangan;
e. Surat Perinlah;
f. Surat 17in;
g. Sural Pnrjanjian;
h. Sural rurinlah Tugas;
i. Sural I Jildangan;
j. Sural Kolerangan Melaksanakan Tugas;
k. Sural Panggilan;
I. Nola Dinas;
m. Pengull1uman;
n. Berita Acara; dan
o. Sertifikal.

Pasal32

(1) Asisten Sekretaris Kola/Kabupaten Administrasi atas wewenang
jabalannya menandalangani naskah dinas dalam benluk dan susunan
sural, terdiri alas:

a. Nota Dinas;
b. Nola Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
c. Lembar Disposisi;
d. Telaahan Slaf;
e. Laporan;
f. Sural Pengantar;
g. Nolulen; dan
h. Memo.

(2) Asislcn Sokrctaris Kota/Kabupalen Adminislrasi alas nama Sckrelaris
Kola/Kauupalen Adminislrasi menandatangani naskah dinas dalam
benluk c!;111 ~lIsunan sural, yang melipuli:

a. Sural l.\iilsa;
b. Surill I(clcrangan;
c. Suml r'orinlilh;
d. Sural I 'I)rinlah Tugas;
e. SUril1 1'minli1h Pcrj,i1anan Dinas;
f. SurallJIlILmgan;
g. Suml PJn(jgilan;
h. Nota Dinas;
i. Nola Pengajuan Konscp Naskah Dinas;
j. Laporan;
k. Sural Penganlar' dan
I. Daftar Hadi".
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Pasal 33

(1) Camal allis wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas,
lerdiri alas:

a. Kepulusan Camal sesuai dengan kewenangannya;
b. Sural Biasa;
c. Sural Kelerangan;
d. Sural Perinlah;
e. Sural Izin;
f. Sural Perjanjian;
g. Sural Perinlah Tugas;
h. Sural Perinlah Perjalanan Dinas;
i. Sural Kuasa;
j. Sural Undangan;
k. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
I. Sural Panggilan;
m. Nota Dinas;
n. Nola Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
o. Lembar Disposisi;
p. Telaahan Slaf;
q. Pengumuman;
r. Laporan;
s. Rekomcndasi;
t. Berilil Ar.arCl
u. Memo; dan
v. Daft,1I Hildir.

(2) Wakil Cellilal alas wewenang jabalannya menandalangani naskah
dinas dil\;lIn bentuk dan susunan sural, terdiri alas:

a. Sural Uiasa;
b. Sural I<nlorangan;
c. Surlll F'erintah;
d. Sural Izin;
e. Sural Perinlah Tugas;
f. Sural Kelerangan Melaksanakan Tugas;
g. Nola Dinas;
h. Lembar Disposisi;
i. Telaahan Slaf;
j. Laporan;
k. Rekomendasi; dan
I. Memo.

(3) Sekrelaris Kecamalan alas wewenang jabatannya menandalangani
naskah dinas dalam benluk dan susunan sural, lerdiri alas:

a. Sural Bi<Jsa;
b. Sural Knlcrangiln;
c. Sural Pnrinlilh;
d. Sural Unddngan;
c. Nola Dill;]';;
f. Nota POlloajuall i<onscp Naskah Dinas;
g. Lembnl Disposisi;
h. Telaallilll Slaf;
i. Lilporan;
j. Memo;
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k. Daftar Hadir; dan
I. Surat dalam rangka pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

Pasal 34

(1) Lurah alas wewemmg jabatannya menandatangani naskah dinas,
terdiri alas:

a. Kepulusan Lurah sesuai dengan kewenangannya;
b. Suml f3i<Js<J;
c. Suml I<elorangan;
d. Sural Perinlah;
e. Suml I/in;
f. Suml l'orj<Jnjian;
g. Sural Pcrintah Tugas;
h. Sumll 'orintahPerjalanan Dinas;
i. Suml l<lIL1sa;
j. Surnl lJndangan;
k. Suml f<elerangan Melaksanakan Tugas;
I. Suml I '<Jnggilan;
m. Nota Dinas;
n. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
o. Lembar Disposisi;
p. Telaahan Slaf;
q. Pengumuman;
r. Laporan;
s. Rekomendasi;
t. Berita Acara;
u. Memo; dan
v. Daftar Hadir.

(2) Wakil Lurah alas wewenang jabatannya menandatangani naskah
dinas dalam benluk dan susunan sural, lerdiri alas:

a. Sural Biasa;
b. Surat Kelorangan;
c. Sural Perinlah;
d. Sural Pnrintah Tugas;
e. Sural Knlorrlngan Mclaksanakan Tugas;
f. Nola Dil1i1s;
g. Lembm Disposisi;
h. Telaahiln Slaf;
i. Rekornondasi;
j. Memo;
k. Sural Undangan; dan
I. Lapor;lIl.

(3) Sekrelaris I<elurahan alas wewenang jabalannyil rnenandatallga r

naskah dinas dalarn bcnluk dan susunan surat, lerdln atas:

a. Sural Biasa;
b. Sural Keterangan;
c. Sural Perintah;
d. Sural Undangan:
e. Nota Dinas;
f. Telaah::l11 Staf;
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g. Not:! I 'ollg<ljuan Kunscp Naskah Dinas;
h. Lemhnr Disposisi;
i. Memo;
j. La>,,,, .In;
k. Daftnr Hildir; dan
I. Suml c1i'llam ranyka pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai

Noomi Sipil.

Bagian Keempal

Pelaksanaan Penandalanganan Naskah Dinas Alas Nama

Pasal 35

(1) Penandalanganan Naskah Dinas Alas Nama dilaksanakan apabila :

a. Pejabal yang seharusnya menandalangani naskah dinas tidak
berada di lempat tugas karena menjalankan cuti, sakit, perjalanan
dinas ke luar negeri atau ke luar daerah, sehingga dalam waktu 24
(dua puluh empal) jam tidak dapat menandatangani naskah dinas;
atau

b. Keadaan sangat mendesak yaitu pejabat yang seharusnya
menandi'llangani naskah dinas tidak berada di tempal lugas,
kareni'l sodang bertugas di luar kantor, seperti rapat, narasumber,
kunjuno:!n kerja, inspeksi mendadak dan mengikuti
seminar/lokakarya sedangkan naskah dinas perlu segera
dilandalnngani kurang dari 7 (lujuh) jam; alau

c. Pejabal yang berwenang secara tertulis
mendelegasikan/memerinlahkan/menugaskan kepada pejabal
tertenlu/yang dilunjuk sesuai substansi untuk menandatangani
naskah dinas.

(2) Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan :

a. efisiensi;
b. kecepalan pelayanan mendesakldarural;
c. kecepatan pelayanan administrasi;
d. situasi dan kondisi;
e. alasan obyeklif;
f. beban dan volume kerja; dan
g. sifal dan substansi sural.

Bagian Kelima

Penggunann Tinla Unluk Naskah Dinas

Pasal 36

(1) Tin!.1 ynflU ,1i~JlInakan lInluk naskah dinas berwarna hltarn

(2) Tinlel yanq ,Ii!lunakan unluk penandalanganan dan para! nas '1h dine
berwarn.l IIlnl lua.

(3) Tinta ynnq d'gunakan unluk keperluan keamanan naskah dinas
berwarn,t Illcmh.
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BAB VIII

PENOMORAN NASKAH DINAS

Pasal37

Penomoran naskah dinas dilakukan oleh Induk Tala Usaha.

Pasal 38

(1) Penomorrlll naskah dinas dalam benluk dan susunan produk hukum
daerah dilllllr scbagai berikul :

Penomoran Peraluran dan Kepulusan lerdiri atas dua komponen, yaitu
nomor urul dan lahun penetapan yang dibalasi dengan kala TAHUN
dengan kclonluan penulisan seperti berikul :

NOMOR'q
xx : nomor urut
xxxx: tahun penelapan/dikeluarkan

(2) Penomoran naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diatur
sebagai berikul :

a. Penomoran sural dalam bentuk dan susunan Inslruksi
menggunakan nomor sebagaimana diatur dalam naskah dinas
produk hukum daerah;

b. Sural Edaran terdiri alas liga komponen, yaitu nomor urut, lulisan
SE dan lahun pembuatan yang masing-masing dibalasi garis
miring dengan kelenluan penulisan seperti berikut :

Nomor: XrSE/XXXX

xx : nomor urut
SE : Sural Edaran
xxxx: lahun pembualan

C. PenlJllloran naskah dinas dalam benluk dan susunan sural iainnya
terdiri nl;lS ciua komponen, yailu nomor urut dan kode klasifikasi
yang diLJalasi garis miring dengan ketentuan penulisan seperti
LJerikul :

Nomor:x~

xx : nomar urul
-xx.xxx: kode klasifikasi

d. Penomoran Seruan dan Pengumuman lerdiri alas dua kO'l1ponen
yailu nomor urul lJdn tahun pembuatan yang dibalasi den Jan kala
TAHUN dengan ketenluan penulisan sepertl berikut.

NOMOR xx TAHUN XXXX

l-----t--I~ xx: nomor urut
xxxx: tahun pembuatan



29

e. Penol11oran Kesepakatan Bersama dan Surat Perjanjian terdiri
atas boberapa nomor sesuai dengan pihak yang membuat
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian dengan mengikuli
kelentuan penomoran pada pihak masing-masing.

(3) Nomor Peraturan, Keputusan, Instruksi, Surat Edaran, Seruan,
Pengumuman dan surat lainnya yang menggunakan kode klasifikasi,
masing-masing dicatat dalam buku tersendiri.

(4) Penomoran naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) dimulai pada awal bulan Januari dan berakhir
pada akhir bulan Desember.

Pasal 39

(1) Penomoran seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur
dilakukan oleh Biro Umum selaku Pusat Administrasi Daerah.

(2) Penomoran seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil
Gubernur baik karena kewenangannya atau atas nama Gubernur
dilakukan 111011 Biro Umum selaku Pusal Adminislrasi Daerah.

(3) Penomolan scluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Dacrah I'<lik karena kcwenangannya atau atas nama Gubernur
dilakukiln C1lnh Biro Umurn selaku Pusat Administrasi Daerah.

(4) Pen0I1101al1 seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Asisten
Sekrelaris Daerah :

a. atas nama Sekrelaris Daerah dilakukan oleh Biro Umum;dan
b. atas kewenangannya dilakukan oleh Subbagian Tala Usaha

Sekretaris Daerah.

(5) Penomoran seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD alas nama Gubernur, dilakukan oleh Biro Umum selaku Pusat
Administrasi Daerah.

(6) Penomoran seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala
Biro alas kewenangannya, dilakukan oleh Subbagian Tala Usaha Biro.

Pasal40

(1) Penomoran naskah dinas yang ditandalangani oleh Walikota atau
Wakil Walikola dilakukan oleh Bagian Umum dan Prolokol selaku
Pusal Adminlslrasi Kola yilng bersangkutan.

(2) Penomorrll1 Ilaskah dinas yang dilandatanganl oleh Bupati alau Wak·
Bupati dilnkukcm 01011 Bagian Umum dan Prolokol selaku Pusa
Admlnislrasi i(abupaten.

(3) Penomoran naskah dinCls yang ditandalangani oleh Sekret2ns Kale
Administrasi at3s nam<l Walikota, Sekretaris Kola Adrlirlstras
bertindak al,lS wewc!1i1ng jabatannya. Asisten Sekrelaris Kola
Administrasi dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol sela u Pusa
Administrasi Kota yang menangani ketatausahaan di Sekrelariat Kola
Administrasi yang bersangkutan.
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(4) Penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Kabupaten atas nama Supati, Sekretaris Kabupaten berlindak atas
wewenang jabatannya, Asisten Sekretaris Kabupaten, dilakukan aiel,
Baglan Umum dan Protokol selaku Pusat Administrasi Kabupaten
yang menangani ketatausahaan di Sekretariat Kabupaten.

(5) Penomomn naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
atau Kupilla UKPD selaku Pimpinan Satminkal, pejabat lain atas nama
PimpinOlIi Sntminkal, dilakukan oleh Induk Tata Usaha Satminkal yang
bersannklll,tn.

SABIX

STEMPEL

Sagian Kesatu

Jenis, Bentuk dan Ukuran

Pasal41

(1) Jenis stempel terdiri atas:

a. stempel jabatan; dan
b. stempel perangkat daerah.

(2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:

a. Stempel Jabatan Gubernur;dan
b. Stempel Jabatan Walikota/Bupati.

(3) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas:

a. Stempnl Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Steml1"1 Sokretariat Daerah;
c. Stempol Inspektorat;

d. Stempel Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Stemp,,1 Lembaga Teknis Daerah;

f. Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. Stempul Dinas Daerah;

h. Stempel Kota Administrasi;
i. Stempel Kabupaten Administrasi;
j. Stempel Sekretariat Kota Administrasi;
k. Stempnl Sekretariat Kabupaten Administrasl:

I. Stempel Lembaga Lain;

m. Stempel Satuan Polisi Pamong Praja;

n. Stempel Kecamatan;

o. Stempel Kelurahan; dan

p. Stempel UI<PD.

(4) Stempel Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dlmaksud pada aya'
(3) huruf e, meliputi:
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a. Stllilipol Budan Pongelola Keuangan Daerah;
b. Stempel Badan Kepegawaian Daerah;
c. StOilipol Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik;
d. Stumpel Badan Pendidikan dan Pelatihan;
e. Stempel Badan Penanaman Modal dan Promosi;
f. Stempel Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
g. Stempel Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan

Keluarga Berencana;
h. Stempel Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Stempel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
j. Stempel Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD).

(5) Stempel Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g,
meiiputi:

a. Stempel Dinas Pendidikan;
b. Stempel Dinas Olahraga dan Pemuda;
c. Stempel Dinas Kesehatan;
d. Stempel Dinas Sosial;
e. Stempel Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. Stempfll Dinas Perhubungan;
g. Stempol Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
h. Stempol Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. Stempel Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
j. Stempel Dinas Pekorjaan Umum;
k. Stempel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana;
I. Stempel Dinas Kebersihan;
m. Stempel Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
n. Stempel Dinas Tata Ruang;
o. Stempel Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
p. Stempel Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
q. Stempel Dinas Perindustrian dan Energi;
r. Stempel Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan

Perdagangan;
s. Stempel Dinas Kelautan dan Pertanian; dan
t. Stempel Dinas Pelayanan Pajak.

(6) Stempel Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf h dan huruf i, meiiputi:

a. Stempel Kola Adminislrasi Jakarta Pusal;
b. Stempel Kota Administrasi Jakarta Utara;
c. Stempfll Kota Administrasi Jakarta Barat;
d. Stempnll<ota Administrasi Jakarta Selalan;
e. Slemp,,1 Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
f. Slen'l"d K,lbupalon l\c1ministrasl Kcpulauan Snribu.

(7) Stempel : i()~;rotarial Kola AdministrasilKabupalen Adrrln stras
sebagaillliina dimaks"d pada ayat (3) huruf j dan huruf k, meiiputi:

a. Stemplll Sukm:<Jiial Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. Slemp,,1 Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara'
c. Sleml'lll S"krelariat I<ota Administrasl Ji '] Bara!:
d. Stempel Sekretariat Kota Adminislrasi Jakarta Selalan,
e. Stempel Sekretariat Kola Administrasi Jakarta Timur; dan
f. Stempel Sekrelariat Kabupaten Adminislrasi Kepulauan Seribu.
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(8) Stempel Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf I,
antara lain:

a. Stempel Badan Penanggulangan Beneana Daerah; dan
b. Stempel Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI

Jakarta.

(9) StempelllKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p, meliputi :

a. Stempol Inspektorat Pembantu di Kota AdministrasilKabupaten
Adminlstrasi;

b. Stempol Suku Dinas di Kota AdministrasilKabupaten Administrasi;
e. Stempel Kantor di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
d. Stempel Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Administrasil

Kabupaten Administrasi;
e. Stempel Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;dan
f. Stempel Biro Sekretariat Oaerah Provinsi OKI Jakarta.

Pasal42

Bentuk stempel jabatan dan stempel perangkat daerah, terdiri atas:

a. garis lingkaran luar;
b. garis Iingkaran tengah;
e. garis lingkaran dalam; dan
d. isi stempel.

Pasal43

Ukuran garis lingkaran sebagaimana dimaksud jal' n Pasal 42 huruf a,
huruf b dan hllruf e adalah sebagai berikut:

a. Ukuran !.Jilris tengah Iingkaran luar stempel -j em (empat sentimeter);
b. Ukuran Iii lIis tengah Iingkaran tengah stempel 3,8 em (tiga kama

delilpan Hllnlimeter);dan
e. Ukuran qmis tengah Iingkaran dalam stempel 2,7 em (dua kama tujuh

sentimol! II).

Pasal44

(1) Ukuran (Jmis linakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat
diubah sosuai dengan kebutuhan pemberian pelayanan.

(2) Perubahan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Kepala SKPO yang bersangkutan dan dilaporkan kepada
Gubernur dalam hal ini Sekretaris Oaerah.

Bagian Kedua

lsi

Pasal45

(1) lsi stempel jabatan Gubemur, terdiri atas S8Jutan Gubemur Provinsi
Oaerah Khusus Ibukota Jakarta dan Lambaf'y I\;~ara Garuda Pencasila.

(2) lsi stempel jabatan Walikota/Bupati, terdin atas sebutan Walikota Kota
Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Scribu dan
Lambang Oacrah Jaya Raya.
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Pasal46

(1) lsi slempel Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukola Jakarta,
terdiri alas sebutan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan Lambang
Oaerah Jaya Raya.

(2) lsi stempel Sekertarial Oaerah lerdiri atas sebutan Pemerinlah Provinsi
OKI Jakarta, Sekretariat Oaerah dan Lambang Oaerah Jaya Raya.

(3) lsi stempel Inspektorat, lerdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi OKI
Jakarta, sebulan Inspeklorat dan Lambang Oaerah Jaya Raya.

(4) lsi stempel Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah, lerdiri alas
sebulan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, sebulan Badan Perencanaan
Pembanuunan Oaerah dan Lambang Oaerah Jaya Raya.

(5) lsi stem[lp.1 Lembaga Teknis Oaerah, terdiri atas sebulan Pemerinlah
Provinsi OKI Jakarta, nama Lembaga Teknis Oaerah yang
bcrs,lIlukulan dan Lambang Oaerah Jaya Raya.

(6) lsi stellljlol Sekretariat OPRO, terdiri atas sebulan Pemerintah Provinsi
OKI Jilk;III", Sekretariat OPRO dan Lambang Oaerah Jaya Raya.

(7) lsi sleIII jlll I Oinas Oaerah, lerdiri alas sebulan Pemerinlah Provinsi
OKI Jilknrl:l, nama Oinas Oaerah yang bersangkulan dan Lambang
Oaerail Jl\YCl Raya.

(8) lsi stempel Kota Administrasi, terdiri atas sebutan Pemerintah
Provinsi OKI Jakarta, Kota Administrasi yang bersangkutan dan
Lambang Oaerah Jaya Raya.

(9) lsi slempel Kabupalen Adminislrasi, lerdiri alas sebulan Pemerinlah
Provinsi OKI Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan
Lambang Oaerah Jaya Raya.

(10) lsi slempel Sekrelarial Kola Adminislrasi, lerdiri alas sebulan Pemerinlah
Provinsi OKI Jakarta, Kota Adminislrasi yang bersangkutan, Sekretarial
Kola Administrasi dan Lambang Oaerah Jaya Raya.

(11) lsi stempel Sekretariat Kabupaten Administrasi, terdiri atas sebutan
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, Sekretariat I<abupalen Administrasi dan Lambang Oaerah
Jaya Raya.

(12) lsi stem[lol Badan Penanggulangan Bencana Oaerah, terdiri alas
sebutan I'omerintah Provinsi OKI Jak.Jrta, sebutan Bildan
Penangglll:lI1f/<lI1 BCI1Cilnil Oaerah dan Lambang Oaerah Java qaya

(13) lsi slempd Sekretanat Dewan Pengurus KORPRI, teroiri atas
sebutan P(lmerintah Provinsi OKI Jakarta, sebutan Se~relaria

Dewan Pon(jurus KORPRI dan Lambang Oaerah Jaya Raya.

(14) lsi stempol Saluan Polisi Pamong Praja, terdin atas sebutan
Pemerinlnh Provinsi DKI Jakarta, sebulan Saluan Polisi Pamong
Praja dan Lambang Oaerah Jaya Raya.
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(15) lsi stempel Kecamatan, terdiri atas sebulall Pemerinlah Provinsi OKI
Jakarta, Kola Adminislrasi/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan,
nama Kecamatan yang bersangkutan dan Lambang Oaerah Jaya
Raya.

(16) lsi sl{lilipol Keluraholl, lerdiri atas sebulan Pemerintah Provinsi OKI
Jakart;l, Kota /\dministrasi/Kabupalen Administrasi yang
bors:lIl! Iklllon,Kecallldlan yang bersangkutan dan nama Kelurahan yang
borsall!llll lIan, serta L;lmbang Oaerah Jaya Raya.

(17) lsi sllJlllpol UKPO, lerdiri alas sebulan Peillerinlah Provinsi OKI
Jakar1;l, Kola AdlllinislmsilKabupaten Administrasi yang bersangkulan,
SKPO IlIdllk, nama UKPO yang bersangkutan dan Lambang Oaerah
Jaya Rnya.

(18) lsi stompel Biro, lerdiri alas sebutan Pemerintah Provinsi OKI
Jakarta, Sekretariat Oaerah, nama Biro yang bersangkulan dan
Lambang Oaerah Jaya Raya.

Pasal47

Conloh bentuk, ukuran dan isi slempel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45 dan Pasal 46, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV Peraluran Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal48

(1) Penggunn;ln slempel jabatan Gubernur, untuk mengesahkan naskah
dinas yall!! dilandalangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

(2) PenggulI:wn stempel jabatan Walikola/Supati, untuk mengesahkan
naskah dinas yang dilandatangani oleh Walikola/Supati atau Wakil
Walikota/Wakil Supali.

Pasal 49

(1) Penggunaan stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk
mengesahkan naskah dinas yang dilandatangani oleh Sekretaris
Daerah alas nama Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur.

(2) Penggunaan slempel Sekrelariat Daerah, untuk mengesahkan
naskah dinas yang dilandatangani oleh Sekrelaris Daerah alau
Asislen Sekrelaris Daerah.

(3) Penggunoan stempel Inspektorat untuk mengesahkan naskah din'~

yang dllondatangani oleh Inspektur, Sekrelaris atau pejabat lain ata')
nama Inspeklur.

(4) Penggunaan slemp",1 Badan Perencanaan Pembangunan Oaera'1
unluk mengesahkan naskah dinas yang ditandalangani oleh Kepala
Sadan, Wakil Kepala Sadan atau pejabat lain alas nama Kepa,']
Sadan.
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(5) Penggunaan stempel Lembaga Teknis Daerah Provinsi DKI Jakarta,
untuk mengesallkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala
Lembaga Teknis Daerah, Wakil Kepala Lembaga Teknis Daerah atau
pejabat lain alas nama Kepala Lembaga Teknis Daerah.

(6) Penggunaan stempel Sekretariat DPRD, untuk mengesahkan naskah
dinas yang dltand8tangani oleh Sekretaris Dewan atau pejabat lain
atas nama Sekretaris Dewan.

(7) Penggunaan stempel Dinas Daerah untuk mengesahkan naskah
dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas
atau pejabat lain atas nama Kepala Dinas.

(8) Penggunaan stempel Kota Administrasi, untuk mengesahkan naskah
dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi atas
nama Walikota atau pejabat lain atas nama Walikota.

(9) Penggunililll stempel Kabupaten Administrasi, untuk mengesahkan
naskah llinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten
Adminislillsi atas nama Bupati atau pejabat lain atas nama Bupati.

(10) Penggunaan stempel Sekretariat Kota Administrasi, untuk
mengesallkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Kota Adlllinistrasi atau Asisten Sekretaris Kota Administrasi atau
Kepala Bagian.

(11) Penggunaan stempel Sekretariat Kabupaten Administrasi, untuk
mengesahkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Kabupaten Administrasi atau Asisten Sekretaris Kabupaten
Administrasi atau Kepala Bagian.

(12) Penggunaan stempel Badan Penanggulangan Bencana untuk
mengesahkan Ilaskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan,
Sekretaris Badan atau pejabat lain atas nama Kepala Badan.

(13) Penggunaan stempel Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI untuk
mengesahkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Dewan atau pejabat lain atas nama Sekretaris Dewan.

(14) Penggunaan stempel Satuan Polisi Pamong Praja, untuk
mengesrlhkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan
Polisi Prlmong Praja, Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau
pejabat Irlin atas namil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(15) Pengfllllli'illl stempel Kecamatan, untuk mengesahkan naskah dinas
yallfj dil,1I1datangani oleh Camat, Wakil Camat atau pejabat lain atas
nama C,II11:1l.

(16) Pengfjllll.lilil stempel K0Iurahan, untuk mengesahkan naskah dinus
yang dll.lIlllntangani oloh Lurah, Wakil Lurah atau pejabat lain atas
nama L,", Ill.

(17) Penggullilan stempel UKPD, untuk mengesahkan naskah dinas yar J
ditandatangalli oleh Kepala UKPD atau pejabat lain 2' s nan'
Kepala UKPD.



36

(18) Penggunaan stempel Biro, untuk mengesahkan naskah dinas yang
ditandatangani oleh Kepala Biro atau pejabat lain alas nama Kepala
Biro.

Pasal 50

(1) Stempol jOlbulan atau stempel perangkat daerah. dibubuhkan pada
bCl!]ian klrl dari tanda tangan pejabat yang menandatanganl.

(2) Stempel jabatan dan stempel perangkat daerah, juga dibubuhkan
pada silll1pul surat dinas di sebelah kirl.

Pasal 51

Jumlah stempel di setiap perangkat daerah sebanyak-banyaknya 2 (dua)
buah.

Pasal 52

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Penggunaan
dan Penyimpanan

Pasal 53

(1) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Stempel Jabatan
Gubernur. stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan stempel
Sekretariat Daerah adalah Kepala Biro Umum selaku Pimpinan Pusat
Adminislrasi Daerah.

(2) Pcnanrll II In!] jawab penggunaan dan penyimpanan stempel
Inspeklorill. sto:lmpel Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
stemplll Dinas Daerah, stempel Lembaga Teknis Daerah dan
stemplll Lombaga Lain adalah Sekretaris pada Inspeklorat. Badan
Perenc<lllaan Pembangunan Daerah. Dinas Daerah, Lembaga
Teknis I );l()rah dan Lembaga Lain.

(3) Penan!l!llln(J jawab penggunaan dan penyimpanan stempel
Sekrelml:l1 DPRD adalah Kepala Bagian yang menangani
ketatatusahaan pada Sekretariat DPRD.

(4) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel jabatan
Walikota, stempel Kota Administrasi dan stempel Sekretariat Kota
Administrasi adalah Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku
Pimpinan Pusat .A.dministrasi Kota.

(5) Penanggung jawab penggunaan dan peny;rnoanan stempel jabatan
Bupati, stempel Kabupaten Administrasi da!l stempel Sekretariat
Kabupaten Administrasi adalah Kepala Bagian Umum dan Protok,'
selaku Pimpinan Pusat Administrasi Kabupaten.

(6) Penanggung Jawab penggunaan dan penyimpanan stempel RSUD
adalah Kepala Bagian yang menangani ketatausahaan.

(7) Penanggung jawab penggunaan dan penylmpanan stempel RSf<r
adalah Kepal:] Bagian yang menal'ga"i ketatausahaan.
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(8) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel Satuan
Polisi Pamong Praja adalah Kepala Bagian yang menangani
ketatausahaan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(9) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel
Kecamatan adalah SekretarisKecamatan.

(10) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel
Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan.

(11) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel
UKPD/Biro adalah Kepala Subbagian yang menangani
ketatausahaan pada UKPD/Biro yang bersangkutan.

BAB X

KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk dan Ukuran

Pasal 54

(1) Jenis Kop Naskah Dinas terdiri dari:

a. Kop Naskah Dinas Jabatan; dan
b. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2) Kop Naskah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan
b. Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota/Bupati.

(3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kop N<.lskah Dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarl;",;

b. Kop Nrlskah Dinas Sekretariat Daerah;
c. Kop NlIskilh Dinas Inspektorat;
d. Kop NlIskah Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Kop NlIskah Dinas Lembaga Teknis Daerah;
f. Kop NlIskah Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daer; ill;
g. Kop NlIskah Dinas Dinas Daerah;
h. Kop Naskah Dinas Kota Administrasi;
I. Kop Naskah Dinos Kabupaten Administrasi;
j. Kop Naskah DinCls Sekretariat Kota Adrninistrasi;
k. Kop Naskah Din"s Sekretariat Kabupaten Administrasi;
I. Kop Naskah ninas Lembaga Lain;
m. Kop Naskar Dinas Satuan Polisi Pamong ProJa
n. Kop Naskah Dinas Kecamatan;
o. Kop Naskah Dinas Kelurahan; dan
p. Kop Naskah Dinas UKPD.
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(4) Kop Nm;kah Dinas Lcrnbaga Teknis Daerah sebagairnana dirnaksud
pada ,lylll (:l) huruf e, rncliputi:

a. Kop N;lskah Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah;
b. Kop Nnskilh DinilR Badan Kepegawaian Daerah;
c. Kop Nnskah Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Kop Naskah Dinas Badan Pendidikan dan Pelatihan;
e. Kor Nnskilh Dinas Badan Penanarnan Modal dan Prornosi;
f. Kop Nnskah Dinas Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
g. Kop Naskah Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pcroillfluan dan Keluarga Berencana;
h. Kop NLlskah Dinas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i. Kop Naskah Dinas Rurnah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
j. Kop Naskah Dinas Rurnah Sakit Khusus Daerah (RSKD),

(5) Kop Naskah Dinas Dinas Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3) huruf g, meliputi:

a. Kop Naskah Dinas Dinas Pendidikan;
b, Kop Naskah Dinas Dinas Olahraga dan Pernuda;
c, Kop Naskah Dinas Dinas Kesehatan;
d. Kop Naskah Dinas Dinas Sosial;
e. Kop Naskah Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. Kop Naskah Dinas Dinas Perhubungan;
g. Kop Naskah Dinas Dinas Kornunikasi, Inforrnatika dan Kehumasan;
h. Kop Naskah Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. Kop Naskah Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
j. Kop Naskah Dinas Dinas Pekerjaan Urnurn;
k. Kop NClskah Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanmlulangan Bencana;
I. Kop Naskah Dinas Dinas Kebersihan;
m. Kop Naskah Dinas Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah

Daerah;
n. Kop Nnskah Dinas Dinas Tata Ruang;
o. Kop Nnskah Dinas Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
p. Kop Nilskah Dines Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
q. Kop Naskah Dinas Dinas Perindustrian dan Energi;
r. Kop Nilskah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dan Perdagangan;
s. Kop Nilskah Dinas Dinas Kelautan dan Pertanian; dan
t. Kop Naskah Dinas Dinas Pelayanan Pajak.

(6) Kop Naskah Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf i, meliputi:

a. Kop Naskah Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. Kop Naskah Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
c. Kop Naskah Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat:
d. Kop Naskah Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan;
e. Kop Naskah Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
f. Kop Naskah Dinas Kabupaten Administrasi Kepuleuan Scribu.

(7) Kop Naskilh Dinas Sekretariat I~ota AdministrasilKabupaten Admlnistra~1

sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) huruf j dan huruf k, meliputi:

a. Kop Nnskah Dinas Sckretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. Kop N;lsknh Dinas Sr.kretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
c. KOfl Nolskah Dinas Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
d. ',op No I:;k;'h Dinas Sekretmial Kola Administrasi Jakarta Selalan;
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e. Kop Naskah Dinas Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
dan

f. Kop Naskah Dinas Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu.

(8) Kop Naskah Dinas Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf I. antara lain:

a. Kop Naskah Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;dan
b. Kop Naskail Dinas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

DKI Jakarta.

(9) Kop Naskal1 Dinas UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf P.
meliputi:

a. Kop Naskah Dinas Inspektorat Pembantu di Kota
Adrnilll~llr<lsi/Kabupaten Administrasi;

b. Kop N:tskah Dinas Suku Dinas di Kota Administrasi/Kabupaten
Adrninislrasi;

c. Kop Naskah Dinas Kantor di Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi;

d. Kop Naskah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi;

e. Kop Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;dan
f. Kop Naskah Dinas Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 55

Bentuk Kop Naskah Dinas terdiri atas:

a. Kop Naskah Dinas tanpa alamat;dan
b. Kop Naskah Dinas dengan alama!.

Pasal 56

Ukuran huruf Kop Naskah Dinas diatur dengan perbandingan 1 : 2 : 3
(satu berbanding dua berbanding tiga) dengan rincian:

a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon.
nomor faksimile, website. e-mail dan kode pos;

b. ukur<ln hllr"f 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi/Kota
Adrninislliisi/Kabupaten Administrasi;dan

c. ukuran Iliullf 3 (Iiga) unluk tulisan nama Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

lsi

Pasal 57

(1) lsi Kop Naskah Oinas Jabatan Gubernur terdiri atas sebutan Gubernt.-r
Provinsi OKI ,Jakartu dan Larnbang Negara berwarna kuning emilS.
yang ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halama'l
I<op Naskah Dinas.

(2) lsi Kop NClskuh Oinas Jabatan WalikotalB!Jpatl 'erdin ata5 s buta
WalikotaKota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasl K pulaua'l
Seribu dan Lambang Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan secara simetris pada bag ian tengah atas halaman Kop
Naskah Dinas.
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Pasal 58

(1) lsi Kop Nnskah Oinas Pemerintah Provinsi OKI Jakarta tanpa alamat,
terdiri at[l~ scbutan Pemerintah Provinsi DKIJakarta dan Lambang
Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris
pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.

(2) lsi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dengan
alamat. tardiri atas sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, alamat
lengkap, nomoI' telepon, nomoI' faksimile, website, e-mail, kode pas
dan menggunakan Lambang Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus
panjang.

Pasal 59

(1) lsi Kop Naskah Oinas Sekretariat Oaerah tanpa alamat, terdiri atas
sebutan Sekretariat Oaerah Provinsi OKI Jakarta dan menggunakan
Lambang Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan
secara simatris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Oinas.

(2) lsi Kop Naskah Oinas Sekretariat Oaerah dengan alamat, terdiri atas
sebutan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, Sekretariat Daerah, alamat
lengkar. nomoI' telepon. nomoI' faksimile, website, e-mail, kode pas
dan mcnqqunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempalkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus
panjan\l.

Pasal60

(1) lsi Kop Nil~kah Oinas Inspektoral tanpa alamat, terdiri alas sebutan
InspcklCllill Provinsi DKI Jakarta dan Lambang Daerah Jaya Raya
berwarllil hilam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian
tengah alas halaman Kop Naskah Dinas.

(2) lsi Kop Naskah Dinas Inspektorat dengan alamat, terdiri atas sebutan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan Inspektorat. alamat
lengkap, nomoI' telepon, nomoI' faksimile, website, e-mail, kode pas
dan menggunakan Lambang Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus
panjang.

Pasal 61

(1) lsi Kop Naskah Oinas Badan Perencanaan Pembangunan DaerClh
tanpa alamat, terdiri atas sebutan Badan Perencanaan Pembangunan
Oaerah Provinsi DKI Jakarta dan Lambang Daerah J'lya Ray,
berwarna hitam, yang dilempatkan secara simetris pada bagia'l
tengah atas halClmCln Kon Naskah Dinas.

(2) lsi Kop Nasknh Dinas Pildan Perencanaan Pembangunan Daervl-) denga 1

alamat, tordiri alas sebulan Pemenntah Provlnsi DKI JakartCl sebutan
Badan POlllncimaall Pembangunan Daerah, alamat lengkap, nom"
telepon. nOlllor faksimile. website, e-mail, kodc pos dan menggunaka
Lambang DIl<lrah Jaya Raya berwama hita, yang ditempatkan pada
bagian kiri :11:1s serta dibatasi dengan garis lurus panjang.
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Pasal 62

(1) lsi Kop Naskah Oinas Lembaga Teknis Oaerah tanpa alamat, terdiri
atas nama Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan, Provinsi DKI
Jakarta dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna
hitam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas
halaman Kop Naskah Oinas.

(2) lsi Kop Naskah Dinas Lembaga Teknis Daerah dengan alamat, terdiri
atas sebutan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, nama Lembaga Teknis
Oaerah yclng bersangkutan, alamat lengkap, nomor telepon, nomor
faksimile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang
Oaerah .Jnyn Raya borwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri
atas serln r1ibiltasi dengan garis lurus panjang.

Pasal 63

(1) lsi Kop NlIskah Oinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah
tanpa <:1lnllll,I, lerdiri atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Oaerah I'rovinsi OKI Jakarta dan menggunakan Lambang Oaerah
Jaya Rayn berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada
bagian longnh atas halaman Kop Naskah Oinas.

(2) lsi Kop Naskah Oinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah
dengan alamat, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta,
Sekretariat OPRO, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile,
website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya
Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta
dibatasi dengan Garis lurus panjang.

Pasal64

(1) lsi Kop Naskah Dinas Dinas Oaerah tanpa alamat, terdiri atas nama
Dinas Daerah yang bersangkutan, Provinsi OKI Jakarta dan Lambang
Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris
pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.

(2) lsi Kop Naskah Dinas Oinas Daerah dengan alamat, terdiri atas
sebutan PUlllerintah Provinsi DKI Jakarta, nama Oinas Oaerah yang
bersangkul;lIl, alamat longkap, nomor telepon, nomor faksimile,
website, u-IIlCiil, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya
Raya bcrwmna hitam, yang ditempatkan pada bag ian kiri atas serta
dibalasi dOlllJan Garis lurus panjang.

Pasal 65

(1) lsi Kop N<:1skah Dinas Kota Administrasi tanpa alamat, terdiri atas
sebulan I<ota Administrasi yang bersangkutan dan menggunaka'l
Lambang Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan
secara simetris pada b?gian tengah atas halaman Kop Nas!<.ah Oinas

(2) lsi Kop Naskah Oinas Kota Administrasi dengan alamat. terdiri atas
sebulan Pemerintah Provir.si DKI Jakarta, sebutan Kota Administrasi
yang bersangkutan, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile,
website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya
Raya berwarna hita:n, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta
dibatasi dengan garis lurus panjang.
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Pasal 66

(1) lsi Kop Nm;kah Dinas Kabupaten Administrasi tanpa alamat, terdiri
atas "nllllinn Kabupatcn Administrasi Kepulauan Seribu dan
menggllllnknn Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditcmpillknl1 secara simelris pada bagian tengah atas halaman Kop
Naskah I)111;1S.

(2) lsi Kop Naskah Oinas Kabupaten Administrasi dengan alamat, terdiri
atas sebutan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, sebutan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, alamat lengkap, nomor telepon, nomar
faksimile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang
Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bag ian kiri
atas serta dibatasi dengan garis lurus panjang.

Pasal57

(1) lsi Kop Naskah Oinas Sekretariat Kota Administrasi tanpa alamat,
terdiri atas sebulan Sekretariat Kota Administrasi yang bersangkutan
dan menggunakan Lambang Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop
Naskah Oinas.

(2) lsi Kop Naskah Oinas Sekretariat Kota Administrasi dengan alamat,
lerdiri alas sebutan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, sebutan Kota
Adminislrasi yang bersangkutan, Sekretariat Kota Administrasi, alamat
lengkap, nflmor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode pos
dan menOOlinakan Lambang Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus
panjang.

Pasal68

(1) lsi Kop Naskah Oinas Sekretariat Kabupaten Administrasi tanpa
alamat, lcrdiri atas sebutan Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu dan menggunakan Lambang Oaerah Jaya Raya
berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian
tengah atas halaman Kop Naskah Oinas.

(2) lsi Kop Naskah Dinas Sekretariat Kabupaten Administrasi dengan
alamat, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, sebutan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Sekretariat Kabupaten
Administrasi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile,
website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Oaerah Jaya
Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta
dibatasi dengan garis lurus panjang.

Pasal59

(1) lsi Kop Naskah Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanpa
alamat, tcrdiri alas sebutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi UKI Jakarla dan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna
hitam, yilllg dilempalkan secara simetris pada bagian lengah atas
halaman I<or N:1skal1 Oin'ls.

(2) lsi I<op N.l:;k;1h Dinas Badan Penanggulangan Bencana Oaerah
den(lnn :11;1111;11. terdlri "las scbutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
sebulan IIddan Penan\lgulangan Bencanil D"lerah. alamat lengkap,
nomor lol"pon, nomcn faksimile, website, e-mail, kode pos dan
menggunllk:lIl Lamban(J Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempalkdll pada bagian kiri atas serta dtbatasi dengan garis lurus
panjanrJ·
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Pasal70

(1) lsi Kop Naskah Dinas Sekretarial Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Daerah khusus Ibukola Jakarta lanpa alamat, lerdiri atas sebutan
Sekretarial Dewan Pengurus KORPRI Provinsi OKI Jakarta dan
Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang dilempalkan
secara simelris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.

(2) lsi Kop Naskah Oinas Sekretarial Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
DKI Jakarta dengan alamat, terdiri atas sebutan Pemerinlah Provinsi
OKI Jakarta, sebutan Sekrelariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
OKI Jakarli'l, alamal lengkap, nomoI' lelepon, nomar faksimile, website,
e-mail, k()du pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya
berwarnOl "111I1ll, yang dilempatkan pada bag ian kiri alas serta dibatasi
dengan nmis lurus panjang.

Pasal 71

(1) lsi Kop Naskah Oinas Satuan Polisi Pamong Praja tanpa alamat,
terdiri atas sebulan Saluan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta,
dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hilam, yang
dilempalkan secara simelris pada bagian lengah alas halaman Kop
Naskah Dinas.

(2) lsi Kop Naskah Dinas Saluan Polisi Pamong Praja dengan alamal,
lerdiri alas sebulan Pemerinlah Provinsi OKI Jakarta, sebulan Saluan
Polisi Pamong Praja, alamat lengkap, nomoI' telepon, nomoI' faksimile,
websile, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya
Raya berwarna hilam, yang dilempatkan pada bagian kiri atas serta
dibalasi dengan garis lurus panjang.

Pasal 72

(1) lsi Kop Naskah Oinas Kecamatan lanpa alamal, lerdiri atas nama
Kecamatan yang bersangkutan dan menggunakan Lambang Oaerah
Jaya Raya berwarna hilam, yang ditempatkan secara simelris pada
bagian lengah alas halaman Kop Naskah Oinas.

(2) lsi Kop NlIskah Dinas Kecamatan dengan alamal, lerdiri alas sebutan
Pemerinl~lh Provinsi DKI Jakarta, sebulan Kola
Adminisllllsi/Kabupalcn Adminislrasi yang bersangkulan, nama
Kecam"tllll y:mg bcrsangkulan, alamat lengkap, nomoI' lelepon,
nomoI' r"ksimile, wcbsile, e-mail, kode pos dan menggunakan
LamlJanu I)"erah Jaya Raya berwarna hitam, yang dilempatkan pada
bagian kit i nlns serta dibalasi dengan garis lurus panjang.

Pasal 73

(1) lsi Kop Naskah Oinas Kelurahan tanpa alamat, terdiri alas nama
Kelurahan yang bersangkutan dan menggunakan Lambang Daeral')
Jaya Raya berwarna hilam, yang ditempatkan secara simelris pada
bagian lengah alas halaman Kop Naskah Oinas.

(2) lsi I<op Naskah Oinas Kelurahan dengan alama!. terdiri atas sebutaCl
Pemeriniah Pro'.".,si OKI Jakarta, sebutan Kola
AdminislrasilKabupalen Administrasi yang bersangkutan, nam:"
Kecamatan yan£! b",rsangkutan, nama Kelurahan yang bersangkutan.
alamat lengkap, ,lamar telepon. nomoI' faksimile. website, e-..,ail, kod
pas dan menggunakan Lambang Oaerah J~ Raya berwarna hitam,
yang dilempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis
lurus panjang.
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Pasal 74

(1) lsi Kop Nnskah Dinas UKPD tanpa alamat, terdiri atas nama UKPD
yang borsangkutan dengan menyebutkan wilayah Kota
Adminislrasi/Kabupaten Administrasi dan menggunakan Lambang
Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris
pada bagian tengah alas halaman Kop Naskah Dinas.

(2) lsi Kop Naskah Dinas UKPD dengan alamat, lerdiri alas sebulan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan SKPD yang bersangkutan,
nama UKPD yang bersangkutan dengan menyebutkan wilayah Kota
Adminislrasi/Kabupaten Adminislrasi, alamat lengkap, nomor telepon,
nomor faksimile, website, e-mail, kode pas dan menggunakan
Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada
bagian kiri atas serta dibalasi dengan garis lurus panjang.

Pasal 75

(1) lsi Kop Naskah Dinas Biro lanpa alamal, terdiri atas nama Biro yang
bersangkutan, sebulan Sekrelarial Daerah Provinsi DKI Jakarta dan
menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
dilempalkan secara simetris pada bagian tengah alas halaman Kop
Naskah Dinas.

(2) lsi I(op Naskah Dina:; Biro dengan alamat, lerdiri atas sebutan
Pernorilllnil Provinsi DKI Jakarta, sebutan Sekretarial Daerah, nama
Biro y<lll! I bersangkulan dengan, alamal lengkap, nomor lelepon,
nomor fllk:;imile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan
Lamball!l Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempalkan pada
bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus panjang.

Pasal 76

Conloh benluk, ukuran, dan isi Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasnl 55, Pasal 56, dan Pasal 57, sebagaimana tercanlum dalam
Lampiran V Peraturan Gubernur inL

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 77

(1) Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur untuk Naskah
Dinas yang dilandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

(2) Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota/Bupali untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota/Bupali atau Wakil
WalikotalWakil Bupati.

Pasal 78

(1) Penggunailll Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah tanpa alam2t
untuk N<Jsk.lh Dinas Y'1ng dirumuskan dalam bentuk dan susunan
produk huklllll daerah d.1n dalam bentuk dan susunan sural tertentu.

(2) Penggunailn Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dengan alamat
untuk Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan
surat.
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Pasal 79

(1) Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
unluk Naskah Dinas yang ditandalangani oleh Sekrelaris Daerah
alas ni'lma Gubernur alau pejabat lain atas nama Gubernur.

(2) Penggunaan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah, untuk Naskah
Dinas yang ditandalangani oleh Sekretaris Daerah dan Asisten
Sokrollil is D<lerah.

(3) POn9[lllIlilQn Kop Naskah Dinas Inspektorat, unluk Naskah Dinas
yilng dlllllld,Jtangani oleh Inspeklur, Sekrelaris alau pejabal lain atas
nami'l Illspektur.

(4) Peng!lllllaan Kop Naskah Dinas Badan Perencanaan Pembangunan
Daer;lll, llnluk NQskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
Badan, W<lkil Kepala Badan atau pejabat lain alas nama Kepala
Badan.

(5) Penggunaan Kop Naskah Dinas Lembaga Teknis Daerah, untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Teknis
Daerah, Wakil Kepala Lembaga Teknis Daerah atau pejabal lain alas
nama Kepala Lembaga Teknis Daerah.

(6) Penggunaan Kop Naskah Dinas Sekrelariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, untuk Naskah Dinas yang ditandalangani oleh
Sekretaris Dewan atau pejabat lain atas nama Sekretaris Dewan.

(7) Penggunaan Kop Naskah Dinas Dinas Daerah, unluk Naskah Dinas
yang ditandalangani oleh Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas atau
pejabat lain alas nama Kepala Dinas.

(8) Pengguni.lan Kop Naskah Dinas Kola Adminislrasi, untuk Naskah
Dinas yanfl dilandalangani oleh Sekrelaris Kota atas nama Walikota,
atau pejah<lt I<lin alas nama Walikota.

(9) Penggunllllil Kop Naskah Dinas Kabupaten Adminislrasi, unluk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupalen alas
nama Bllpali alau pejabat lain atas nama Bupati.

(10) Penggun<liln Kop Naskah Dinas Sekretariat Kota Adminislrasi untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekrelaris Kota,Asisten
Sekretaris Kola atau Kepala Bagian.

(11) Penggunaan Kop Naskah Dinas Sekretariat Kabupaten Administrasi,
unluk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten,
Asisten Sekretaris Kabupaten, Kepala Bagii'n.

(12) Penggunilan Kop Naskah Dinas Badan Penanggulangan Bencanc,
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badal,
Sekretaris Badan alall pejabat lain atas nama Kepala Badan.

(13) Pengguna,lIl Kop Naskah Dinas Sekretariat Dewan KORPRI, untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan ala.;
pejabat '<lin atas nama Sekretaris Dewan.
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(14) Pengfl11n<1<ln Kop Naskah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, untuk
NilSk:lil Dinas yang ditandatangani o:eh Kepala Satuan Polisi
Pamnl1q Pmja, Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau
pcjah:ll I:lin alas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(15) Penggunaan Kop Naskah Dinas Kecamatan, untuk Naskal1 Dinas
yang ditandalangani olel1 Camat, Wakil Camat alau pejabal lain alas
nama Camal.

(16) Penggunaan Kop Naskah Dinas Kelurahan, unluk Naskah Dinas
yang ditandalangani oleh Lurah, Wakil Lurah atau pejabat lain atas
nama Lurah.

(17) Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD, untuk Naskah Dinas yang
ditandatangani olel1 Kepala UKPD atau pejabat lain atas nama
Kepala UKPD.

(18) Penggunaan Kop Naskal1 Dinas Biro, untuk Naskah Dinas yang
dilandatangani oleh Kepala Biro atau pejabat lain atas nama Kepala
Biro.

Bagian Keempat

Ponanggung Jawab Penggunaan dan Penyimpanan

Pasal80

(1) Penangyung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinas J<1lJatan Gubernur, Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakmta dan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah, adalah
Kepala Biro Umum selaku Pimpinan Pusat Administrasi Daerah.

(2) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinaslnspektorat, Kop Naskah Dinas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Kop Naskah Dinas Dinas Daerah, Kop
Naskah Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kop Naskah Dinas
Lembaga Lain adalah Sekretaris pada Inspeklorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain.

(3) Penanggung jawab penggunaan· dan penyimpanan Kop Naskah
Dinas Sekrelarial DPRD adalah Kepala Bagian yang menangani
ketatausahaan pada Sekretariat DPRD.

(4) Penanggllng jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinas Jabalan Walikola, Kop Naskah Dinas Kola Adminislrasi dan
Kop Naskah Dinas Sekrelariat Kola Administrasi adalah Kepala
Bagian Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusat Administrasi
Kola.

(5) Pcn<lnq! IlInfl jawab pcnggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinils j:lililliln Bup<1li. Kop N8skah Dinas Kabllpaten Adminislra.ii
d8n Kni' t~,1skah Dill,l;; Sekrelarial Kabupaten Adminlstrasi adala
Kepillil n,lfjianUllltJm d8n Protokol selaku Pimpinan Pusat
Admin!:;11 :lsi Kabupalcil.

(6) Pen8nqql "If] jawab I'()nggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinas R~~I JO adaidlll<ppLlla Bagian yang menangani kelatausilhaan.

(7) PenanWIlJl10 jawab pp.llggunaan dan p... , ji:npanan Kop Naskah
Dinas RSKD adalah Kepala Bagian yang menangani ketatausahaan.
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(8) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Bagian yang
menangani ketatausahaan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(9) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinas Kee<:lmalan adalah Sekrelaris Keeamatan.

(10) Penanggl Ing jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah
Dinas Kolllr<lhan adal<lh Sekrelaris Kelurahan.

(11) PenangOllno jawab penggunaan dan pcnyimpanan Kop Naskah
Dinas UKPD/Biro adalah Kepala Subbagian yang menangani
kelalausahaan pada UKPD/Biro yang bersangkutan.

BABXI

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal81

Jenis Sampul Naskah Dinas terdiri alas:

a. Sampul Naskah Dinas Jabatan; dan

b. Sampul Naskah Dinas Perangkal Daerah.

Bagian Kedua

Benluk, Ukuran dan lsi

Pasal82

Sampul Nasknh Dinas Jabatan dan Sampul Naskah Dinas Perangkat
Daerah sebauaimana dimaksud dalam Pasal 81 berbenluk empat persegi
panjang den!!1I1l porbandingan ukuran 3:4 (tiga berbanding empat).

Pasal83

(1) Ukuran Sampul Naskah Dinas Jabatan dan Sampul Naskah Dinas
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:

a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 em (empal puluh satu
sentimoler) dan lobar 30 em (tiga puluh sentimeter):

b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 em (tiga puluh lim.
sentimeter ) dan lobar 25 em (dua puluh lima sentimeter):

e. sampul sel ,ngah folio dengan ukuran panJang 28 em (dua puluh
delapan sentimeler) dan lebar 18 em (delapan belas senlimeler
dan

d. sampul seperempal folio dengan ukuran panjang 28 em (du
puluh delapan sentimeter) dan lebar 14 em (empat belas
sentimeter).
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(2) Jenis kertas Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan kertas casing dengan warna:

a. pulih unluk Sampul Naskah Dinas Jabalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 huruf a; dan

b. coklal untuk Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 huruf b.

Pasal84

(1) Sampul Naskah Dinas Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
huruf a, dengan perbandingan ukuran huruf 2 : 3 (dua berbanding
tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan alamatlengkap, nomor telepon,
dan kode pos; dan

b. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan jabatan Gubernur.

(2) Sampul Nilskah Dinas Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131 Iiuruf a, dengan perbandingan ukuran huruf 1:2:3 (satu
berbilnclilll/ clua berbanding tiga), dengan rincian:

a. Ukllldil Iiuruf 1 (salu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon,
dan kllrln pos;

b. UkUr<l11 huruf 2 (dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi Daerah
KhuslI:; Ibukota Jakarta;dan

c. ukllr.1n huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan jabalan Walikola atau
Burrlll;

(3) Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 huruf b, dengan perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3
(satu berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf 1 (salu) unluk lulisan alamat lengkap, nomor lelepon,
dan kode pos;

b. ukuran huruf 2 (dua) unluk tulisan sebutan Pemerinlah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Kola Adminislrasi/Kabupaten
Administrasi; dan

c. ukuran huruf 3 (liga) unluk lulisan nama SKPD/UKPD.

Pasal 85

(1) Sampul l'Jaskah Dina::; Jabalan berisi nama jabatan, alamal lengkap,
nomor lelepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode pos dan
menggunaknn L<HTlbang Negara berwarna kuning emas alau
Lambang Dilcrah Jaya Raya berwarna hitam di bagian lengah alas.

(2) Sampul Nn:ikah Dinas Perangkal Daerah berisl nama Pf:merinlall
Provinsi Diler<Jh Khusus Ibukola Jakarta alau Kola Admiristras
Kabupaten I\drninistmsl, nama SKPD/UKPD yang bersangkutar,
alamat len(lknp, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode
pos dan mcnggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitarY1
di bagian kiri alas.

(3) Conloh benluk. ukuran, dan isi Sampul Naskah Dinas seb"galmana
dimaksud nada ayal (1) dan ayal (2), sebagaimana lercanlum dalam
Lampiran VI Peraturan Gubernur inl.
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BAB XII

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu

Janis, Bentuk dan Ukuran

Pasal86

Jenis papan II; 1I11a terdiri dLlri:

a. Papan N;lIlla Kantor Gubernur, Kantor Walikota/Bupati;
b. Papan Nlllnil Kantor Camat, Lurah;dan
e. Papan Nilmll Perangkat Daerah.

Pasal 87

Papan Nama Kantor Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah dan
Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan
ukuran 2 : 1 (dua berbanding satu).

Pasal 88

(1) Ukuran papan nama untuk Kantor Gubernur, Kantor Walikota, dan
Kantor Bupati, Kantor Camat, Kantor Lurah dan Kantor Perangkat
Daerah dibuat serasi sesuai dengan luas areal dan besar bangunan.

(2) Ukuran papan nama untuk Kantor Gubernur adalah 400 em x 200 em
(empat ratus kali dua ratus sentimeter).

(3) Ukuran papLln nama untuk Kantor Walikota/Bupati adalah 300 em x
150 em (tiOll ralus kali seratus lima puluh sentimeter).

(4) Ukuran pillJilll llama ulltuk Kantor Camat adalah 200 em x 100 em
(dua ratus killi seratus sentimeter).

(5) Ukuran pilpan nama untuk Kantor Lurah adalah 150 em x 75 em
(seratus Iimil puluh ki'lli tujuh puluh lima sentimeter).

(6) Ukuran papan nama untuk Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. 300 em x 150 em (tiga ratus kalj seratus lima puluh sentimeter)
untuk Papan Nama SKPD;dan

b. 250 em x 125 em (dua ratus lima puluh kalj seratus dua puluh lima
sentirneter) untuk Papan Nama UKPD.

Pasal89

(1) Papan Nama Kantor Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 hurut a. menggunakan warna dasar hitam dengan tulisan berwarnC1
kuning emils,dengan perbandingan ukuran hurut 2 . 3 (dua berbanding
tiga), dengrlll rineian:

a. ukuran ilurut 2 (dua) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon.
dan koue pas; dan

b. ukurrln Ilurut 3 (tina) untuk tulisan sCoJu~an Kantor Gubernur
Provin,;i [)Clcrah Kilu511s tbukota Jakarta.



50

(2) Papan Nama Kantor Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf a menggunakan warna dasar hitam dengan warna
tulisan disesuaikan, dengan perbandingan ukuran huruf 1 :2 : 3 (satu
berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon,
dan kode pos;

b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi Oaerah
Khusus Ibukota Jakarta;dan

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan Kantor Walikota Kota
Administrasi yang bersangkutan atau Kantor Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Papan Nama Kantor Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf b, menggunakan warna dasar putih dengan tulisan
warna hitam, dengan perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu
berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon,
dan kodo pos;

b. ukuran Illiruf 2 (uua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi
Oaorah Khusus Ibukota Jakarta/Kota Administrasi yang
bersangkutan/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama Kantor Camat Kecamatan
yang bersangkutan/Kantor Lurah Kelurahan yang bersangkutan.

(4) Papan Nama Perangkat Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
huruf c, menggunakan warna dasar putih dengan tulisan warna hitam,
dengan perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua
berbanding tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon,
dan kode pos;

b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi
Oaerah Khusus Ibukota Jakarta/Kota Administrasi yang
bersangkutan/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama SKPO/UKPO.

Bagian Kedua

lsi

Pasal 90

(1) lsi Papull Nama Kantor Gubernur, terdiri alas sebutan Kantor
Gubcrnlll Provinsi Dilorah Khusus Ibukota Jakarta, alamat lengkap,
nomor Icln[)on dan kodo pos serta menggunakan Lambang Negara
berwilrilil "uning emas, yung ditempatkan pada bag ian tengah alas.

(2) lsi P<:Ipall Nil1I1<:l Kantor Walikota/Bupali, terdiri atas seblltcJn Pemorinta'l
ProVill~1 1))<1 .Jilkarta, I<illlior Walikota Kota yang bersangkutan/Bupali
Kepulall;lIl Smibu, 31,1I11i1t longkap, nomer telepon dan kode pos serta
menggllllilk,lIl Lamb<Jnu Oaerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ullemp,llkwl pada bagian tengah atas.

(3) lsi Papall Nama Sckretariat OPRO terdin atas sebutan PE.'1lerinta~

Provins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sekretariat DPRD, alam t
lengkap, nomor telepon dan kode pos sena menggunakan Lamban J
Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian
lengah alas.
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(4) lsi Papan Nama Kecamatan, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Kota Administrasi yang
bersangkutan/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kantor
Camal, nama Kecamalan yang bersangkutan, alamat lengkap, nomor
telepon, Ilomor faksimile dan kode pos serta menggunakan Lambang
Daerah ,J;)yn Raya belWarna hilam, yang ditempatkan pada bagian
tengah at;)!;.

(5) lsi Papan Nama Kelurahan, terdiri atas sebulan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Kola Adminislrasi yang
bersangkutiln/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebutan
Kantor Lurah, nama Kecamatan yang bersangkutan, nama Kelurahan
yang bersangkutan, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile
dan kodo pos serta menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya
belWarna hitam, yang ditempatkan pada bagian tengah atas.

(6) lsi papan narna SKPD, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, nama SKPD yang bersangkutan,
alarnat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos serta
menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya belWarna hitam, yang
ditempatkan pada bagian tengah atas.

(7) lsi papan nama UKPD, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan SKPD yang bersangkutan,
nama UKPD yang bersangkutan dengan menyebutkan wilayah Kota
Adminislrasi yang bersangkutan/Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos,
serta menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya belWarna hitam,
yang dilell1palkan pada bagian tengah atas.

Pasal 91

Contoh beilluk, ukuran, dan lSI papan nama sebagaimana dimaksud
dalam Pns;11 117, Pasal 88 dan Pasal 90, sebagaimana lercantum dalam
Lampiran VII /'m<lluran Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Bahan dan Penempatan

Pasal92

(1) Bahan Papan Nama Kantor Gubernur, Kantor Walikota, dan Kantor
Bupati dapat menggunakan marmer, beton atau bahan lainnya.

(2) Bahan huruf pada Papan Nama Kantor Gubernur, Kantor Walikota,
dan Kantor Bupati dapat menggunakan CC1t, seng/plat atau bahan
lainnya.

(3) Penempatan Papan Nama Kantor Gubernur, Kantor Wali~ola, da1
Kantor Bupati di temp3t yang strategis, mudah dilihal dan sera' i
dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya. sekurang- kurangn' ~

tingginya 1 meter dari permukaan tanah.

(4) Bahan Papan Nama Perangkat Daerah dapat menggunaKar kaYL
beton, seng/plal atau bahan lainnya.
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(5) Bahan huruf pada Papan Nama Perangkat Daerah dapat menggunakan
cat, semen, seng/plat atau bahan lainnya,

(6) Penempalan Papan Nama Perangkat Daerah di tempat yang strategis,
mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/
bangunannya.

Pasal93

(1) Bagi beberapa Perangkat Daerah yang berada di bawah satu atap
atau kompleks, dapat dibuatkan papan nama yang bertuliskan nama­
nama SKPD/UKPD dalam satu papan nama yang serasi.

(2) Penempalan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
tempat y<lng strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan
benluk godung/bangunannya.

BABXIII

LOGO

Pasal 94

(1) PenggulI;lwl lambang/logo selain Lambang Daerah Jaya Raya tidak
diperkell:tl1ki-1ll pada isi Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2) PenggunLliJn lambang/logo selain Lambang Daerah Jaya Raya dapat
diperkenankan pada Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah di
sebelah kanan.

(3) Penggunaan lambang/logo selain Lambang Daerah Jaya Raya dapat
diperkenankan pada setiap pendukung kegiatan antara lain berupa
spanduk, souvenir, plakat, piala/thropy, brosur, seragam olahraga, topi
atau papan nama.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 95

Pembinaan Tata Naskah Dinas dilaksanakan oleh:

a. Sekretarial D<lerah dalam hal ini Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekrelari<ll D<lorah yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan
dan ketat<ll;lksilllaan.

b. Sekrotarial Dnerah dalam hal inl Biro Umum Sekretariat Daerah
selaku Pus;)l Administrasi Daerah yang bertanggung jawab di bidang
ketatausal1;-wn; dan

c. Sekretarial Kota/Kabupaten Administrasi dalam hal ini Bagian Umul"1
dan Protokol selaku Pusat Administrasi Kota/Pusat AdminlstraSi
Kabupalon.
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Pasal 96

(1) Pembilla,ln yang dilaksanakan sebagaimana yang dimakslld dalam
Pas:ll !Jr, Ilufur a, molipuli kcgiatan :

a. sosl:lltsnsl;
b. nendnmpingan;
e. rasllil:lsi; dan
d. kOIl:;1 Jllnsi.

(2) Kegiatilll pnmbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. perumusan kebijakan;
b. jenis-jenis Naskah Dinas;
e. bentuk dan susunan Naskah Dinas;
d. penandatanganan Naskah Dinas;
e. jenis, bentuk, isi, dan ukuran Stempel,Kop Naskah Dinas, dan

Sampul;
f. bentuk, isi, ukuran, dan penempatan Papan Nama;
g. bentuk dan penggunaan lambang daerah/logo;
h. ukuran kertas dan huruf; dan
i. penanggung jawab dan penyimpanan Stempel, Kop Naskah Dinas

dan Sampul.

(3) Pembinaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
terhadap SKPD/UKPD/Biro.

Pasal97

(1) Pembinaan yang dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 95 hurur b, meliputi kegiatan:

a. bimbin!l:m leknis;
b. pendall1pingan;
e. konsullasi leknis; dan
d. supervisi.

(2) Kegialan pumbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. pengelolaan sural masuk;
b. tata eara pembuatan Naskah Dinas;
e. pembualan surat keluar;
d. formal sural;
e. pengelikan dan penaklikan;
f. nel Naskah Dinas;
g. monitoring proses perbal Naskah Dinas;
h. penomoran sural;
i. pemberian kode klasifikasi
j. relensi arsip;
k. penalaan, penomoran arsip dinamis;dan
I. lala sirnpan sural.

(3) Pembinaill1 kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan
terhadap SKPD/UKPD.

Pasal98

(1) Pembinil:lll yilng dilaks,1l1akan sebagaimana yang dimaksud dala'11
Pasal 95 IHlrUr e. meliputi kegialan :

<1. knorcltll.II;i;
b. pnndrllllpinnan; Uiln
e. lilSilil"r,i.
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(2) Pembinaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
terhadap Suku Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan
SKPD induk.

BABXV

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal99

(1) Perubahan dan pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan Naskah Dinas
yang sejenis.

(2) Pejabat Yilll!) menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayal ( 1) Llilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan
atau pejabill diatasnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

(1) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
karena kedudukannya bertindak selaku Pimpinan Organisasi Kearsipan
Dinamis;

(2) Pusat Administrasi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya di
singkat Pusminda adalah perangkat organisasi kearsipan dinamis,
yang bertugas melaksanakan pengelolaan naskah dinas Gubernur
dan Wakil Gubernur

(3) Kepala Biro Umum adalah Kepala Biro Umum pada Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya berfungsi
sebagai Pimpinan Pusat Administrasi Daerah.

(4) Pusal Adminislrasi Kota yang selanjutnya di singkal Pusminko adalah
perangkat organisasi kearsipan dinamis tingkal Kota Administrasi yang
bertugas melaksanakan pengelolaan Naskah Dinas Walikota dan
Wakil W<.llikola.

(5) Kepala Biloiiln Umum rbn Protokol pada Sekretariat Kota Administrasi
karcl1Q klldll<lukannya horfungsi sebagai Pimpinan Pusat Administrasi
Kolil.

(6) KepalQ [j, HJiiln Umum dan Protokol pada Sekretariat Kabupaten
Administril~;j karena kedlldukannya berfungsi sebagai Pimpinan Pusat
Adminislrn~dK<lhupatcn;

(7) Pusal Adlllil1islrilsi K<Jbupaten yang seianjutny<J di smgkat Pus,nlnkat
adal<Jh !l('rill1gkat organisasi kcarsipan dinamis til1gkal K?bupate,
Adminislrasi yang berlugas melaksanakan pengelolaan Naskah Dinas
Bupati dan Wakil Bupal.
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Pasal101

(1) Kepulusan I<opala SKPD/UKPD lermasuk produk hukum daerah
apabila pelllJlapannya atas perintah peraturan perundang-undangan.

(2) Kepulusan Kopala SKPD/UKPD yang bersifat leknis atau pedoman
kegiatan polayanan pada SKPD/UKPD yang bersangkutan harus atas
perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila ada perubahan nomenklatur, agar SKPD,UKPD dan nama
jabatan pegawai segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Gubernur ini dan dilaporkan ke Sekretaris Daerah melalui
Biro Organisasi dan Tata Laksana atau Biro yang menangani
kelembagaan dan ketatalaksanaan.

(4) Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur menandatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat,terdiri atas:

a. Surat Biasa;
b. Nota Dinas;
c. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
d. Telaahan Staf; dan
e. Lapomn.

(5) Naskah dillas yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur atau Asisten
Deputi Gullornur menggunakan stempel dan Kop Naskah Dinas Biro
yang monnnfJClni ketalausahaan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi
Gubernur.

(6) PenomorHll Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur
atau Asislon Deputi Gubernur dilakukan oleh Biro yang menangani
ketatausilhil<1n Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur.

(7) Kepala Bilo sesuai jabatannya mengundang SKPD/UKPD harus
mengirimkan tombusan kepada atasan langsungnya.

(8) Pejabat Fungsional Tertentu dapat mengeluarkan surat dalam rangka
melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab teknis
jabalan rungsionalnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal102

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur Inl, maka:

1. Keputusan Gubemur Nomor 94 Tahun 1999 tentang Penetapan Ukura
Kertas Untuk Pombuatan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerinta
Daerah KhllslIs Ibukota Jakarta;

2. Keputusan Cillbornur Nomor 75 Tahun 2000 tentang Teknis Penyusunan
dan Bentuk Hnnc:angan Peraturan Perundang-undangan;
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3. Keputusan Gubemur Nomor 64 Tahun 2002 tentang Stempel, Kop
Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi Perangkat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;dan

4. Keputusan Gubemur Nomor 116 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Gullcrnur ini muloi berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap UldllY mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernl/r ini dungan pencmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah KhllSllS IIll/kota Jilkarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP195508261976011001

BERITA DflERAH PROVINSI DAEnflH I(HUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 1YO



LalliI'll elll 1 : Peraluran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakarta

Nomor 194 TAHUN 2012
Tanggal 12 Desember 2012

BENTUK, SUSUNAN, DAN PETUNJUK
PENGETIKAN NASKAH DINAS

I. NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian

a. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan per­
setujuan bersama Gubernur.

b. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi
khusus daorall, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang­
undangan yl1ng lebih tinggi.

2. Susunan

Susunan Peraluran Daerah terdiri atas judul Peraturan Daerah,
pembukaan Pcraturan Daerah, batang tubuh Peraturan Daerah,
penutup Pemluran Daerah, penjelasan dan lampiran jika diperlukan.

a. Judul Peraluran Daerah lerdiri atas:
1) frasa PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA;
2) kata NOMOR yang diikuli dengan nomor Peraturan Daerah dan

kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan;
3) kata TENTANG; dan
4) nama Peraturan Daerah yang dibuat secara singkat dan

mencerminkan isi Peraturan Daerah serta seluruhnya diketik
dengan !luruf kapital tanpa tanda baca.

b. Pembukaan Peratur3n Daerah terdiri atas:
1) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
2) frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA,;
3) konsidor;lIl Mcnimbang dan Mengingat;
4) frasa DOllg<ln Persetujuan Bersama;
5) fr8:><1 DeWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
6) kill;] dilll,

7) f"lsa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUk'"OTA
JAKAR1/l:

8) kala MLMUTUSKAN:;
9) kala MOllolapkan: <Idll
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10) nama Peraturan Daerah sama dengan yang tercantum dalam
judul didahului dengan frasa PERATURAN DAERAH serla
seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca lilik.

c. Satang Tubuh

Satang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi
Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal- pasal.

Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke
dalam:
1) ketenluiln lIrnum;
2) materi pnkok yang diatur;
3) ketentuan pidana Oika diperlukan);
4) ketentuan peralihan Oika diperlukan); dan
5) ketentuan penutup.

Pengelompokan materi Peraturan Gubernur dapat disusun secara
sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.

Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
1) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf;
2) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf, atau
3) bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi
hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pembagian perincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan
abjad kecil yang diikuli dengan tanda baca tilik, angka Arab
diikuli dengan tanda baca titik, abjad kecil dengan tanda baca
kurung tUlup, angka Arab dengan tanda baca kurung tutup.

2) Pembaf)ian perincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat
dan jika perincian melebihi empat tingkat, perlu diperlimbangkan
pemecillian pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat
lain.

Dalam kollinluan penutup dimuat ketentuan tentang pencabutan
dan pcrny;,lilan tidak bcrlakunya Peraturan Daerah (apabila ada)
serla tanqq:11 mulai berlakunya Peraturan Daerah yang baru.

d. Penulur

Penutup mcrupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat:

1) rumusan perintah pengundangan dan penernpatannya dalarn
Lembaran Daerah;

2) penandatanganan penetapan Peraturan Daerah yang memuat:
a) tempat dan tang;:'31 penetapan;
b) nama Jabatan Gubernur;
c) tanda tangan Gubernur; dan
d) nama lengkap Gubernur yang menandatangani, tanpa gelar

dan panakat.
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3) pengunuungan Peraluran Daerah yang memuat:
a) tempal dan tanggal pengundangan;
b) namn jabnlan Sekretaris Daerah;
c) tanda tangan Sekretaris Daerah;
d) nama lengkap Sekretaris Daerah yang menandatangani

dengan NIP, tanpa gelar dan pangkat; dan
e) frasa LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

e. Penjelasan Peraturan Daerah terdiri atas:
1) judui penjelasan yang memuat:

a) kata PENJELASAN;
b) kata ATAS; dan
c) judul Peraturan Daerah.

2) isi penjelasan yang memuat:
a) penjelasan umum;dan
b) penjelasan pasal demi pasal.

3. Penandatannanan dan Kop Naskah Dinas

a. PeratUriln Dnnrah dilandnlangani oleh Gubemur; dan
b. Pengetiknn Pcraturan Daerah di atas kertas tanpa Kop Naskah

Dinas.

4. Salinan Pp.riIltlri'ln Daerah

a. Salinan I'oraluran Dacrah dibuat unluk penyebarluasan alau
sosialisasi;dan

b. Salinan Poraluran Daerah dinyatakan sah apabila ditandatangani
oleh SeklUlaris Daerah atau Kepala Biro Hukum atas nama
Sekretaris Daerah.

5. Petunjuk Pengetikan

a.

b.

c.
d.

e.

r.

g.

h.

i.

frasa PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA diketik 7 spasi dari margin atas;

kala NOMOR dan TAHUN dikelik 2 spasi dari baris di atasnya;

kata TENTANG diketik 2 spasi dari baris di atasny;

nama Peraturan Daerah seluruhnya diketik dengan huruf kapital 2
spasi dari baris di atasnya;

frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA diketik 3
spasi dari baris di atasnya;

frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda
baca kOnl";

pengetik:lI1 hllruf a sampai dengan huruf f disusun secara simetris
di tengalllnl>ar naskah;

kata Mcnlmbang dikctik 3 spasi dari baris di atasnya dan 7 spasl
dari maruin kiri;

sesudah kata Menimbang diketik tanda baca titik dua dan 20 spasi
dari maroin kiri;



4

j. tiap-tiap pokok pikiran pada konsideran menimbang diawali dengan
huruf abjad serta dimulai dengan kata bahwa dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma (;);

k. kata Mengingat diketik seperti pengetikan huruf h dan huruf i;

I. isi konsideran diketik 22 spasi dari margin kiri alau 2 spasi dari
tanda baca titik dua;

m. jika da:;ur hukum memual lebih dari satu peraluran perundang­
undaliUlllI, liap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3 dan
Selp.r1ISIIYil, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

n. fr<lsa Dongan Persotujuan Bersama diketik 3 spasi dari baris di
atasny;1 dan diletakkan di tengah lebar naskah;

o. frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diketik 2 spasi dari baris
di atasllya di lengah lebar naskah;

p. kala MEMUTUSKAN diketik di tengah lebar naskah 3 spasi dari
baris dl alasnya dan diberi tanda baca titik dua;

q. kata Menetapkan diketik 3 spasi dari bans di atasnya dan 7 spasi
dari margin kiri;

r. sesudah kata Menetapkan diketik dengan tanda baca titik dua dan
20 spasi dari margin kiri;

s. penulisan judui Peraturan Daerah dimulai dengan frasa
PERATURAN DAERAH diikuti dengan nama Peraluran Daerah
diketik dengan huruf kapital, 2 spasi dari tanda litik dua dan diakhiri
dengan tanda baca titik;

l. kata BAB diketik 3 spasi dari baris di atasnya;

u. nomor BAB diketik dengan angka Romawi 2 spasi dari kata BAB;

v. judul BAB diketik dengan huruf kapilal 2 spasi di bawah kata BAB;

w. frasa Baglan Kesatu, Kedua dan selerusnya huruf awalnya dikelik
dengan huruf kapilal 2 spasi dari baris di alasnya;

x. judul 8,I[1ll1n huruf awalnya dikelik dengan huruf kapilal 2 spasi dari
baris di illnsnya;

y. kata PlIragraf dikelik 2 spasi dari baris di atasnya;

z. angka pilmgraf dikelik dengan angka Arab;

aa. judul par<lgraf huruf awalnya diketik dengan huruf kapital 2 spasi
dari baris di alasnya;

abo kata Pasal dikelik 2 spasi dari baris di alasnya;

ac. nomor pasal diketik dengan angka Arab.2 spasi dari kala pasal;

ad. pengclikan huruf q sampai dengan huruf z disusun secara
simelris di lcngah lebar naskah;

ae. isi pasal huruf awal dikelik 22 spasi dari margin kiri 2 spasi dar
baris di atasnya dan baris selanjulnya diketik dengan Jara~ 1 spas
dari baris di atasnya;

af. nomor ayal dikelik dengan angka Arab dalam kurung buka dal"'
kurung tUlup, 22 spilsi dari margin kiri;

ago isi ayat diketik 26 spasi dari garis margin Klri atau 2 spasl dar!
tanda kurung tutup;
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ah, nama IlIlllpal dilelapkannya Peraluran Daerah diketik 4 spasi dari
baris dl nlnsnya, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Dilelapklln di Jakarta;

ai, tanggal, bulan, dan lahun dilelapkannya Peraluran Daerah diketik
1 spasi dari baris di atasnya, 45 spas! dari margin kiri didahului
dengan frasa pada tanggal;

aj, frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda
baea kama;

ak, Nama Gubernur Pravinsi DKI Jakarta dikelik 5 - 6 spasi dari
baris di atasnya;

al. nama tempat diundangkannya Peraturan Daerah diketik 2 spasi
dari baris di alasnya, 7 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Diundangkan di Jakarta;

am, tanggal, bulan dan lahun diundangkannya Peraturan Daerah
diketik 1 spasi dari baris di atasnya, 7 spasi dari margin kiri
didahului (Iengan frasa pada tanggal;

an, frasa SEKRETARIS OAERAH PROVINS) OAERAH KHUSUS
IBUKOTI\ JAKARTA diketik 2 spasi dari baris di alasnya dan
diberi landa baea kama;

aa, Nama Sokretaris Oaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dlkelik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya dan dilengkapi
dengan NIP yang dikelik simetris dari baris di atasnya;

ap, frasa LEMBARAN OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ... NOMOR ... , diketik 3 spasi dari
baris di alasnya;

aq. kata PENJELASAN diketik 7 spasi dari margin atas;

ar. kata ATAS diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

as. frasa PERATURAN OAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

at. kata NOMOR dan TAHUN diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

au. kata TENTANG diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

av, nama Peraluran Daerah diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

aw. pengelikan huruf aa sampai huruf at di atas disusun seeara
simelris di lengah lebar naskah;

ax. pengetikan angka Ramawi I diketik 3 spasi dari baris di alasnya 7
spasi dari margin kiri;

ay. kala UMUM diketik 3 spasi dari baris di alasnya 10 spasi dari
margin klri alau 3 spasi dari angka I;

az. alinea pnrlama diketlk 2 spasi dari baris di atasnya, 16 spasi dari
milrgill Idli;

ba. pongi:llh.,111 angka Hornilwi II diketik 3 spasi dari baris di atasnya.

bo. fmsa PI\SI\L OEM! PASAL diketik 3 spasi dan baris di atasnya;
dan

be. penJel;,~,nl1 pasal demi pasal disesuaikan dengan kebutuhan dan
dilleI'I jill nk masing-masing 2 spasi.
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6. Contoh Format Pengetikan Peraturan Daerah

)
) 7 .~p8SJ

PCWI1IJRAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

) 2 spas;
NOMOR ... TAHUN ...

)2 spas'
TENTANG

) 2 spes;
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) J spasl

DI:NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) 3 spa51

GUBERNUH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
) 3 spasl

b.

c.

_·--~-·--22 spasl----------
Mengingat 1.

-7 spasi-

Menimbang a.
--20 spasi------

bahwa nlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spaSi

bahwa rnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; dan seterusnya
) 2 S(111si

bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam hu­
ruf a, hurur b, dan solerusnya perlu membenluk Peraluran Daerah
tentang mmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spesl
Undang-Undang Nomor Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Re-
pUblik Indonesia Tahun Nomar .. _, Tambahan Lembaran Negara Re-
pUblik Indonesia Nomor ):

) 2 spas;
2. Peraturan Pomerintah Nomar Tahun tentang _.. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Ne-
gara Ropublik Indonesia Nomor ... );

) 2 spas;
3. Peratur:m Presiden Nomar ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun. Nomor Tambahan Lembaran Ne-
gara Rnpublik Indonesia Nomor ... );

) 2 spasi

4. Peratu",n Menten ... Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
) 2 spasl

5. PeraluHln Daer;:lh Nomor ...Tahun ... tenlang ... (Lembaran Oaerah
Provinsl Daerah Khusus bukola Jakarta Tahun ... Nomor ... );

) 3 spasi

Dannan Persetujuan Bersama
)? spas!

DI WAN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH PROVINSI
IJAERAII KllIISlJS IBUKOTA JAKARTA

onn
I ,UIIIIHIIII< f'llOVINSlllALHAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

) J spasl
MCMUTUSKAN:
I j 'illt1Si

. 7~"tI""·
MnnClapkan PERATUHAN IIAERAH TEN·t ANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
).'1 <;/lflsl

BAB I
) 2 spaSJ

MMMMMMMMMMMMMMM
) 2 spasl

Pasal 1
) 2 spasl

~- ••••••--;'::' "'{'.lQ ••• - ••• - to. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 Spasl

Pasal ....
)2 sp.J'if

···~·····--72 '1.<1$1··'---·- (1) Mmmmmmnimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 SpaSi

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
--·-··---~2f> ,<;ras;··--·-·-----_·-.. mmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmm.

).1 spas!
BAB II
) 2"08S1

MMMMMMMMMMMMMMM
)2 spasi

Bagian Kesatu
)2 spas/

Mmmmmmmm Mmmmmmmmm
) 2·W8SJ



7

Paragraf 1
) 2 spasl

MmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmm
) 2spasl
Pasal ...
)2 SPBS!

-·----22 spas}--o-- Mmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

)2 spasl

-----.-.··.-22 spas,.-·----- a. Mmmrntlllllillmmmmmmnlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 .~P8si

b. Mmmnlrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
--_···----26 s')a.~I------------_·· mlnllllllll1lllmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

I J SP8sJ
BAB ...

) 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMM

) 2 spasl
Pasal ...

) 2 ...pusl
---_·_-------22 spasl------ (1) Mmrnmlllilunmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

rnmll111111lrnnlmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 5pasl

(2) Mmmmilimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) J spasJ
Pasal ....

) 2 $p8sl
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl

BAB ....
) 2 spas;

MMMMMMMMMMMMMMM
}2 5pasl
Pasal ....

) 2 spasl
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasl
Pasal ....

) 2 spasl
Peraturan Daerah ini mula! berlaku pada langgal diundangkan.

) 2 5pasl
Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusu, Ibukota Jakarta.

)4 spasl

----------------------------45 '1/111..-1 ---------------- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spasi
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
)5·6spasi

slempel jabalan )
) landa langan

NAMAJELAS
}2 spasl

7 spasl-
Dlundangkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spas;
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
) 5-6 spasl

tanda tangan
)

NAMAJELAS
NIP

) 3 spas!

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ...
NOMOR ...



) 2 spasl

8

) 7 spAsJ
PENJELASAN

) 2 SI)8SI

ATAS
) 2 spaSi

PERATURAN OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
) 2 spasJ

NOMOR ... TAHUN ...
) 2 spasi

TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spasJ
7 spas;-

I. UMUM
) 2 spas;

------16spasJ------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

10 spaS/-
}3 spas;

II. PASAL OEMI PASAL
) 2 spas;

Pasal1
----16 spasi--------Mmmmmmmmmmmnimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmlilmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spHsl

Pasal2
Cukup jelas.

)1 spasl
Pasal3

Ayal(1 )
-f6spasi----Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasJ
Ayal (2)
Cukup jelas.

Pasal4
Ayal(1)

-----16 spas/------ Huruf a
-------21 spasi----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Huru! b
Cukup jelas.
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B. Peraturan Gubernur

1. Pengertian

a. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah atau peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi dan/atau sebagai sarana untuk
rnenelapkan kebijakan.

b. Peraluran Gubernur dapat dilengkapi penjelasan dan/atau
lampiran.

c. Peraluran Gubernur diundangkan dalam Serita Daerah.

2. Susunan

Susunan Peraluran Gubernur terdiri alas judul peraturan,
pembukaan peraturan, balang tubuh peraluran, penulup, dan
lampiran (bila diperlukan).
a. Judul Peraturan Gubernur lerdiri atas:

1) frasa PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

2) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Peraturan Gubernur
dan kala TAHUN yang diikuti dengan tahun penelapan;

3) kata TENTANG; dan
4) nama Peraturan Gubernur yang dibuat secara singkat dan

mencerminkan isi Peraturan Gubernur serta seluruhnya diketik
dengan huruf kapital tanpa tanda baca.

b. Pembukaan Peraturan Gubernur terdiri atas:

1) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
2) frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA,;
3) konsidolan Menimbang dan Mengingat;
4) kata MEMUTUSKAN:;
5) kala Monetapkan:; dan
6) nama Puraluran Gubernur sama dengan yang tercantum dalam

judul didahului dengan frasa PERATURAN GUBERNUR serta
seluruhllya diketik dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca lilik.

c. Satang Tubuh

Salang lubuh Peraluran Gubernur memuat semua substansi
Peraturan Gubernur yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke
dalam:
1) ketentuan umum;
2) materi pokok yang diatur;
3) ketentuan peralihan Uika diperlukan); dan
4) ketentuan penutup.

Pengelompokan materi Peraturan Gubernur dapat disusun secara
sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
Urulan pengelompokan adalah sebagai berikul :
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1) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf;
2) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf, atau
3) bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi
hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pembagian perineian (dengan urutan makin keeil) ditulis
dengan abjad keeil yang diikuti dengan tanda baea titik, angka
Arab diikuti dengan tanda baca titik, abjad keeil dengan tanda
baea kurung tutup, angka Arab dengan tanda baea kurung
tutup;dan

2) Pembagian perincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat
dan jika perincian melebihi empat tingkat, perlu
dipertimbangkan pemeeahan pasal yang bersangkutan ke
dalam pasal atau ayat lain.

Dalam ketcntuan penutup dimuat ketentuan tentang peneabutan
dan pernyataan tidak berlakunya peraturan yang setingkat (apabila
ada) soria langgal mulai berlakunya Peraturan Gubernur yang
baru.

d. Penutup

Penutup rncrupakan bagian akhir Peraturan Gubernur dan
memual:

1) rumusan perintah pengundangan Peraturan Gubernur sebagai
berikut: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

2) penandatanganan penetapan Peraturan Gubernur yang
memuat:
a) tempat dan tanggal penetapan;
b) nama Jabatan Gubernur;
e) tanda tangan Gubernur; dan
d) nama lengkap Gubernur yang menandatangani, tanpa gelar

dan pangkat;

3) pengundangan Peraturan Gubernur yang memuat:
a) tempat dan tanggal pengundangan;
b) nama Jabatan Sekretaris Daerah;
e) tanda langan Sekretaris Daerah;
d) nama lengkap Sekretaris Daerah yang menandatangani

dengan NIP, tanpa gelar dan pangkat, dan pangkat; serta
e) frasa BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

Peraturan Gubernur yang ditandatangani oleh pejabat yang
ditunjuk atas nama Gubernur tidak diundangkan.

e. Penjelasan Peraturan Gubernur terdiri atas:
1) judul penjelasan yang memuat:

a) kata PENJELASAN;
b) kala ATAS; dan
e) judul Peraturan Gubemur
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2) isi penjelasan yang memuat:
a) penjelasan umum;dan
b) penjelasan pasal demi pasal.

3. Penandalilnllannn dan Kap Naskah Dinas

a. Peralur<:ln Glibernur dilandalangani oleh Gubernur.
b. pengelikan Peraluran Gubernur di atas kertas Kop Naskah Dinas

Jabatan Glibernur.

4. Salinan Pemluran Gubernur

a. Salinan Peraluran Gubernur dibuat untuk penyebarluasan atau
sosialisasi;dan

b. Salinan Peraluran Gubernur dinyatakan sah apabila ditandatangani
oleh Sekrelaris Daerah alau Kepala Biro Hukum atas nama
Sekretaris Daerah.

5. Petunjuk Pengetikan

a. frasa PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diketik 5 spasi di bawah Kop
Naskah Dinas;

b. kata NOMOR dan TAHUN diketik 2 spasi dari baris di atasnya.

c. kata TENTANG diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

d. nama Peraturan Gubernur seluruhnya diketik dengan huruf
kapital 2 spasi dari baris di atasnya;

e. frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA diketik 3
spasi dari baris di alasnya;

f. frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda
baca koma;

g. pengetikan huruf a sampai dengan huruf f disusun secara
simetris di lengah lebar naskah;

h. kata Menimbang diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan 7
spasi dari margin kiri;

i. sesudah kata Menimbang diketik tanda baca titik dua dan 20
spasi dari margin kiri;

j. tiap-tiap pokok pikiran pada konsideran menimbang diawali
dengan huruf abjad serta dimulai dengan kata bahwa dan
diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

k. kata Mengingat diketik seperti pengetikan huruf h dan huruf i.

I. isi konsiderans diketik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari
tanda baca titik dua;

m. jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang­
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3
dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik kama (;);

n. kala MEMUTUSKAN diketik di tengah lebar naskah 3 spasi dari
baris eli alnsnya dan dibori tanda baca titik dua;

o. kala Monetapkan dikelik 3 spasi dari baris di atasnya dan 7
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spasi dari margin kiri;

p. sesudah kata Menetapkan diketik dengan tanda baca titik dua
dan 20 spasi dari margin kiri;

q. penulisan judul Peraturan Gubernur dimulai dengan frasa
PERATURAN GUBERNUR diikuti dengan nama Peraturan
Gubernur diketik dengan huruf kapital, 2 spasi dari tanda baca
titik dua dan diakhiri dengan tanda baca titik;

r. kata BAB diketik 3 spasi dari baris di atasnya;

s. nomor BAB diketik dengan angka Romawi 2 spasi dari kata
BAB.

t. judul BAB diketik dengan huruf kapital 2 spasi di bawah kata
BAB;

u. frasa Bagian Kesatu, Kedua, dan seterusnya huruf awalnya
dikelik dengan huruf kapital 2 spasi dari baris di atasnya;

v. judul Bagian huruf awalnya dikelik dengan huruf kapilal 2 spasi
dari baris di alasnya;

w. kala Paragraf dikelik 2 spasi dari baris di alasnya;

x. angka paragraf diketik dengan angka Arab;

y. judul paragraf huruf awalnya diketik dengan huruf kapital 2 spasi
dari baris di atasnya;

z. kala Pasal huruf awalnya dikelik dengan huruf kapilal 2 spasi
dari baris di alasnya;

aa. nomor pasal diketik dengan angka Arab 2 spasi dari kata
pasal.di bawah pasal tidak ada judul;

abo pengelikan huruf q sampai dengan huruf z, disusun secara
simetris di tengah lebar naskah;

ac. isi pasal huruf awal diketik 22 spasi dari margin kiri 2 spasi dari
baris di atasnya dan baris selanjutnya diketik dengan jarak 1
spasi dari baris di atasnya;

ad. nomor ayat diketik dengan angka Arab dalam kurung buka dan
kurung tUlup, 22 spasi dari margin kiri;

ae. isi ayat 'dikelik 26 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari tanda
kurung tutup;

af. nama tempat ditetapkannya Peraturan Gubernur diketik 4 spasi
dari baris di atasnya, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan
frasa Dltotapkan di Jakarta;

ago tangg<1I, bulan, dan lnhun ditetapkannya Peraturan Gubernur
diketik 1 spasi dari baris di atasnya, 45 spasi dari margin kiri
didahului dengan frasa pada tan99al;

ah. frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA dikelik 2 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda
baca kama;

ai. nama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta diketik
5 - 6 spasi dari baris di atasnya;

aj. nama tempat diundangkannya Peraturan Gubernur diketik 2
spasi dari baris di atasnya, 7 spasi dari margin kiri didahului
dengan frasa Diundangkan di Jakarta;
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ak. tanggal, bulan dan tahun diundangkannya Peraturan Gubernur
diketik 1 spasi dari baris di atasnya, 7 spasi dari margin kiri
didahului dengan frasa pada tanggal;

al. frasa SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan
diberi tanda baca koma;

am. nama Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta diketik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya dan dilengkapi
dengan NIP yang diketik simetris dari baris di atasnya;

an. frasa BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ... NOMOR ... , diketik 3 spasi
dari baris di atasnya;

ao. kata PENJELASAN diketik 7 spasi dari margin atas;

ap. kata ATAS diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

aq. frasa PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diketik 2 spasi dari baris di
atasnya;

ar. kata NOMOR dan TAHUN diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

as. kata TENTANG diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

at. nama Peraturan Gubernur diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

au. pengetikan huruf ao sampai huruf as disusun secara simetris di
tengah lebarnaskah;

avo pengetikFIn angka Romawi I diketik 3 spasi dari baris di atasnya
7 spasl <.Jari margin kiri;

aw. kata UMUM diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri atau 3 spasi dari angka I;

ax. alinea portama diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 16 spasi
dari mar!lin kiri;

ay. pengetikan angka Romawi II diketik 3 spasi dari baris di
atasnya;

az. frasa PASAL OEMI PASAL diketik 3 spasi dari baris di
atasnya;dan

ba. penjelasan pasal demi pasal disesuaikan dengan kebutuhan
dan diberi jarak masing-masing 2 spasi.

6. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

Peraturan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur.
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7. Contoh Format Pengetikan Peraturan Gubernur

KOP JABATAN GUBERNUR
) 5 spas;

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

) 2 spas}
NOMOR TAHUN

)2 spasJ
TENTANG

) 2 $p8S;

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

. ) 3 spas;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

) J spasi
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

) 3 spas;
7 spasi-

Menimbang a.
··------20 Sp8SI-----­
-------··--22 spasi·--------- b.

c.

bnhwfl Illllllnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) :.'.\11115/

hahwn Inrnmmrnmmmmnlmmmmmmrnmmmmmmmmmm: dan seterusnya;
);..> spilsi

bahwu hordasarkan purtimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul II, hllruf b dan solorusnya per1u menetapkan Peraturan Gubernur
lontall!l '".

Mengmgat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I :J spasJ
Unollllq llndang Nomor ... Tahun ... tentang ... ;

)7 spasJ
Pernltullll romorlnlah NOlllor ... Tahun ... tentang

) :.' fop/lsi
Perallllllli Presiden NonlOr ... Tahun ... tentang ... ;

) L spasJ
PeraltulllI Monteri ... Nomar ... Tahun ... tentan9 ... ;

) 2 SPllsJ
PeraturiJll Daerah Nomar ...Tahun ... tentang ... ;

) 2S(J8s!
Peraturan Gubernur Nomor ...Tahun ... tentang ... ;

) 2 spasi
Keputusan Gubernur Nomor ...Tahun ... tentang ... ;

) 3 spas;
)

MEMUTUSKAN:
) 3 spasi

7spas,.
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
) 3 spas!
)
BAB I

) 2 spasl
KETENTUAN UMUM

) 2 spas!
Pasal 1
) 2 spas!

~----·22spasi·····_··· Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
) 2 spasi

1. Daerah adalah Pravins; Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
)2 spasl

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spas!

3. Dan seternsnya.
) 3 spasi
)
BAB II
) 2 spasl

MMMMMMMMMMMM
) 2 spasl
Pasal 2
) 2 spasl

--·-22 spas;---·_·· (1) Mmmmn\nlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spasl

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
1---26 spast----·- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

)3 spasi
I

BAB ...
) 2 spas;

MMMMMMMMMM
) 2 spas!
Pasal ...
) 2 spasJ

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 3 spasJ

BAB ...
) 2 spas!

KETENTUAN PENUTUP
) 2 spasl
Pasal ...
) 2 spas!

~22 spasi -_... Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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)" spasl
Agar :iollnp IllWlq mengelahllinya. rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur 1111 <longan ponurnpatannya dalam Berita Oaerah Provinsi
Danrah Kiulmlllihukota Jnkllftll.

{ 4'lIfl~1

-----··---------------------45 '1,,1\/ -~-------------- Diletapkan di Jakarta
pHcla lan9gal xx Mmmmmm xxxx

) 2 $pllSi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

)S.6spas;
slempel jabatan )

) tanda langan
NAMAJELAS

) 2 silasl
7 spasl-

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmm xxxx

)2 spasl
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
)5·6spssl
) landatangan

NAMAJELAS
NIP

) J spasJ
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ...
NOMOR ...

)i7 S(JSsJ

PENJELASAN
)2 spas;
ATAS
) 2 spasl

PERATURAN GUIJU<NUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
) 2 SPllsJ

NOMOR ... TAHUN ...
) 2 spas}

TENTANG
) 2 spas}

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spasl
7 spas,-

I. UMUM
) 2 spasJ

--16spasi-- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

10 spas!--
~ 3 spasl

II. PASAL DEMI PASAL
) 2 spasi

Pasal1
-16 spasi-- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spasi

) 2 spasJ

Pasal2
Cukup jelas.

Pasal3
Ayal (1)

- 16 spast----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
)2 spasl

) 2 spasl

Mmmmmnunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal4
Ayat(1 )

---16 spas,------ Huruf a
------21 spast-------
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C. Peraturan Bersama

1. Pengertian

Peraturan Bersama adalah Naskah Oinas yang dibuat oleh dua atau
lebih pejabal, untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut
kepentingan bersama.

Adapun ciri-ciri Peraturan Bersama sebagai berikut :
a. Isinya bersifat mengatur;
b. Masa berlakunya lama;
c. Menggunakan nomar bulat;
d. Mempunyai judul Peraturan Bersama;dan
e. Oirumuskan dalam bab-bab dan/atau pasal-pasal dan ayat-ayat.

2. Susunan

Susunan Peraluran Bersama terdiri atas kepala Peraturan Bersama,
pembukaan Peraturan Bersama, isi Peraturan Bersama dan bagian
akhir Peraturan Bersama.
a. Kepala Peraluran Bersama terdiri atas:

1) tulisan PERATURAN BERSAMA dan ";
2) NOMOR Peraturan Bersama;
3) tulisan "TENTANG"; dan
4) nama Peraturan Bersama.

b. Pembukaan Peraturan Bersama terdiri atas:
1) tulisan nama jabatan yang menetapkan Peraturan Bersama;
2) kansideran "Menimbang" dan "Mengingat";
3) tulisan MEMUTUSKAN:; dan
4) tulisan Menetapkan:, diikuti dengan judul Peraturan Bersama".

c. lsi Peraturan Bersama terdiri atas bab,pasal dan ayat.

d. Bagian akhir Peraturan Bersama terdiri atas :

1) nama tempat ditetapkan;
2) tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
3) nama jabatan yang menetapkan Peraturan Bersama;
4) tanda langan masing-masing pejabat;
5) nama jolas masing-masing pejabat; dan
6) stempol jabatan masing-masing pejabal.

3. Penandatann~lIlan dan Kop Naskah Oinas yang Oi gunakan :
Peraturan Bursama ditandatangani aleh masing-masing pejabat yang
melakukan kcrja sama, dibuat di atas kertas ukuran A4 tanpa Kap
Naskah Oinas.

4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa PERATURAN BERSAMA .........DAN....... diketik dengan
huruf kapital;

b. kata NOMOR Peraturan Bersama diketik dengan huruf kapital 2
spasi dibawah baris di atasnya;

c. kata TENTANG diketik dengan huruf kapital 2 spasi di bawah
baris di atasnya;
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d. nama Peraluran Bersama diketik dengan huruf kapilal 2 spasi di
bawah baris eli atasnya;

e. frasa nama jabatan yang menetapkan Peraturan Bersama diketik
dengan huruf kapital 3 spasi di bawah baris di alasnya;

f. pengetikan huruf a sampai dengan huruf e disusun secara simetris
ditengah lebar naskah;

g. kata Menimbang huruf awalnya diketik dengan huruf kapital 3
spasi di bawah baris di atasnya dan 7 spasi dari margin kiri;

h. sesudah kata Menimbang diketik tanda baca titik dua dan 20
spasi dari margin kiri;

i. tiap-tiap pokok pikiran pada konsideran menimbang diawali
dengan huruf abjad serta dimulai dengan kata bahwa dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma (;);

j. tulisan Mengingat huruf awalnya diketik dengan huruf kapital,
diketik seperti huruf 9 dan h;

k. isi konsideran diketik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari
tanda baca tilik dua;

I. jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang­
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3 dan
seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

m. kata MEMUTUSKAN diketik dengan huruf kapital di tengah lebar
naskah 3 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda baca titik
dua;

n. kata Menetapkan huruf awalnya diketik dengan huruf kapital 3
spasi dari !Jaris di atasnya dan 7 spasi dari margin kiri;

o. sesudah kala Menetapkan diketik dengan landa baca titik dua
dan 20 sp"si dari margin kiri;

p. penulis<lll judul Peraluran Bersama dimulai dengan frasa
PERATURAN BERSAMA DAN diikuti dengan nama
Peraturan Bersama diketik dengan huruf kapital, 2 spasi dari
tanda bac" tilik dua dan diakhiri dengan tanda baca titik;

q. kata BAB diketik dengan huruf kapital 3 spasi dari baris di
atasnya;

r. nomor BAB diketik dengan angka Romawi 2 spasi dari kata BAB;
s. judul BAB diketik dengan huruf kapital 2 spasi di bawah kata

BAB;
t. frasa Bagian Kesatu, Kedua, dan seterusnya huruf awalnya

diketik dengan huruf kapital 3 spasi dari baris di atasnya;
u. judul Bagian huruf awalnya diketik dengan huruf kapital 2 spasi

dari baris di atasnya;
v. kata Paragraf huruf awalnya diketik dengan huruf kapital di 3

spasi dari baris di atasnya;
w. angka paragraf diketik dengan angka Arab 2 spasi dari kata

paragraf;
x. judul paragraf huruf awalnya setiap kata diketik dengan huruf

kapital 2 spasi dari baris di atasnya;
y. kata Pasal huruf awalnya diketik dengan huruf kapital 3 spasi dari

baris di atasnya;
z. nomor pasal diketik dengan angka Arab 2 spasi dari kata pasal;

aa. pengetikan huruf 0 sampai dengan huruf x, disusun secara
simetris di lengah lembar naskah;

abo isi pasal huruf awal diketik 22 spasi dari margin kiri 2 spasi dari
baris di atasnya dan baris selanjutnya diketik dengan jarak 1 spasi
dari baris di atasnya;

ac. nomor ayal diketik dengan tanda kurung buka dan kurung tutup,
22 pasi dari margin kiri;
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ad. isi ayat diketik 26 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari tanda
kurung tutup;

ae. nama tempat diketik 4 spasi dibawah baris di atasnya 45 spasi
dari tepi kertas sebelah kiri;

af. tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Peraturan Bersama
diketik 1 spasi dari baris di atasnya, 45 spasi dari margin kiri
didahului dengan frasa pada tanggal;

ago nama - nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan
Bersama diketik dengan huruf kapital, 3 spasi dibawah baris di
atasnya, masing-masing sejajar kiri dan kanan;

ah. dalam h..1 Peraturan Bersama ditandatangani oleh lebih dari
dua pejnhnt, maka penulisan nama jabatan berikutnya dilakukan
secara sil11elris di bawah nama-nama pejabat tersebut di atas; dan

ai. nama jolnll pcjabat yang menetapkan diketik sebaris 5-6 spasi di
bawah nnma jabatan masing-masing.

5. Contoh Formn! Pengetikan Peraturan Bersama

PERATURAN BERSAMA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH TINGKAT xx MMMMM

) 2 spasi

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

) 2 spas;
TENTANG

)2 sPasi
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

)3 spasl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) 3 spas!

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
) 3 $pBsJ

a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spas;

bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; dan S8­

terusnya;

-7 spasi­

Menimbang
-.---------20 spas;------
------22 spasi------- b.

) 2 spasi

C. bahwa honlosarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan seterusnya perlu menetapkan Peraturan
Gubornllr 1I111lang ... ;

Mengingat

) J $pBsl

I
1. Undang-Undang Namer ... Tahun ... tentang ... ;

) 2 $pssI
2. Peraturan Pemerintah Nomar ... Tahun ... tentan9 .. "

) 2 spas'
3. Peraturan Presiden Nomor _,_ Tahun ,.. tentang ... ;

) 2 spas(
4. Peraturan Menteri ... Namar ... Tahun ...tentang ... ;

) 2 spasl
5. Peraturan Daerah Nomor ...Tahun ... tentang ... ;

) 2 spasJ

6. Peraturan Gubemur Namar ...Tahun ... tentang ... ;
) 2 spasf

7. Keputusan Gubernur Namar ...Tahun ... tentang ... ;
) J spasl

MEMUTUSKAN:
) J spas;

-7 spasi­

Menelapkan KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH TINGKAT XX
TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) J spasl
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)

BAB I
) 2 .~f11t!.1

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 2fJPB~1

Pasal 1
) 2 spaSi

Mmmmmlnlllll1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl
)

Pasal 2
) 2 spas'

----22 spasr---· (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spasl

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
----------26 spasi·--------------- mmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

)3 spasl
)

BAB II
) 2 spas!

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:
) 3 spasJ
)

Bagian Pertama.
) 2 spas!

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 3 spasl
)

Pasal ....
) 2 spas;

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spas!
a. Mmmmmll\lllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasl
b. Mmmmnlll1111mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 3 spasl
)

BAB III
) 2 spas;

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spas;
)

Pasal ....
) 2 spasl

---22 spasi --- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 4 spasl
)
)

-----------------------------45 SPRSI ---------------

GUBERNUR PROVINSI DAERAH TK.XX
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,

)5.6spasJ
slempel)
jabatan)

tanda tangan
)

NAMAJELAS

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spas;
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
}5·6spasi

stempel)
jabatan)

tanda tangan
)

NAMA JELAS



20

D. Keputusan Gubernur

1. Pengertian

a. Keputusan Gubernur adalah Naskah Dinas yang bersifat
penetapan oleh GubernurlWalikota/Bupati guna memberikan dasar
hukum dan/atau kepastian hukum atas seseorang/ sesuatu sesuai
petunjuk peraturan perundang-undangan diatasnya.

b. Keputusan bersifat konkret, individual, dan final.
c. Keputusan dapat dibuat petikan.

2. Susunan

Susunan Kcputusan Gubernur terdiri atas judul keputusan,
pembukaan keputusan, penutup, dan lampiran (apabila diperlukan).

a. Judul keputusan terdiri atas:
1) frasa KEPUTUSAN GUBERNUR;
2) kata NOMOR ... TAHUN ... ;
3) kata TENTANG; dan
4) nama Keputusan.'

b. Pembukaan keputusan terdiri atas:
1) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
2) frasa GUBERNUR .... ;
3) Konsideran Menimbang dan Mengingat;
4) kata MEMUTUSKAN:;
5) kata Menetapkan; dan
6) nama Keputusan diketik seluruhnya dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca titik.

c. lsi Keputusan dirumuskan dalam diktum KESATU, KEDUA, dan
seterusnya.

d. Penutup koputusan terdiri atas:

1) penandalanganan keputusan yang memuat:
a) tempell dan tanggal penetapan;
b) nal1"l<l Jabatan;
c) tann:t tangan;dan
d) nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan

pangklll.

2) tembus:tn.

e. Petikan Keputusan
1) Petikan adalah pengambilan sebagian dari diktum Keputusan

yang diperlukan saja (yang berguna bagi penerima Keputusan
yang bersangkutan).

2) Petikan Keputusan terdiri atas:
a) kepala petikan keputusan ditulis lengkap sebagaimana

keputusan;
b) kata Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, dan

Membaca serta sejenisnya ditulis dan seterusnya disingkat
dst.;



21

c) diktum dipetik hanya yang berkaitan langsung dengan
penerima petikan keputusan;

d) klausul adaptasi ditulis lengkap;
e) bagian akhir petikan keputusan ditulis lengkap, dengan

catatan, tanda tangan pejabat diganti dengan ttd.
(tertandatangani oleh); dan

f) pada bagian bawah pelikan memuat nama jabatan, tanda
tangan, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani,
serta dibubuhi stempel instansi.

3. Petunjuk Pengetikan

a. frasa KEPUTUSAN GUBERNUR ... diketik 5 spasi di bawah Kop
Naskah Dinas;

b. kata NOMOR ... TAHUN ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya.
c. kata TENTANG diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
d. nama keputusan Gubernur diketik 2 spasi dari baris di atasnya

dan diketik secara simetris;
e. frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA diketik 3

spasi dari baris di atasnya;
f. frasa GUBERNUR ... diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan

diberi tanua baca koma;
g. pengetik;lll huruf a sampai dengan huruf f disusun secara simetris

di tengah lebar naskah;
h. kata Menlmbang diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan 7 spasi

dari marglll kiri;
i. setelah k"ta Menimbang diketik tanda baca titik dua, 20 spasi dari

margin kiri;
j. tiap-tiap J)okok pikiran pada konsideran menimbang diawali

dengan huruf abjad serta dimulai dengan kata bahwa dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma (;);

k. kata Mengingat diketik seperti pengetikan huruf h dan huruf i;
I. isi konsideran diketik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari

tanda baca titik dua;
m. jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang­

undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3 dan
seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

n. kata MEMUTUSKAN diketik di tengah lebar naskah 3 spasi dari
baris di atasnya dan diberi tanda baca titik dua;

o. kata Menetapkan diketik 3 spasi dari baris di atasnya 7 spasi dari
margin kiri;

p. sesudah kata Menetapkan diketik tanda baca titik dua, 20 spasi
dari margin kiri;

q. penulisan judul keputusan dimulai dengan frasa KEPUTUSAN
GUBERNUR... diikuti dengan nama keputusan diketik dengan
huruf kapital, 2 spasi dari tanda baca titik dua dan diakhiri dengan
tanda baca titik;

r. frasa diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya diketik 2 spasi
dari baris eli C1tasnya;

s. isi diktum tJikelik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari tanda
baca titik clua dan diakhiri dengan tanda baca titik;

t. masing-masing diktum diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
u. diktum terakhir menyatakan Keputusan inl mulai berlaku pada

tan99al dltetapkan;
v. nama tempat ditetapkannya keputusan diketik 4 spasi dari baris di

atasnya, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Ditetapkan di Jakarta;
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w. tanggal, bulan dan lahun ditetapkannya keputusan Gubernur
diketik 1 spasi dari baris di atasnya, didahului dengan frasa pada
tanggal;

x. frasa GUBERNUR ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan
diberi tanda baea koma;

y. nama Gubernur diketik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya;dan
z. kata Tembusan dikelik 2 spasi dari baris di atasnya, 7 spasi dari

margin klrl dan diikuli dcngan tanda baea tilik dua unluk lembusan
yang 10hll1 dari salu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsunfJ diketik lurus di bawah baris di atasnya.

4. Pelunjuk POI1!lolikan Pelikan Keputusan

a. kala PEliKAN diketik 5 spasi di bawah Kop Naskah Dinas;
b. frasa KEPUTUSAN GUBERNUR ... 2 spasi di bawah kata

pelikan;
e. kala NOMOR ... lAHUN ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya.
d. kala TENTANG diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
e. nama kepulusan Gubernur diketik 2 spasi dari baris di atasnya

dan dikelik seeara simelris;
f. frasa DENGAN RAHMAT lUHAN YANG MAHA ESA diketik 3

spasi dari baris di alasnya;
g. frasa GUBERNUR ... diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan

diberi tanda baea koma;
h. pengetikan huruf a sampai dengan huruf f disusun seeara

simetris di tengah lebar naskah;
i. kata Menimbang diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan 7 spasi

dari margin kiri;
j. setelah kata Menimbang diketik tanda baea titik dua, 20 spasi

dari margin kiri;
k. kata Mengingat diketik seperti pengetikan huruf h dan huruf i;
I. isi konsideran dikelik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari

tanda baeG lilik dua;
m. kata MEMUTUSKAN diketik di tengah lebar naskah 3 spasi dari

baris di alasnya dan diberi tanda baea titik dua;
n. kata Menotapkan diketik 3 spasi dari baris di atasnya 7 spasi dari

margin kiri;
o. sesudah kata Menetapkan diketik tanda baea titik dua, 20 spasi

dari margin kiri;
p. frasa diklum KESATU, KEDUA dan seterusnya diketik 2 spasi

dari baris di atasnya;
q. isi diklum diketik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari tanda

baea titik dua dan diakhiri dengan tanda baea titik;
r. masing-masing diktum diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
s. diktum terakhir menyatakan Keputusan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan;
t. nama tempat ditetapkannya keputusan diketik 4 spasi dari baris

di atasnya, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Ditetapkan di Jakarta;

u. tanggal, bulan dan lahun ditetapkannya kepulusan Gubernur
diketik 1 spasi dari baris di atasnya, didahului dengan frasa pada
tanggal;

v. frasa GUBERNUR ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan
diberi tanda baea koma;

w. tanda tangan pejabat dikelik ltd.;
x. kata PETIKAN dikelik 2 spasi dari baris di atasnya, 7 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan tanda baea lilik dua;
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y. frasa Untuk Pelikan yang sah sesuai dengan aslinya diketik 2
spasi darl baris di atasnya dan diberi tanda baca koma;

z. nama jabatan yang menandatangani diketik 2 spasi dari baris di
atasnya dan diberi tanda baca koma;

aa. nama jelas pejabat penandatangan diketik 5 - 6 spasi dari baris di
atasnya;dan

abo kata Kepada diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda
baca titik dua.

5. Contoh Format Pengetikan Keputusan Gubernur

KOP NASKAH DINAS
) 5 spas;

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH'KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

) 2 spasi

NOMOR ... TAHUN ...
) 2 spas;

TENTANG
) 2 spasi

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) .1 spasl
III NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

) 3 spas/
GUBERNUH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

) 3 spas;
·7 spasi­

Menimbang
---20 spasi--

a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spasi

b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spasf

-------22 spasl----C. dan seterusnya;

Mengingat
) 3 spas;

1. Undang-Undang Nemer ... Tahun ... tentang .. ,
) 2 spasJ

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spasl

3. Dan seterusnya;
) J spas;

MEMUTUSKAN:
)3 spasJ

KETIGA

-7 spasi­
Menetapkan

KESATU
--22 spasi--­

KEDUA

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

) 2 spasJ
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmrn.

) 2 spasi
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasJ

Keputusan Ini mula; berlaku pada tanggal ditetapkan.
) 4 spas;

----·------------------------45 spasJ ---------------- Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spas;
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
)5-6spasi

stempel jabatan )
) tanda tangan

NAMAJELAS
) 2 spasl

-7 spns/­

Tembusan:
1. Mmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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6. Contoh Formal Pengelikan Pelikan Kepulusan Gubernur

KOP NASKAH DINAS
) 5 spasl

PETIKAN
)2 spast

KEPlII IJSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

) 2 spasl

NOMOR ... TAHUN ...
) 2 spasl

TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spasl
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

) 3 spas/
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

) 3 spas
-7 spa~

Menimbang a. dst.;
----20 spasi-----

·22spasi-- b. dst.;

Mengingat 1. dst.;

2. dst.;

) 2 spas;

) 3 spas;

) 2 spasl

) 3 spas!
)

MEMUTUSKAN;
) 3 spasf

~7 spas/-­

Menetapkan
) 2 spas;

KESATU Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
-------22 spasl ---- ) 2 spasl

KEDUA Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spasi

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan.
) 4 spasJ
)
)

-------------·---------------·I!i ~I'II,~' ---------------- Ditolapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spasl
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
)5·6spasl

slempel jabatan )
) ltd.

-7 Sp8S1-

PETIKAN Kepulusan 1111 chhorikan kepada y::lng borkepenlingan untuk diketahui dan di­
pergunaknn Hflbilgaimana mostinya.

) 2 SPSSl

Untuk PETIKAN yang sah susuai
dengan aslinya.

) 2 spasi
KEPALA SKPD,

) 5-6spasl
stempel instansi )

) tanda tangan
NAMAJELAS
NIP

) 2 spasl
Kepada:
Yang bersangkutan
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E. Keputusan Kepala SKPD/UKPD

1. Pengertian

a. Kepulusan Walikola/Bupali/Kepala SKPD/UKPD adalah Naskah
Dinas yang bersifal penelapan oleh Walikola/Bupali/Kepala
SKPD/UKPD guna memberikan dasar hukum dan/atau kepastian
hukum alas seseorang/sesualu sesuai pelunjuk peraluran
perundang-undangan dialasnya.

b. Kepulusan bersifat konkret. individual. dan final.
c. Kepulusan dapat dibual pelikan.

2. Susunan

a. Susunan Keputusan Kepala SKPD/UKPD lerdiri atas judul
kepulusan. pembukaan kepulusan. penulup. dan lampiran (apabila
diperlukan).

b. Judul keplilusan terdiri alas:
1) frasa KEPUTUSAN

SKPD/UKPD;
2) kala NOMOR ... TAHUN... ;
3) kala TENTANG; dan
4) nama Kopulusan.

WALIKOTAIBUPATI/KEPALA

c. Pembukaan kepulusan lerdiri alas:
1) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
2) frasa WALIKOTAIBUPATI/KEPALA SKPDI UKPD;
3) Konsideran Menimbang dan Mengingat;
4) kala MEMUTUSKAN:;
5) kala Menetapkan; dan
6) nama Keputusan diketik seluruhnya dengan huruf kapilal dan

diakhiri dengan tanda baca lilik.

d. lsi kepulusan dirumuskan dalam diklum KESATU. KEDUA. dan
selerusnya.

e. Penutup keputusan terdiri alas:
1) penandatanganan keplltusan yang memllat:

a) lempat dan tanggal penelapan;
b) nama jabalan;
c) landa langan;dan
d) nama lengkap pejabal yang menandatangani tanpa gelar dan

pangkat.
2) lembusan.

3. Pelunjuk Pengolikan

a. frasa WALIKOTAIBUPATIIKEPALA SKPD/UKPD ... dikelik 5
spasi di bawah Kop Naskah Dinas;

b. kala NOMOR ... TAHUN ... dikelik 2 spasi dari baris di alasnya.
c. kata TENTANG dikelik 2 spasi dari baris di alasnya;
d. nama keputusan Kepala SKPDI UKPD dikelik 2 spasi dari baris di

alasnya dan diketik secara simetris;
e. frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA dikelik 3

spasi dari baris di alasnya;
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f. frasa WALIKOTAIBUPATI/KEPALA SKPD/UKPD... diketik 3
spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda baca koma;

g. pengetikan huruf a sampai dengan huruf f disusun secara simetris
di tengah lobar naskah;

h. kata Menlmbang diketik 3 spasi dari baris di atasnya dan 7 spasi
dari mar!J111 kiri;

i. setelah kill;] Menimbang diketik tanda baca titik dua. 20 spasi dari
margin klrl;

J. tiap-tiap pokok pikiran pada konsideran menimbang diawali
dengan hllruf abjad serta dimulai dengan kata bahwa dan diakhiri
dengan Lal1da baca titik koma (;);

k. kata Menglngat diketik seperti pengetikan huruf h dan huruf i;
I. isi konsidoran diketik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari

tanda baca titik dua;
m. jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang­

undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3 dan
seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

n. kata MEMUTUSKAN diketik di tengah lebar naskah 3 spasi dari
baris di atasnya dan diberi tanda baca titik dua;

o. kata Menetapkan diketik 3 spasi dari baris di atasnya 7 spasi dari
margin kiri;

p. sesudah kata Menetapkan diketik tanda baca titik dua, 20 spasi
dari margin kiri;

q. penulisan judul keputusan dimulai dengan frasa KEPUTUSAN
WALIKOTAIBUPATI/KEPALA SKPD/UKPD... diikuti dengan
nama keputusan diketik dengan huruf kapital, 2 spasi dari tanda
baca titik dua dan diakhiri dengan tanda baca titik;

r. frasa diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya diketik 2 spasi
dari baris di atasnya;

s. isi diktum diketik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari tanda
baca titik dua dan diakhiri dengan tanda baca titik;

t. masing-maf;ing diktum diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
u. diktum terakhir menyatakan Keputusan ini mulai berlaku pada

tanggal dltetapkan;
v. nama tempat ditetapkannya keputusan diketik 4 spasi dari baris di

atasnya, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Ditetapkan dl Jakarta;

w. tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Keputusan
Walikota/Bupati/Kepala SKPD/UKPD diketik 1 spasi dari baris di
atasnya, didahului dengan frasa pada tanggal;

x. frasa WALIKOTAIBUPATI/KEPALA SKPDI UKPD... diketik 2
spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda baca kama;

y. nama Kepala SKPD/UKPD diketik 5 - 6 spasi dari baris di
atasnya; dan

z. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 7 spasi dari
margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.
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4. Contoh Format Pengetikan Keputusan Walikota/Bupati/ Kepala
SKPD/UKPD

KOP JABATAN WALIKOTNBUPATI
alau

KOP NASKAH DINAS SKPD/UKPD
)5 spasJ
)
)

KEPUTUSAN WALIKOTNBUPATI/KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

) 2 spasl
NOMOR ... TAHUN ...

) 2 spasf
TENTANG

)2splul
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 sps$i
)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) 3 spasl
)

WALIKOTNBUrJIITl/KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

) J spasl
-7 :,pBSJ­

Menimbang
--20 spasi--------

8. bahwCl nlllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:
) 2 spas!

b. bahwa mnlllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spasl

Mengingat
) J spas!

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
) 2 spasi

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spasl

3. Dan setorusnya;
) 3 spasl
)

MEMUTUSKAN:
) 3 spasJ

KETIGA

-7 spaSl-'
Menetapkan

KESATU
------22 spasl-··----

KEDUA

KEPUTUSAN WALIKOTNBUPATI/KEPALA SKPD/UKPD TENTANG MMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

) 2 spasi
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasf

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spasl

Keputusan ini mulai berlaku pada tan99al ditetapkan.
) 4 spasi
)

-------------------------45 spas; --------------- Dilelapkan di Jakarta
pada tan99al xx Mmmmmm xxxx

) 2 spasl
WALIKOTNBUPATI/KEPALA SKPD/UKPD

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
stempel instansi ) 5 - 6 spasi

)

) landa tangan
NAMAJELAS
NIP

) 2 spasl
-7 spasi­

Tembusan:
1. Mmmmmmmmmm
2. Dan seterusnya
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5. Contoh Format Pengetikan Pelikan Keputusan Kepala SKPD/UKPD

KOP NASKAH DINAS
).5 spasl

PETIKAN

)2 "'."
KEPUTUSAN KEPALA SKPD/UKPD••• PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
) 2 spasJ

NOMOR ... TAHUN ...
) 2 spasl

TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

) 3 spasi
KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

) 3 spas;
-7 spasi-

Menimbang a. ds!.;
--20 spasi---- ) 2 spas!

----22 spasi- b. ds!.;
) J spas;

Mengingat 1. dst.;
) 2 spas;

2, ds!.;
) J spasi

MEMUTUSKAN:
) 3 spas!

-7 spasj.­

Menetapkan
) 2 spas;

KESATU Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
-----·----22 spas; ------- )2 spas;

KEDUA Mmmmmlllllllllrnmmmmmmmnlll1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
l? spas;

KETIGA Keputusan Illllllulai berlaku palld lang9al ditetapkan.
) 4 tlpasJ

-----------------------------4!i SII'I~1 ---------------- l1itetapkan di Jakarta
pada langgal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spasl
KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
)5-6sp8SI

stempel jabatan )
) tid

) 2 spRsl

-7 spasl-

PETIKAN Keputusan 1111 dlberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan di­
pergunakan sebagaimana mestinya.

) 2 spasi
Untuk PETIKAN yang sah sesuai

dengan aslinya,
) 2 spasl

KEPALA SKPD,
) 5· 6 spasl

stempel instansi )
) landa tangan

NAMAJELAS
NIP

) 2 spasl

Kepada:
Yang bersangkutan
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II. NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

A. Instruksl

1. Pengertian

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah dan/atau petunjuk
yang bersifat leknis. jelas. dan terperinci sebagai pelaksanaan dari
suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Susunan

Susunan Instruksi lerdiri alas kepala Instruksi. pembukaan Instruksi. isi
Inslruksi. dan lJagian akhir Inslruksi.

a. Kepala Inslluksi lerdiri alas:
1) kala INSTRUKSI... (nama jabatan yang mengeluarkan);
2) kata NOMOR... TAHUN... ;
3) kata TENTANG; dan
4) nama Inslruksi.

b. Pembukailn Inslruksi terdiri atas:
1) tulisan nama jabatan yang mengeluarkan Instruksi;
2) substansi materi Instruksi;
3) kata Kepada;dan
4) kata Untuk.

c. lsi Instruksi dirumuskan dalam diktum KESATU. KEDUA. dan
seterusnya.

d. Bagian akhir Instruksi memuat:
1) tempat dan tanggal ditetapkannya Instruksi;
2) nama jabatan yang mengeluarkan Instruksi;
3) tanda tangan pejabat;
4) nama jelas dan dilengkapi NIP bagi PNS;
5) stempel jabatan/instansi;dan
6) tembusan sesuai kebutuhan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Instruksi Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dihuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur;dan

d. Instruksi yang ditandatangani oleh SKPD/UKPD dibuat di atas kertas
Kop Naskah Dinas Instansi Tanpa Alamat.

4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa INSTRUKSI GUBERNUR ... diketik 5 spasi di bawah Kop
Naskah Dinas;

b. kata NOMOR ... TAHUN ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
c. kata TENTANG diketik 2 spasi dari baris eli atasnya;
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d. nama Insllllk::;i Gubernur diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan
diketik ser.:lrrl simetris;

e frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA dikctik 3 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda
baca koma;

f. pengetikan huruf a sampai dengan huruf e disusun secara simetris
di tengah lol><lr naskah;

g. frasa subslfmsi materi Instruksi diketik 3 spasi dari baris diatasnya,
10 spasi dari margin kiri;

h. kata Kepada diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri dan diberi tanda baca titik dua;

i. pengetikan nama-nama pejabat yang diinstruksikan dimulai 22
spasi dari margin kiri berurutan sesuai dengan hirarkis dari jabatan
yang lebih tinggi;

j. kata Untuk diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari margin
kiri dan diberi tanda baca titik dua;

k. frasa KESATU, KEDUA dan seterusnya diketik 2 spasi dari baris di
atasnya;

I. isi Instruksi diketik 22 spasi dari margin kiri atau 2 spasi dari tanda
baca titik dua, diakhiri dengan tanda baca titik dan diketik 2 spasi
dari baris di atasnya;

m. frasa Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diketik
3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari margin kiri pada alinea
penutup; .

n. tempat ditetapkannya Instruksi diketik 3 spasi dari baris di atasnya,
45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa Ditetapkan di
Jakarta;

o. tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Instruksi diketik 1 spasi dari
baris di atasnya, didahului dengan frasa pada tanggal;

p. frasa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan diberi tanda
baca kama;

q. nama Gubernur diketik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya;dan
r. kata Tembusan diketik 2 spasi dibawah nama pejabat

penandatangan, 10 spasi dari margin kiri.
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5. Contoh Format Pengetikan Instruksi

KOP JABATAN GUBERNUR
) Ssp,,'
}

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

) 2 spasJ
NOMOR ... TAHUN ...

) 2 spasJ

TENTANG
) 2 spasl

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) J spasJ
)

GUBERNIIil PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
) 3 5pasJ
)

-10 Mmmmmmmmmmmmmmlllillmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
spasi- mmmmmmmmmmmmmmllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmm, dengan ini menglnstruksikan :

) 2 spasl

Kepada 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3. Mmmmmmmmmmmmmmmmm
4. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
5. dan seterusnya.

) 2 spasl

Untuk
) 2 spasi

KESATU Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasl

KEDUA Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasl

KETIGA Mmmmmmlllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

)3 spasi
)

Instruksi Gubemur ini mulni horlnku pada lannqnl ditetapkan.
).1 .~I'(J.~I

I
----------------------------4!. 1011,,'1 ~~-------------- Ilitolapkan di Jakarta

prieta tanggal xx Mmmmmm xxxx
) 2 spasl

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

)5-6spasi
)

stempel jabatan I
) tanda tangan
I

Nama Jelas
-10--··Tembusan:

1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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KOP JABATAN WALIKOTA
)5sposl
J

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA MMMM
) 2 spasl

NOMOR ... TAHUN ...
) 2 spasl
TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spasl
)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA MMMM,
) J 5pasl
I

-10 Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~8~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmm
mmmmmmm, dengan ini menglnstruksikan :

) 2 spasl

Kepada

Untuk

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3. Mmmmmmmmmmmmmmmmm
4. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
5. dan seterusnya.

) 2 spasl

KESATU

) 2 spaSl

Mmmmmmllll11mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MmmmmmrlUl1lnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmm'Il,nl1lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmlllllllnmmmmmmmmm.

) 2 spas!

KEDUA Mmmmmlllilunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmllllllll1mmmmmmmnlll1mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmrnlilmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasl

KETIGA Mmmmmlntlllnlnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmllllllrnmmmmmmmmtllmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmillmmrnmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl

Instruksi Walikota ini mulai lJorlaku pada langgal diletapkan.
) 3 spas;
)

----------------------------45 spasl ---------------- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spas;
Walikota Kota Administrasi Jakarta Mmmm.

)5-6spasi
I

stempel jabatan )
I landa tangan
I

Nama Jelas
-10
spasi·

Tembusan:
1. Mmmmmmm
2. Mmmmmmm
3. Dan seterusnya
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B. Surat Edaran

1. Pengertian

Sural Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberilahuan,
penjelasan, alau pelunjuk cara melaksanakan sualu kelentuan atau
kegialan.

2. Susunan Sural Edaran lerdiri alas kepala sural, isi sural, dan bagian
akhir sural.

a. Kepala sural lerdiri alas:
1) tanggal, Ilul,m, dan lahun;
2) kala Kepada;
3) kala Yth.;
4) pejabatlillnmal yang diluju;
5) frasa SURAT EDARAN;
6) kala NOMOR;
7) kala TENTANG;dan
8) Judul Sural Edaran.

b. lsi Surat Edaran dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. Bagian akhir Sural Edaran lerdiri alas:
1) nama jabalan;
2) landa tangan pejabat;
3) nama jelas selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS;
4) stempel jabalan/instansi; dan
5) tembusan.

3. Penandalanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan

a. Surat Edaran yang dilandalangani oleh Gubernur alau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur.

b. Sural Edaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas inslansi
Pemerinlah Provinsi tanpa alama!.

c. Sural Edaran yang ditandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD alas
wewenang jabalannya dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas
inslansi SKPD/UKPD yang bersangkulan lanpa alama!.

d. Surat Edaran yang dilandalangani oleh Walikota/Bupali alau dibual
di alas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota/Bupali.

e. Surat Edaran yang ditandatangani Pejabat atas nama Kepala
SKPD/UKPD dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi
SKPD/UKPD yang bersangkutan tanpa alama!.

4. Petunjuk Pengetikan

a. tanggal, nama bulan, dan tahun diketik 3 spasi di bawah Kop
Naskah Dinas , 45 spasi dari margin kiri;

b. jika Kop Naskah Dinas yang digunakan adalah Kop Naskah Dinas
instansi tanpa alamat, diketik nama tempal pembuatan surat
dilengkapi tanggal, nama bulan, dan tahun, 55 spasi dari margin
kiM: .

c. kata Kepada diketik 3 spasi dibawah tanggal, bulan, dan lahun:
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d. alamal YClIl\J diluju dikelik lurus di bawah kala Kepada, didahului
dengan k::l'~' Yth.;

e. kata di dikotik dengan huruf kecil 1 spasi lurus di bawah alamal
dilanjutkun uengan namu tempat 1 spasi di b'awah kata di dengan
huruf kecil kecuali huruf awalnya tanpa garis bawah;

f. frasa SURAT EDARAN diketik 3 spasi dari baris di atasnya di
lengah-tengah lebar naskah;

g. kata NOMOR diketik 2 spasi dari baris dialasnya;
h. kata TENTANG diketik 2 spasi dari baris diatasnya;
i. judul Surat Edaran diketik 2 spasi dari baris diatasnya;
j. isi Surat Edaran dirumuskan dalam bentuk uraian dengan

memperhatikan panjang pendeknya isi sural. Alinea pertama
diketik 2 - 3 spasi dari baris di atasnya 28 spasi dari margin kiri.
Baris selanjutnya 22 spasi dari margin kiri;

k. jarak antarbaris pertama dengan baris selanjutnya 1 - 2 spasi;
Jarak antaralinea yang satu dengan alinea selanjutnya adalah 3
spasi;

I. nama jabatan diketik 3 - 4 spasi dari baris di atasnya, 45 spasi dari
margin kiri;

m. ·nama jelas pejabat diketik 5 - 6 spasi di bawah nama jabatan;
n. nama jabatan dan nama jelas pejabat diketik secara simetris;dan
o. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung dikelik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Edaran

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spas!

1---------55spasr--------·-·-- Jakarta, xx Mmmmm xxxx
) 3 spasi
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3·4spasi
)

SURAT EDARAN
) 2 ,,,,,as;

NOMOR
) 2 spBsl

TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spasl
)

28 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
22sp8S~·----mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 3 spas;

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spas;
Edaran in; untuk menjadi perhalian dan agar dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
) 3-4 spas/
)

---------------------45 spas; ------------.-.-----

) 2 spasl

10 spaSl-

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

)5 -6spasl
stempel jabatan )

) tanda tangan
Nama Jelas
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KOP NASKAH DINAS SKPD
):J .~llilsl

1------------55 spasi--·--·_----···_------------ Jakarta, xx Mmmmm xxxx
) 3 spasl
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3·4spas,
)

SURATEDARAN
)2 spaS!

NOMOR
) 2 sPBS;

TENTANG
) 2 sp8s1

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spas;
)

28 spa~----------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
22 spasi--------_····---mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 3 $/Hlsi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmnlrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmnlmmmmmmmmnlmmmmmmmmmmmmmmm.

):\ ~'I<I~
Mmnlllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmnlrlllTlllUlllllrlllnrnmmmmlnnllnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmnlllllllmrnmmmmmmnimmmmmmmmmmmmmmm.

) ;l\IHlSJ

Edarall Ini unluk menjadi rerhalian dan agar dilaksanakan dengan
sebaik-lmiknYII lllllll>onuh tanggunil juwab.

)3-"1 ~pasi

)

---------------------45 spas; -----~-~--------------

) 2 spasl

10 spasJ-
Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya

Nama Jabalan Kepala SKPD,
)5 ·6spasi

slempel jabalan )
) landa tangan

Nama Jelas
NIP
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C. Surat Biasa

1. Pengertian

Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi
pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, jawaban atas
pertanyaan/pormintaan, usul, saran, dan sebagainya.

2. Susunan

Susunan SUI at Biasa lerdiri atas kepala surat, isi surat, dan bagian
akhir sural.

a. Kepala SUI at lerdiri alas:
1) tanggrll, bulan, dan tahun;
2) kala Kopada;
3) kata Yth.;
4) kala NomClr;
5) kata Sifat;
6) kata Lampiran;
7) kata Hal;dan
8) pejabaUalamat yang diluju.

b. lsi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. Bagian akhir surat terdiri atas:
1) nama Jabalan;
2) tanda tangan pejabat;
3) nama jelas (dilengkapi NIP bagi PNS);
4) stempel jabalan/instansi; dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Sural Biasa yang dilandatangani oleh Gubernur alau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur

b. Sural Biasa yang ditandalangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur dilJual di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi
Pemerinlah Provinsi dengan alamat.

c. Surat Biasa yang dilandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas
inslansi SKPD/UKPD yang bersangkutan dengan alamat.

d. Sural Biasa yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati atau Wakil
WalikotalWakil Bupati dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Walikota/Bupati.

4. Petunjuk Pengetikan

a. tanggal, nama bulan, dan tahun diketik 3 spasi di bawah Kop
Naskah Dinas , 45 spasi dari margin kiri;

b. jika Kop Naskah Dinas yang digunakan adalah Kop Naskah Dinas
instansi tanpa alamat, diketik nama tempat pembuatan surat
dilengkapi tanggal, nama bulan, dan tahun, 55 spasi dari margin
kiri;

c. kata Kepada diketik 3 spasi dibawah tanggal, bulan, dan tahun,
letaknya sejajar dengan kata Hal;

d. alamat yang dituju dikelik lurus di bawah kata Kepada, didahului
dengan kala Yth.;
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e. kata di dlketik dengan huruf keeil 1 spasi lurus dibawah alamat
dilanjutkan dengan nama tempat 1 spasi di bawah kata di dengan
huruf keeil koeuali huruf awalnya tanpa garis bawah

f. kata Nomor diketik 10 spasi dari margin kiri;
g. kata Sifat, Lampiran, dan Hal diketik berturut-turut lurus di bawah

kata Nomor dengan jarak masing-masing 1 spasi;
h. isi Hal diketik dengan jarak 1 spasi tanpa diberi garis bawah, dan

tanpa diakhiri dengan tanda baea titik;
i. isi surat dirumuskan dalam bentuk uraian yang terbagi dalam

alinea-alinea. Alinea pertama diketik 3 atau 4 spasi dari baris di
atasnya, 28 spasi dari margin kiri. Baris selanjutnya 22 spasi dari
margin kiri;

j. jarak antarbaris adalah 1 - 2 spasi. Jarak antaralinea yang satu
dengan alinea selanjutnya adalah 3 spasi;

k. nama jabatan huruf awalnya diketik dengan huruf kapital 3 - 4
spasi dari baris di atasnya, 45 spasi dari margin kiri;

I. nama jelas pejabat penandatangan diketik 5 - 6 spasi di bawah
nama jabatan;

m.nama jabatan dan nama jelas pejabat penandatangan diketik
seeara simetris;dan

n. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari
margin kiri dan diikuti dengan tanda baea titik dua untuk tembusan
yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung dikotik lurus di bawah baris di atasnya tanpa tanda baea
titik dua.
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Biasa

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 SP8S;

10 spas!-
------- -------------- 45 spas-; -~_._----------- ----------------

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal MmmmmmmnUlll1lmm

-22 spas~--'-----------mmmmmmmmlll111rnm

Jakarta, xx Mmmmm xxxx
) 3 spasl
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3.4 spasl
)

Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

)5 -6spasj

U~a~ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
22 SP8S~-------- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 3 spasl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3-4 spasl

---------------------45 spssi -----------------------

stempel jabatan )
) tanda tangan

Nama Jelas
) 2 spasl

10 spasi­

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya
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KOP NASKAH DINAS INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI

) Jsplul
10 spas;"
---------55 spas-l------------·--···----------

Nomor
Siral
Lampiran
Hal Mmmmmmmmmmmm

-22 spast-------------- mmmmmmmmmmmrn

xx Mmmmm)(XXX
) 3 spasi

I
Kepada

Yth. Mmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)J-4spasl
)

28 spasl----------------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
22 spasi--------- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
} 3 spaS;

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmnUl1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmnlrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 S/l.lSI

Mmmmlllnllnmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmlllrllllillunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmlllnUllmmmmmmmnlnunmmmmmmmmmmmmmmm.

):\J\ ',1 Ill'"

--------_·---------45 sposi ----------------------

) "spalJ

10 spas-

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya

a.n.Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nama Jabatan Kepala SKPD,
)5·6spasi

stumpel jabalan )
) tanda tangan

Nama Jelas
NIP
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KOP NASKAH DINAS SKPD
) 3 .<;flASi

xx Mmmmm xxxx
) 3 $p8si
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

10 Sp;lSI-

-----------------------------··-----bfJ SIIII\/--- ----.------.-.-.-.-._._.-

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Mmnunnllllllllllnlmmm

-;n spast--·--_···_·_·_---- mmnllllmlll'llllllllmrnm

Jakarta
)3-4spasl
)

28 spasl-----·_------------------_· Mmllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
22 spa$r----------- mmmmm"lmllllnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmIIUll,nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 3 Sllllsl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasf
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3-4 spas;

--------------------45 spas; ---------------------- Nama Jabatan Kepala SKPD,
)5 -6spasi

stempel jabatan )
) tanda tangan

Nama Jelas
NIP

) 2 spas;

10 spasj-

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya
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D. Surat Keterangan

1. Pengertian

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis
dari pejabat yang berwenang yang menerangkan kebenaran suatu
hal.

2. Susunan

Susunan Surat Keterangan terdiri atas kepala surat, isi surat, dan
bagian akhir suraL

a. Kepala Surat Keterangan lerdiri alas:
1) frasa SURAT KETERANGAN;
2) kala NOMOR .. ./... ;
3) kala TENTANG; dan
4) nama/judul kelerangan.

b. lsi Sural Kotorangan lerdiri alas:
1) nama dan jiJbalan yang menerangkan;
2) nama, prmgkatlgolongan, umur, kebangsaan, agama, pekerjaan,

alamal, dan idenlilas lain yang diperlukan dari pihak yang
diterangkan; dan

3) maksud keterangan.

c. Bagian akhir Sural Kelerangan lerdiri alas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya sural

kelerangan;
2) nama jabalan dan landa tangan pejabal;
3) nama jelas selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS;
4) slempel jabalan/inslansi; dan
5) lembusan.

3. Penandalanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Sural Kelerangan yang dilandalangani oleh Gubernur alau Wakil
Gubernur dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas Jabalan
Gubernur.

b. Sural Kelerangan yang dilandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD
atas wewenang jabalannya dibual di alas kertas Kop Naskah
Dinas instansi SKPD/UKPD yang bersangkulan tanpa alamat.

c. Sural Keterangan yang dilandalangani oleh Walikota/Bupati atau
Wakil WalikotalWakii Bupali dibuat di alas kertas Kop Naskah
Dinas Jabalan Walikola/Bupati.

4. Pelunjuk PenfJetikan

a. frasa SURAT KETERANGAN diketik 3 spasi di bawah KOf:> Naskah
Dinas di IlJl1gah lebar naskah;

b. kata NOMOR .. ./... dikelik 2 spasi di bawah frasa surat keterangan
dan dibu<ll secara simelris;

c. kala TENTANG diketik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan dibuat
secara sirnotris;

d. nama/judul Surat Kelerangan diketik 2 spasi di bawah kata
TENTANG dan dibual secara simelris;

e. awal alinea isi Sural Keterangan dimulai dengan frasa Yang
bertanda tangan di bawah ini dikelik 3 spasi dari baris di alasnya
21 spasi dari margin kiri;
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f. frasa a. nama diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 15 spasi dari
margin kiri diikuti dengan tanda baca titik dua dan nama pejabat
yang menerangkan;

g. frasa b. jabatan diketik lurus di bawah kata Nama diikuti dengan
jabatan pejabat yang menerangkan;

h. frasa dengan ini menerangkan bahwa diketik 2 spasi dari baris
di atasnya lurus di bawah kata Jabatan;

i. penulisan data identitas dari orang atau badan yang diterangkan
seperti nama, pangkaUgolongan, dan lain sebagainya sesuai
dengan keperluan diketik 2 spasi dari baris di atasnya lurus di
bawah frasa dengan ini menerangkan bahwa;

j. jarak antara setiap data identitas masing-masing 1 atau 1 Y:z spasi;
k. frasa bermaksud ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
I. penutup Surat Keterangan diketik 3 spasi dari baris di atasnya, 21

spasi dari margin kiri;
m. tempat, tanggal, bulan dan tahun diketik 4 spasi dari baris di

atasnya, 45 spasi dari margin kiri;
n. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
o. nama jelas pejabat diketik 5 - 6 spasi di bawah nama jabatan;dan
p. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan

KOP JABATAN GUBERNUR
) J SPS31

SURAT KETERANGAN
} 2 spasi

NOMOR .. ./...
) 2 spasl

TENTANG
) 2 spasl

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
) J spasl

---------21 5Past--Yang bertanda langan di bawah ini :
) 2 spasl

------15 spasi··----
a. nama

)\ ',:op"'5l

b. jabatan
)",p.'-,I

Oengan ini mono'dllqkiln l1ahwn :
) 2 ~pn:"l

a. nama
)1 h51101S1

b. pangkaVnOIUIl'l,lI'

C. umur
)1 X spa:>1

d. kebangsaan

e. a9ama
)1 X spasl

f. peke~aan
)1 X spasJ

g. alamat
)2 spas!

bermaksud:
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasi

----21 SP8s~---Keteranganini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
) 4 spasl
)

-------------------45 spas; ------------------------

)2 spasJ

fOspasi-

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya

Mmmmmm, xx Mmmmm xxxx
. )2spasi

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

)
)5 -(jspasi

stempel jabatan )
) tanda tangan

Nama Jelas
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KOI' NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) :1">/1.151

SURAT KrTERANGAN
) 1"./lsJ

NOMOR .. ./..
) 1.<;/111.<;'

TEN rANG
);' S/lnsf

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
':"lm:'>1

-------------21 spasi----yang bcrtfll1lln lanniln di bawal1 lni :
)25p1lSI

----··15 spasl·--
a. nama

)1 JS spasl

b. jabatan
) 2 spasl

Dengan ini menerangkan bahwa :
) 2 SpaSI

a. nama
)1 JS spas,

b. pangkaVgolongan
)1 X spasi

C. umur
)1 JS spasi

d. kebangsaan
)1 JS spasl

e. a9ama
)1 JS spasl

f. peke~aan
)1 J-S spasi

g. alamat
)2 spasi

benmaksud:
rnmmmmmmmmmmnllnmmrnmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) :l SI'R,~1

---21 spaSJ----Kelerangan ini ,IIIIII,lt untuk diporgunakan sebagaimana mestinya.
) 4 SllR!;f

I

---------------------45 spasl -------•••-------------

) 2 spas;

10 spasi-

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya

Mmmmmm, xx Mmmmm xxxx
) 2 spasi

Nama Jabatan Kepala SKPD,
)
)5 ·6spasi

stempel jabatan )
) tanda tangan

Nama Jelas
NIP
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E. Surat Perintah

1. Pengertian

Sural Perintah adalah naskah dinas yang berisi perintah dari atasan
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu.

2. Susunan

Susunan Surat Perintah terdiri atas kepala Surat Perintah, isi Surat
Perintah dan bagian akhir Surat Perintah.

a. Kepala Surat Perintah lerdiri alas:
1) frasa SURAT PERINTAH;
2) kala NOMOR .. ./... ;
3) kala TENTANG; dan
4) nama/judul perinlah.

b. lsi Sural Perinlah terdiri alas:
1) pertimbangan dikeluarkannya Sural Perinlah;
2) kala MEMERINTAHKAN:;
3) kala Kepada;
4) nama pejabat dan jabalan yang diberi tugas;
5) jenis/tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan;
6) waktu pelaksanaan tugas;
7) pembiayaan dan lain sebagainya; dan
8) kelentuan lain yang dianggap perlu misalnya pembebanan

anggaran, kelentuan waktu pelaksanaan, dan kewajiban
melapor bagi penerima lugas.

c. Bagian akhir Sural Perinlah terdiri alas:
1) lempal, tanggal, bulan dan lahun dikeluarkannya Sural Perinlah;
2) tanda langan pejabal;
3) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS;
4) stempel jabalan/inslansi; dan
5) lembusan.

3. Penandalanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Sural Perintah yang dilandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur <Iibual di alas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernul.

b. Sural Pellllli.lh yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur <Iibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas inslansi
Pemerinlail Provinsi tanpa alama!.

c. Surat Perililah yang dilandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibual di atas kertas Kop Naskah Dinas
instansi SKPD/UKPD yang bersangkulan lanpa alama!.

d. Sural Perintah yang dilandalangani oleh Walikola/Bupati atau
Wakil WalikotalWakil Supati dibuat di atas Kop Naskah Dinas
Jabalan Walikota/Bupali.
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4. Petunjuk Pengetikan

a. (rasa SURAT PERINTAH diketik 3 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas di tengah lebar naskah;

b. kata NOMOR ...1••. diketik 2 spasi dari baris di atasnya secara
simetris;

c. kata TENTANG diketik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan dibuat
secara simetris;

d. nama/judul perintah diketik dengan huruf kapital 2 spasi di bawah
kata TENTANG dan dibuat secara simetris;

e. awal alinea isi Surat Perintah diketik 3 spasi dari baris di atasnya
16 spasi dari margin kiri;

f. kata MEMERINTAHKAN diketik 3 spasi dari baris di atasnya, di
tengah lebar naskah dan diikuti dengan tanda baca titik dua;

g. kata kepada diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri;

h. kata nama ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri;

i. kata jabatan ... diketik 2 spasi lurus dari baris di atasnya di bawah
tulisan nama;

j. kata untuk diketik 2 spasi dari baris di atasnya, lurus di bawah kata
Kepada;

k. uraian tentang isi perintah diketik 10 spasi dari margin kiri;
I. alinea penutup Surat Perintah diketik 3 spasi dari baris di atasnya

16 spasi dari margin kiri;
m. tempat dikeluarkannya Surat Perintah diketik 4 spasi dari baris di

atasnya. '15 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Dikeluarkan di;

n. tanggal, hulan, dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa
Dikeluarkan di didahului dengan frasa pada tanggal;

o. nama jabatiln diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
p. nama jelils rejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan;dan
q. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Perintah

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spasi

SURAT PERINTAH
) 2 spasl

NOMOR .. ./...
) 2 spasi

TENTANG
) 2 spasi

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spasJ

---.•16spas,---.Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmlllllllnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, dengan ini

) 3 spasJ
MLMERINTAHKAN:

) 2 NUtsl

10 spas/-

kepada

nama

NIP

jabalan

untuk

) 2 slJas!

MmmrnmmrlUlllllllunmmmmmrnmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 sllasJ

xxxxxxxxx
) 'l s/msi

Mmmmmmll1111l1lll1lllmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
)2 spas!

) 2 spas!

1. mmmmmmmmmmlll111rnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spasi

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

)3 spasl

-----16 sP8sl--Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh
langgung jawab.

) 4 spas;
)

---------------45spas/------.------- Dikeluarkan di Jakarta
pada langgal xx Mmmmm xxxx

) 2 spasi
Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukola Jakarta.
)5·6 spasf
)

stempel jabatan )
) landa langan
)

Nama Jelas
) 2 spasJ

10spa~

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya
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KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
).1 till,lSi

SLJRAT PERINTAH
)7 :'Ilm;/

NOMOR .. ./...
) 2 spasl

TENTANG
12 $.p<1S1

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
__16spasi--_Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmm, dengan ini
)3 spasl

MEMERINTAHKAN:
) 2 spasl

-10 spas/-

kepada

nama

NIP

jabalan

untuk

) 2 spasl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 $pasl

xxxxxxxxx
) 2 spaSJ

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 $pas(

----------·-------------45 $po'Js'··

_·······16 spasI···- Perintah ini dibU:l1 110m
tanggung jawab.

1.

2.

) 2 spasi

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spasi
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasi

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh

) 4 spasJ

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmm xxxx

) 2 spas;
Nama Jabatan Kepala SKPD,

)5-6 SP8SJ
stompel instansi )

) landa tangan
)

Nama Jelas
NIP

) 2 spes,
-10 spasi­

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya
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F. Surat Izin

1. Pengertian

Sural Izin adalah naskah dinas yang berisi perselujuan terhadap
sualu permohonan dan dikeluarkan oleh pejabal yang berwenang
menurul peraluran perundang-undangan.

2. Susunan

Susunan Sural Izin berbenluk sural lerdiri alas kepala sural, isi surat,
dan bagian akilir sural.

a. Kepala Sural Izin lerdiri alas:
1) kala SURAT IZIN ... alau IZIN ... ;
2) kala NOMOR.../... ;
3) kala TENTANG;dan
4) nama judul Surat Izin.

b. lsi Sural Izin diluangkan dalam benluk uraian.

c. Bagian akhir Sural Izin lerdiri alas:

1) lempal, langgal, bulan dan lahun ditelapkan Sural Izin;
2) nama jabalan yang menelapkan Sural Izin;
3) landa tangan pejabal yang memberi izin;
4) nama jelas pejabat yang memberi izin selain Gubernur

dilengkapi NIP bagi PNS;
5) slempel jabalan/inslansi; dan
6) tembusan sesuai kebuluhan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Surat Izin yang dilandatangani oleh Gubernur alau Wakil Gubernur
dibual di alas kertas ukuran Kop Naskah Dinas Jabalan Gubemur.

b. Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala SKPD alas nama
Gubernur dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas instansi
Pemerinlall Provinsi lanpa alamal.

c. Sural Izin yang ditandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD alas
wewenang jabatannya dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas
inslansi SKPD/UKPD yang bersangkulan lanpa alamat.

d. Sural Izin yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati alau Wakil
WalikotalWClkil Bupati dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas
Jabalan Walikota/Bupali.

4. Pelunjuk Pengelikan

a. frasa SURAT IZIN dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah Dinas , di
lengah lebar naskah;

b. kala NOMOR .. ./... dikelik 2 spasi dari baris di alasnya dan dibuat
secara simelris;

c. kala TENTANG dikelik 2 spasi dari baris alasnya;
d. judul Sural Izin dikelik 2 spasi dari baris alasnya;
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e. kata Dasar diketik 3 spasi dari baris di atasnya, 16 spasi dari
margin kiri diikuti dengan tanda baca tilik dua. Selanjulnya,
dicanlumkan dasar dikeluarkannya Sural Izin yang dirinci berurulan
dan dikelik setelah landa baca lilik dua, 22 spasi dari margin kiri;

f. kata Kepada dikelik 3 spasi dari baris di atasnya lurus di bawah
kala Dasar diikuli dengan tanda baca lilik dua;

g. kata Nama, Alamat, dan identitas lainnya di'-etik dengan jarak
masing-masing 2 spasi dari baris di atasnya, lurus di bawah kala
Kepada;

h. kata Untuk diketik 2 spasi dari baris di atasnya diikuti dengan
tanda baca titik dua dilanjulkan dengan uraian lentang izin yang
diberikan, lurus di bawah kala Nama;

i. alinea penulup dikelik 3 spasi dari baris di alasnya, 16 spasi dari
margin kiri;

j. nama lempal ditetapkannya Surat Izin diketik 4 spasi dari baris di
atasnya 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Ditetapkan di;

k. tanggal, bulan, dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa
Ditetapkan di didahului dengan frasa pada tanggal;

I. nama jabatan yang menetapkan Surat Izin diketik 2 spasi dari baris
di atasnya;

m.nama jelas pejabal dikelik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya;dan
n. kala Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri d,lfl diikuli dengan landa baca lilik dua untuk lembusan
yang lebih rlnri satu, sedangkan lembusan yang hanya satu
langsung diketlk lurus di bawah baris di alasnya.
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5. Contoh Format Surat Izin Berbentuk Piagam

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
)J spasl

SURAT IZIN MMMMMMM
)2 .~pfui

NOMOR .. ./...
)'Jspfl!;1

TENTIING
) 2spnsf

16513851---··••-----·.·•. Yang bertanda lilngnn III hnwnh ini Mmn,mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmm mernberlkl III 1/111 mmmmmnlllllnmmmmmmmmmmm .

I J ~'l1I ..J
kepodo:

) :I SlliiSI

I
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) "I.,p.I.../

tempaVtgllahir : MI1I111111rnmm mmmm mmmmm mmmmm
-······-------·-22 SpB!lI------·-·····-·····--- ) 'I ':fJ(lsi

alamat : Mllllnmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm
I{ III {W : xxixx Kel : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Koc : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Koto adm : Mmmmmmmmmmmmmmmm

Pekerjaan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 3 spasl

dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menaali peraturan perundang-undangan yang berlaku dan slandar prolesi.
2. Sural Izin Praktik ini bertaku sampai dengan tanggal xx Mmmmmmmm xxxx.

) 4 spasl
)

-------------······-·····--··-----·------45 spasl.- - ----.------···-----Ditetapkan di Jakarta
pacta tanggal xx Mmmmm xxxx

) 2 spasi

Nama Jabatan Kepala SKPD,
)
)S-6spasi

stempellnslansi )
) tanda langan
)

Nama Jelas
NIP

) 2 spasi
-10 spaS/­

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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6. Conloh Formal Sural Izin Berbenluk Sural

KOP JABATAN GUBERNUR
)."' ~8sJ

SURAT IZIN MMMMMMM
)? .~f'Jl'fsi

NOMOR .. ./...
l 2 spasl

TENTANG
} 2 $pasi

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spasl

)

-to spas/-

Dasar ; a.
···.·----·····-·22 spasi-····--_·

b.

Kepada

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) 2 spasl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl
MEMBERIIZIN:

) 3 spasJ

) 2 spas'
Nama Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spSSJ

Jabatan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 ,VJlisl

Alamat Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 ~IRsi

Untuk Mmmmmmmnllnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmn1l11111mmmmmmmm.

) 3 .~11RSI

---16 sP8sl···· Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmlllmmmmmmmmmmmmmmmmm.

)4 spesl
)

--_._-_.•_._.._- ··-45 5p.51-·--····· _.._-_.._ _. oilelapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmm XJO()(

) 2 spasi
Gubemur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,
) 5·6spesi

slempel jabatan )
) tanda tangan
)
Nama Jelas

) 2 spas!
-10 $pasi­

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya
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KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spasl

SURAT IZIN MMMMMMM
) 2 spas!

NOMOR .. ./...
) 2 spas!

TENTANG
) 2 ~P8S;

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
) J spasl
)

10 spasl-

Dasar : a.
r-----·---22 spas/···-----

b.

Kepada

Mmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spas!

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl
MEMBERIIZIN:

) 3 spasl

) 2 spas'
Nama Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasl

Jabatan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 $p8S'

Alamat Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 spas;

Untuk Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasi
---16 spasi--- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 4 spasi
)

····-··-----------------------45 sp8si--·--··-··--··-------·-·--···--- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmm xxxx

) 2 spasl

Nama Jabatan Kepala SKPD,
)

stempel instansi ) 5-6spas;
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP

) 2 spas!

10 spas,..
Tcmbusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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G. Surat Perjanjian

1. Pengertian

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan
bersama anlara dua belah pihak atau lebih unluk melaksanakan
lindakan atau perbualan hukum yang telah disepakati bersama.

2. Susunan

Susunan Surat perjanjian lerdiri atas kepala Surat Perjanjian, isi Surat
Perjanjian dan bagian akhir Surat Perjanjian.

a. Kepala Sural Perjanjian terdiri atas:
1) frasa SURAT PERJANJIAN ... ;
2) frasa NOMOR ...t...OAN ..... ;
3) nama/judul Sural Perjanjian; dan
4) dapal diberikan nomor sesuai dengan kebuluhan.

b. lsi Sural Perj;mjian ke~a sama lerdiri alas:
1) hari, langgal, bulan, dan lahun dibuatnya perjanjian;
2) idenlilas pnra pihak yang memual antara lain nama, pekerjaan,

jabalan dan alamat pihak-pihak yang terlibat; dan
3) hal-hal yang dilunjuk oleh kedua belah pihak antara lain

memual: hnk dan kewajiban dari masing-masing pihak, syarat­
syarat khllSIIS, sanksi.

Calalan:

Jika dianggap perlu uraian isi Surat Perjanjian dapat disusun dalam
bab, pasal dan ayat.

c. Bagian akhir Surat Pe~anjian lerdiri alas:
1) pernyataan lelah dibuat dan ditandatangani perjanjian sesuai

dengan peralu~an perundang-undangan yang berlaku;
2) nama jabalan pihak-pihak yang membuat pe~anjian;
3) tanda tangan pihak-pihak yang membuat perjanjian;
4) nama jelas pihak-pihak yang menandatangani dan NIP jika ada.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan

Surat Perjanjian baik yang ditandatangani oleh Gubernur maupun
Kepala SKPD atau pejabat lain yang diberi kuasa dibuat di atas
kertas tanpa Kop Naskah Dinas .

4. Petunjuk Pengelikan

a. frasa SURAT PERJANJIAN ... dikelik 7 spasi dari margin atas di
tengah lebar naskah dinas;

b. kala NOMOR ...1... diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
c. kata TENTANG dikelik 2 spasi dari baris di atasnya;
d. nama/judul Sural Perjanjian dikelik dengan huruf kapital 2 spasi

dari baris di atasnya;
e. awal alinea isi Surat Perjanjian diketik 3 spasi dari baris di atasnya

10 spasi dari margin kiri;
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f. kata nama dan identitas lainnya dari pihak-pihak yang membuat
perjanjian diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari margin
kiri;

g. kata Pasal ... diketik 3 spasi dari baris di atasnya, di tengah lebar
naskah;

h. frasa Surat Perjanjian ini dan seterusnya diketik 3 spasi dari baris
di atasnya 10 ~;pasi dari margin kiri;

i. frasa Pihak Kodua dikelik 4 spasi dari baris di atasnya 10 spasi
dari margin kiri;

j. frasa Pihak Kosatu diketik di sebelah kanan sebaris dengan frasa
Pihak KeduiI;

k. nama jabatcln rihak-pihak yang mengadakan Surat Perjanjian
diketik 2 spilsi omi baris di alasnya secara simetris;dan

I. nama jelas pll1ak-pihak yang menandatangani Surat Perjanjian
diketik 5 - 6 spilsi dari baris di atasnya.



5. Contoh Format Pengetikan Sural Perjanjian

1--10 spasi··-
Pada hari ini di bawah ini :

)
) 7 spasl

SURAT PERJANJIAN
) 2 Spfl$;

NOMOR .. ./... DAN ...
) Z spasi
TENTANG

) 2 spas;
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM
) 3 spas;

) 2 spas;
I. Mmmmmmmmm Mmmmmm tanggal mmmmmmmmmmmmm (.... ,.... ,... )

yang bertanda tanga" mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi
untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu

)3 spas;

II. Mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasi
untuk selanjutnya dlsebut sebagal Pihak Kedua

) 3 $opasl
Pasal XX

----/0 sp.l:;'-·-- ) 2 spaSl
(1) MmmmmmmmmmmmmmnlllllTlIllnlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmnllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
)2 spas!

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spas;
Pasal XX
) 2 spasl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 $j}a$i
-10spasi--

------------5urat Pe~anjian ini --------------- dibuat dan ditandatangani di Jakarta
pada han dan tanggal tersebut di alas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai
cukup, satu eksemplar untuk Pihak Kesatu dan satu eksemplar untuk Pihak Kedua.

)" !lpas;
--10 spasl--·

Pihak Kedua
Nama Jabatan,

)5·6spasi
)

) materai
Nama Jelas

Saksi-saksi :
1. . (tanda tangan)
2. . (tanda tangan)
3. dst

Pihak Kesatu
Nama Jabatan,

)5-6spasl
materai )

)

Nama Jelas
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H. Surat Perintah Tugas

1. Pengertian

Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang memuat perintah
dari Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang kepada instansil
pejabatlkelompok pegawai untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan
tertentu.

2. Susunan

Susunan Surat Perintah Tugas terdiri atas kepala surat, isi surat dan
bagian akhir sural.

a. Kepala Surat Perintah Tugas terdiri atas:
1) frasa SURAT PERINTAH TUGAS;
2) kata NOMOR ...1••. ;
3) kata TENTANG; dan
4) nama/judul Surat Perintah tugas.

b. lsi Surat Perintah Tugas terdiri atas:
1) pertimbangan dikeluarkannya Surat Perintah tugas;
2) kata MEMERINTAHKAN:;
3) kata Kepada;
4) sasaran pekerjaan yang harus dilakukan antara lain:

a) nama pekerjaan;
b) nama proyeklkegiatan;
c) nomor proyeklkegiatan;
d) tahun anggaran;
e) lokasi proyeklkegiatan (apabila perlu).

5) ketentuan-knlcntuan dan persyaratan antara lain:
a) persyamlrln teknis;
b) ketentuelll pembiayaan;
c) pengendnlinn pekerjaon;
d) pelapomn.

6) batas waktu pelaksanaan pekerjaan;
7) hal-hallail1 yang dianggap perlu; dan
8) alinea penulup Surat Perintah Tugas.

c. Bagian akhir Sural Perintah tugas lerdiri alas:
1) tempat, tanggal. bulan. dan tahun ditetapkannya Surat Perintah

Tugas;
2) nama jabatan yang menelapkan Sural Perinlah Tugas;
3) tanda tangan dan stempel;
4) nama jelas dilengkapi NIP bagi PNS;
5) Surat Perintah Tugas harus diketahui/disetujui oleh Kepala

SKPD/UKPD yang bersangkutan; dan
6) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Pemimpin Proyek sebagai
pemberi tugas dan pemimpin kelompok pegawai/unit sebagai
penerima tugas dengan diketahui oleh Kepala SKPD/UKPD, dibuat di
atas kertas tanpa Kop Naskah Dinas .
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4. Pelunjuk Pengelikan

a. frasa SURAT PERINTAH TUGAS diketik 7 spasi dari margin atas
di lengah lebar naskah dinas;

b. kala NOMOR .. ./... dikelik 2 spasi dari baris dl alasnya secara
simetris;

C. kata TENTANG diketik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan dibual
secara simelris;

d. nama/judul Sural Perinlah lugas dikelik dengan huruf kapilal 2
spasi di bawah kala TENTANG dan dibual secara simelris;

e. awal alinea landasan hukum dikeluarkannya Sural Perinlah Tugas
diketik 3 spasi dari baris di atasnya 16 spasi dari margin kiri,
sedangkan baris selanjulnya dikelik 10 spasi dari margin kiri;

f. kala MEMERINTAHKAN dikelik 3 spasi dari baris di atasnya, di
tengah lebar naskah diikuli dengan tanda baca titik dua;

g. kata Kepada diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri;

h. kala Untuk c.Jikelik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi margin
kiri;

I. isi Surat Perinlnh Tugas diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari maroin kiri;

j. alinea penutlJp Sural Perinlah Tugas diketik 3 spasi dari baris di
alasnya 16 spasi dari margin kiri;

k. tempat diletapkctnnya Sural Perinlah Tugas dikelik 4 spasi dari
baris di atasnyil, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Dtetapkan dl;

I. tanggal, bulan, dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa
Dikeluarkan di didahului dengan frasa pada tanggal;

m. nama jabatan dikelik 2 spasi dari baris di atasnya;
n. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan;
o. kala Mengetahui dikelik 2 spasi dari baris di atasnya diikuti

dengan landa baca tilik dua;
p. nama jabalan Kepala SKPD dikelik 1 spasi dari baris di atasnya;
q. nama jelas Kepala SKPD dikelik 5 - 6 spasi dari baris di

alasnya;dan
r. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dari salu, sedangkan lembusan yang hanya satu
langsung dikelik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Perintah Tugas

I
)7 -"nnsl

SURAT f'r RINTAH TUGAS
) 2 sllRsi

NOMOR. ../ ...
) 2 spasf

TCNTANG
)2 spas!

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) .1 spas!

··-----/lispas/--··· Berdasarkan KepulllH;Ul Mmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmm mmmmm

Mmmmmmmmm mmmmmnlllllil 111mmmmmmmm mmmmmOlmmm mmmmmOlm mmmmmOl
Nomor XXXXXXXXXXX tHll~lqlll XX Nnnnnnnnnnn XX tentang Persetujuan/Penetapan
Pekerjaan Swakelola, Pemilllpill Proyek Nnnnnnnnn dengan ini

) 3 spasl

MEMERINTAHKAN:
) 3 spas!

melaksanakan pekerjaan
nama pekerjaan
nama proyek
nomor proyek
lahun anggaran
lokasi proyek

1. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
3. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

) 2 spas;

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxlxxxxx
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

) J sp8S'
Pelaksanaan peke~aan harus sesuai dengan syarat·syarat sebagai berikut.

) 2 spasJ

untuk

kepada
10 S/UiSI-

I. Syarat-Syarat Teknis
} 2 spas;

1. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

) 3 spas;

II. Syarat-Syaral Pembayaran
) 2 spasJ

1. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnllnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

) J !lPA!l1

Ill. Jangka Waktu Pelaksanmm
)2 !'ipttsl

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnllnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

) 3 spasl

IV. Pengendalian Pelaksanaan Peke~aan
) 2 spasJ

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

)3 !'ivasi
)

V. PeJaporan

Diletapkankan dl Jakarta
pada tanggal xx Mmmmm xxxx

• }2 spas!

Pembert Pertnlah.
Pemimpin Proyek

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN,
)5-6 $pas;

slempel )
) landa tangan

Nama Jelas
NIP

) J sp8sf
)

Penerima Perintah,
Nnnnnnnnnnnnnnnnn

NNNNNN.
)5 - 6 spasi

)

) landa tangan
Nama Jelas
NIP

) 2 spas;
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

) 3 $pas!
1---16 spasl-···· Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
) 4 $pasf
)

----···-···--··--·····-···---·45 spasl----------·-----------------



-10 spaSI-

Mengetahui
Nama Jabatan Kepala SKPD,

}

stempel inSI:lnsi )5·6 spas/
) tanda tangan

Nama Jelas
NIP

)2 spasl

Tembusan:
1. Nnnnnnnnnnnn
2. Nnnnnnnnnnnn

Catatan:

1. Surat Perintah Tugas yann rlitandatangani pemimpin proyek tidak menggunakan
stempel dan Kop Naskah Dlnas .

2. Apabila Sural Perintah '1,,'1"s yang ditandatangani Pemimpin Proyek dan diketahui
oleh Kepala SKPD/UKI'I) menggunakan stempel dan Kop Naskah Dinas instansi
SKPD/UKPD yang bersannkulnn tanpa alamat.
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I. Surat Perintah Perjalanan Dinas

1. Pengertian

Surat Perintah Pcrjalanan Dinas adalah naskah dlnas yang memuat
perintah kepada para pejabat lertentu untuk melaksanakan
perjalanan dinas yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut Surat
Tugas untuk melakukan perjalanan dinas dari Gubemur.

2. Susunan

Susunan Sural Perinlah Perjalanan Dinas terdiri alas kepala surat, isi
surat, dan bagian akhir sural.

a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas:
1) frasa SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS;
2) kata NOMOR...J... ;
3) kata TENTANG; dan
4) namaJjudul Surat Perintah Perjalanan Dinas.

b. lsi Surat Perinlah Pe~alanan Dinas terdiri atas:
1) pejabat yang memberi perintah;
2) pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan dinas;
3) jabatan, pangkat, golongan pejabat yang diperintahkan

melakukan perjalanan dinas;
4) maksud mengadakan perjalanan dinas;
5) tempat yang diluju dalam perjalanan dinas;
6) lama perjaliman dinas, langgal berangkat dan tanggal kembali

dengan lurn~urn biaya;
7) jenis kenclnr nnn yang dipnkai dalam perjalanan dinas;
8) pengikut: nama dan keterangan;
9) pembebanilll anggaran dari instansi SKPDJUKPD dan pasal

anggaran; <1;\11

10) keterangan mengenai keberangkatan dan kedatangan
pejabaUpcgnwai yang diperintahkan melakukan perjalanan
dinas dari pejabat yang memerintahkanJdidatangi dimuat di
halaman belnkang yang lerdiri atas:
a) frasa berangkat dari, pada langgal, ke, nama jabatan, tanda

tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang;
b) kolom I, II, III yang memuat frasa tiba di ... berangkat dari,

pada langgal, dari pejabal setempal; dan
c) kolom IV memuat frasa tiba di ... , pada tanggal, pejabat yang

memberi perintah dan setelah diperiksa dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebul benar dilakukan atas perintah
kedinasan dan semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

c. Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Perintah
Perjalanan Dinas;

2) nama jabatan yang memberi perintah;
3) tanda tangan pejabat yang memberi perintah;
4) nama pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP; dan
5) slempel jabatilnJinstansi.
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3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh
Gubernur atau Wakil Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah
Dinas Jabatan Gubernur.

b. Sural Perinlah Perjalanan Dinas yang dilandatangani oleh Kepala
SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah
Dinas instansi Pemerinlah Provinsi tanpa alamat.

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD/UKPD alas wewenang jabatannya dibual di atas kertas Kop
Naskah Dinas instansi SKPD/UKPD yang bersangkulan tanpa
alamat.

d. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh
Walikola/Bupnli alau Wakil WalikotalWakil Bupali dibuat di alas
kertas Kop Nrlskrlh Dinas Jabatan Walikota/Bupali.

4. Petunjuk Pcngotikan

a. Surat Perinlal1 Perjalanan Dinas dikelik rangkap tiga dan masing­
masing diperulltukkan:
1) yang bersallqkulan (Iembar pertama);
2) bendahamwiln (Iembar kedua); dan
3) pertinggal (Iombar ketiga) dan diketik kosong di sebelah kanan

atas

b. Halaman Muka

1) frasa SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS diketik 3 spasi
di bawah Kop Naskah Dinas di tengah lebar naskah dinas;

2) kala NOMOR diketik 2 spasi simetris di bawah frasa Surat
Perintah Perjalanan Dinas;

3) kata TENTANG diketik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan
dibuat secara simetris;

4) nama/judul perintah diketik dengan huruf kapital 2 spasi di
bawah kata TENTANG dan dibuat secara simetris;

5) isi Surat Perintah Perjalanan Dinas diketik dengan
menggunakan sistem pointer dengan nomor urut, masing­
masing nomor dibatasi dengan garis penutup. Pengetikan
dimulai dari 3 spasi di bawah nomor Surat Perintah Perjalanan
Dinas 10 spasi dari margin kiri;

6) frasa Dikeluarkan di ... diketik 3 spasi di bawah baris di
alasnya 45 sprlsi dari margin kiri dan frasa pada tanggal diketik
1 spasi dari hmis di alasnya;

7) nama jabalan pejabal yang mengeluarkan Sural Perintah
Perjalanan Dinas diketik 2 spasi dari baris di atasnya;dan

8) nama jelas pejabal yang mengeluarkan Sural Perintah
Perjalanan Dinas diketik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya.

c. Halaman Belakang

1) frasa berangkat dari, pada tanggal, ke dan pejabat yang
memberi perintah, diketik secara berurut ke bawah 45 spasi dari
'margin kiri;dan

2) frasa mengenai kedatangan dan keberangkatan pejabatl
pegawai yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas diketik
dengan menggunakan kolom-kolom masing-masing memakai
garis penulup 3 spasi dari baris di alasnya 10 spasi dari margin
kiri.



5. Contoh Format Pengetikan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Halaman Muka

KOP JABAl AN GUBERNUR
).1 <;/In ..'

:aIfVIT PERINTAII PERJALANAN DINAS
) ') "I'M;

NOMOR .../...
) ') !;P(l~

TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spas}

10 spas,...
) 2 spasl

1. Pejabat yang memberi perintah
) 2 soasl
) 2 spas!

2. Nama/NIP pegawai yang diperintahkan
mengadakan pe~alanan dinas

')2 spasl

3. a. Pangkat dan Golongan a. ......................... ,. .... "

b. Jabatan b ........................... ......
4. Maksud pe~alanan

~ 3 spasi

5. a. Tempat berangkat a. ....................................
b. Temoat tuiuan b. .................. .................

6. a. Lamanya pe~alanan dinas a. ....................................
b. Tanggalberangkat b. ......................... -..........
c. Tanaaat harus kembali c. ....................................

7. Alat angkutan yang dipergunakan

Penaikut Nama Umur Hubunaan Keluaraa
8. 1. ............................. .............. ........ . .........................

2. Dan seterusnva
9. Pembebanan anggmnn :

a. Instansi a. ..........
b. Pasal anaaaran b. ..........

10. Kelerangan lain
~ 3 spas]

) 3 spasl
----------------------------45 spas{----------------------------- Dikeluarkan di

pada tanggal XX Mmmmmm xxxx
) Z .spas!

Gubemur Pravinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

) 5-6spssi
stempel jabatan )

) landa tangan
Nama Jelas



I. liba di .
pada langgal : .
Kepala .

II. liba di .
pada tanggal : .
Kepala .
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Halaman Belakang

------------------·------4.5 spas,..·--------------------------

Berangkat dan
(tempat kedudukan): ..
pada tanggal .
~ ....•••..........
Kepala .

( . )
) 3 SDasJ

Berangkal dan: .
~ ............•..........
pada tanggal : .
Kopala

f---l-----'-1.== = '=""':C".L-I+-- ..lI' =:::=:::=:=:::=::=:::=::~:;-----i
Berangkat dan: .
ko ........••...............
pada tanggal : .
Kepala

I "-'-' = = '-'..)--+ ->.(=:::=:::=:::=:::"-;.:::=:::=:::c..L..).-----l

i ::::::::::::::::::::;

III. liba di .
pada langgal : .
Kepala .

I )

liba kembali di .
(tempat kedudukan) .

Berangkat dan: .
ke ..
pada tanggal : .
Kepala

lelah dipenksa dengan kelerangan
bahwa yang lersebut di atas benar
dilaksanakan sesuai dengan penntah
dan dalam waktu yang sesingkat·
singkatnya.

Pejabat yang membenkan Pejabat yang membenkan
Penntah Perintah

( ) ( )
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J. Surat Kuasa

1. Pengertian

Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian mandai alau
kuasa dari pejabal lertenlu kepada seorang alau sekelompok
pejabatlpegawai unluk bertindak dan atas nama pejabat pemberi
kuasa dalam rangka mengurus alau menyelesaikan suatu masalah.

2. Susunan

Susunan Surat Kuasa terdiri dari kepala surat, isi surat, dan bagian
akhir sural.

a. Kepala Surat Kuasa terdiri alas frasa SURAT KUASA.

b. lsi Sural Kuasa lerdiri alas:
1) nama jabalan dan nama pejabal yang memberi kuasa;
2) frasa MEMBERI KUASA:;
3) kata kepada;
4) nama jabatan dan nama pejabal yang diberi kuasa;
5) kala untuk; dan
6) hal-hal yang menyangkul jenis tugas/lindakan/kegialan yang

dikuasakan.

c. Bagian akhir c1r1ri Sural Kuasa terdiri alas:
1) lempal, lan!)9al, bulan dan lahun pembuatan;
2) nama jab;lt:ln pemberi kU<Jsa;
3) landa lanqrlll pemberi kuasa;
4) nama jelas pemberi kuasa berikul pangkat dilengkapi NIP;
5) slempel jilllillan/insiansi;
6) nama jabrllan yang diberi kuasa;
7) tanda tangan yang diberi kuasa; dan
8) nama jelas y;mg diberi kuasa dilengkapi NIP.

3. Penandalanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Sural Kuasa yang dilandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibual di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabalan
Gubernur.

b. Surat Kuasa yang dilandatangani oleh Kepala SKPD dibual di atas
kertas Kop Naskah Dinas instansi SKPD yang bersangkutan tanpa
alamat.

C. Surat Kuasa yang dilandalangani oleh Walikota/Bupati atau Wakil
WalikolalWakil Bupati dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas
Jabalan Walikola/Bupati.

4 Petunjuk Pengelikan

a. frasa SURAT KUASA dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah Dinas
di lengah lebar naskah;

b. lulisan kalimal pombuka isi sural kuasa dikelik 3 spasi dari baris di
atasnya 10 spasi dari margin kiri;

c. kata Nama dan Jabatan yang memberi kuasa dikelik 2 spasi di
bawah baris di alasnya 16 spasi dari margin kiri;
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d. frasa MEMBERI KUASA diketik 3 spasi dari baris di atasnya di
tengah lebar naskah dan diikuti dengan tanda baca titik dua;

e. kata Kepada diikuti dengan tanda baca titik dua diketik 2 spasi dan
bans di atasnya 10 spasi dari margin kiri;

f. kata Nama dan Jabatan pejabatlpegawai yang diberi kuasa diketik
2 spasi dari baris di alasnya 16 spasi dari margin kiri;

g. kala Untuk diketik 2 spasi dari baris di atasnya lurus dengan kala
kepada diikuli dengan tanda baca titik dua;

h. kalimat penulup Surat Kuasa diketik 2 spasi dari baris di alasnya
lurus di bawah kala untuk;

i. alinea penuli Ip Sural Kuasa diketik 3 spasi dari baris di atasnya 16
spasi dari mmfjin kiri;

j. tanggal, bulan dan tahun dikelik 4 spasi dari baris di atasnya 45
spasi dari mar !lin kiri;

k. frasa Yang Dlhari Kuasa dikelik 2 spasi dari baris di alasnya, 10
spasi dari mar!!in kiri;

I. frasa Yang Momberi Kuasa diketik sebelah kanan sebaris dengan
frasa Yang Dihp.ri Kuasa;

m. nama jabatan yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa diketik 2
spasi dari baris di atasnya; dan

n. nama jelas dilengkapi NIP dikelik 5 - 6 spasi dari baris di alasnya
secara simetris.

5. Contoh Format Pengetikan Sural Kuasa

KOP JABATAN GUBERNUR
}J spasl

SURAT KUASA
) 3 spas!

10 spas/-
Yang bertanda tangan di bawah in; :

) 2 spasi
--·16 spas/-------·--Nama

) 2 spasl
Jabatan

10 spasl-
Kepada

1. Nama

Jabatan

2. Nama

Jabalan
·10 spas;-

Untuk

) J $pBsi

MEMBERI KUASA:
)2 spasl

) 2 spasl

) 2.""(lsl

) 2 SllRS'

) 2 &plIsi
mmmmrnmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl
Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

) 4 spas!
~-_..._---~---45spasJ------- -------- Jakarta, xx Mmmmm xxxx

10 spas/- ) 2 spasi
Yang Diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa

) 2 spasl
Nama Jabatan, Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.
)5-6spa51

stempel jabalan )
) landa tangan
)

Nama Jelas Nama Jelas
NIP



K. Surat Undangan

1. Pengertian

Sural Undangan ndalah naskah dinas yang berisi perminlaan kepada
yang bersangkulan unluk hadir dalam rapaV pertemuan/sidang,
seminar, upacara dan lain-lain pada waklu, lempat dan acara yang
dilenlukan.

2. Susunan

Susunan Sural Undangan lerdiri alas kepala surat, isi sural, dan
bagian akhir sura!.

a. Kepala Sural Undangan lerdiri atas:
1) tanggal, bulan, dan tahun;
2) kala Kepada;
3) kala Yth.;
4) kala Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal; dan
5) pejabaValamal yang dituju.

b. lsi Sural Undangan lerdiri atas:
1) maksud dan lujuan alau lalar belakang;
2) hari dan langnnl penyelenggaraan;
3) pukul penyelcnggaraan;
4) lempal penynlenggaraan;
5) acara yang akan diselenggarakan; dan
6) kala penulup.

c. Bagian akhir Sural Undangan lerdiri alas:
1) nama jabalan yang mengundang;
2) tanda langan pejabat yang mengundang;
3) nama jelas pejabal selain Gubemur dilengkapi NIP.
4) slempel jabatan/instansi; dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Surat Undangan yang dilandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibual di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur.

b. Surat Undangan yang dilandatangani oleh Kepala SKPD atas
nama Gubernur dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas inslansi
Pemerinlah Provinsi lanpa alama!.

c. Surat Undangan yang dilandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD
alas wewenang jabalannya dibuat di atas kertas Kop Naskah
Dinas inslansi SKPD/UKPD dengan alama!.

d. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Walikota/Bupali alau
Wakil WalikolalWakil Bupali dibual di alas kertas Kop Naskah
Dinas Jabalan Walikola/Bupali.

4. Pelunjuk Pengoliknn

a. langgal, bulan dan lahun dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas 45 spnsi e1mi margin kiri;

b. jika Kop Naskrlh Dinas yang digunakan adalah Kop Naskah Dinas
instansi lanp:l [llamal, dikelik nama tempal pembualan sural
dilengkapi lanonal, nama bulan, dan lahun, 55 spasi dari margin
kiri;
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c. kata Kepada diketik 3 spasi dibawah tanggal, bulan dan tahun,
letaknya sejajar dengan kata Hal;

d. alamat yang dituju diketik lurus di bawah kata Kepada, didahului
dengan kata Yth.;

e. kata Nomor diketik 10 spasi dari margin kiri, sebaris dengan
tulisan tanggal;

f. kata Sifat, Lampiran, dan Hal diketik berturut-turut lurus di bawah
kata Nomor dengan jarak masing-masing 1 spasi;

g. isi Hal diketik dengan jarak baris 1 spasi tanpa garis bawah dan
tanpa diakhiri dcngan tanda baca titik;

h. awal alinea isi Rurat undangan diketik 3 - 4 spasi di bawah tulisan
nama tempat, 2fJ spasi dari margin kiri;

i. kalimat selanjulnya diketik 22 spasi dari margin kiri;
J. kata hari, tanggal, pukul, tempat, dan acara, diketik dengan jarak

masing-masing 2 spasi dari baris di atasnya, 28 spasi dari margin
kiri;

k. alinea penutup diketik 3 spasi dari baris di atasnya, 28 spasi dari
margin kiri;

I. nama jabatan diketik 3 - 4 spasi dari baris di atasnya, 45 spasi dari
margin kiri;

m. nama jelas pejabat diketik 5 - 6 spasi di bawah nama jabatan dan
diketik secara simetris;

n. kata Catatan diketik 2 spasi di bawah nama jelas, 10 spasi dari
margin kiri; dan

m. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari
margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Undangan

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spasl

10 spasi-

-------------------- ----- 45 spasl -------------•••- ••••••-----••--
Nomor
Sifal
Lampiran
Hal Mmmmmmmmmmmm

-22 spas/---------------- mmmmmmmmmmmm

Jakarta. xx Mmmmm xxxx
)3 SPBs}
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3·4spasi
)

28 spas;.---·---·--····---·----------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
22 spasj----···---------------mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmOlmOl mmmmmmmmmm

dengan ini kaml mengharapkan kehadiran Saudara dalam pertemuan yang
akan diselenggamkan pada

) 2 spasJ

han : Mmmmmmmmmmmmmm
) 2 spasl

tan99al xx Mmmmmm xxxxx
) 2 spasl

pukul xx. xx
) 2 spasJ

temrnt Mlllmmmm mmmmmmmmmmmmmmm
) 2 spasl

aCClm Mnunmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
llllllmmmmmm.

) 3 $pEHOI

Atlls pnrllllHiln dan kohadiran Saudara, kami ucapkan terima
kasih.

I
) 3-4 spas!

-·------·---··--···---······-··--45 !;past -------- ------------------ Gubemur Provinsi Oaerah Khusus
Ibukola Jakarta,

)5-6spasl

stempel jabalan I
I landa langan
)

Nama Jelas
NIP

)2 spasl
10 Sp.lSI-

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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KOP NASKAH DINAS SKPD DENGAN ALAMAT
)3 sp8!!1

10 spas,-
------------------- .----55 spa!!-I .-----•••_-----_. _•. - ------••••_-_.

Nomor
Sifal
Lampiran
Hal Mmmmmmmmllllnmm

-22 ~P8S"------------------ mmmmmmrnmllllllllHlI

xx Mmmmm xxxx
) 3 spas;
I

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3-4spas;
)

28 SpRSI--···----····_···------------·Mmmmmnlllllnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
22 SIH.JS/-------------------mmmmmmmnlllllllll1Inmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini kami 1l1oll!jllampkan kchnclimn Saudara dalam pertemuan yang
akan disolenggllmkilll pnda

)2 spasl

hari Mmmmmmmmmmmmmm
) 2 spasi

tanggal xx Mmmmmm xxxxx
) 2 spasJ

pukul xx. xx
) 2 spas;

tempal Mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm
) 2 spas;

acara Mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmm.

)3 SPBS;

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima
kasih.

)
) 3-4 SPBS;

-----------------------------45 spasl --------------------------Nama Jabatan Kepala SKPD,
)5·6spas(

stempel jabatan )
) tanda tangan

I
Nama Jelas
NIP

) 2 SpBS;

Catatan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
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L. Surat Panggilan

1. Pengertian

Sural Panggilan adalah naskah dinas yang digunakan untuk
memanggil inslansi/badan/perseorangan guna diminta dan/atau
diberikan kelerangan mengenai suatu persoalan.

2. Susunan

Susunan Sural Panggilan terdiri dari kepala surat, isi surat, dan
bagian akhir sural.

a. Kepala Surat Panggilan terdiri atas:
1) tanggal, bulan, dan tahun;
2) kata Kepada;
3) kala Yth.;
4) kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal;dan
5) nama dan alamat inslansi/badan hukum/swasta/perseorang

yang dipan~gil.

b. lsi Surat Pangnilan lerdiri alas:
1) hari, langgal, waklu, nama pejabat pemanggil; dan
2) maksud sural panggilan.

c. Bagian akhir Sural Panggilan terdiri atas:
1) nama jabalan dan tanda tangan pejabat;
2) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
3) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Surat Panggilan yang dilandalangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur;

b. Surat Panggilan yang dilandatangani oleh Kepala SKPD atas
nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi
Pemerintah Provinsi tanpa alamat;

c. Surat Panggilan yang ditandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD
atas wewenang jabalannya dibuat di alas kertas Kop Naskah
Dinas inslansi SKPD/UKPD yang bersangkutan dengan
alamal;dan

d. Surat Panggilan yang dilandalangani oleh Walikola/Bupali alau
Wakil WalikolalWakil Bupali dibual di atas kertas Kop Naskah
Dinas Jabatan Walikola/Bupali.

4. Pelunjuk Pengelikan

a. tanggal, bulnll dan tahun dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas 45 spasi dari margin kiri;

b. jika Kop Naskilh Dinas yang digunakan adalah Kop Naskah Dinas
instansi tanpn [llarnat, diketik nama tempat pembuatan surat
dilengkapi langgal, nama bulan, dan tahun, 55 spasi dari margin
kiri;

c. kata Nomor dikelik dengan 10 spasi dari margin kiri, sejajar
dengan tanggal;
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d. kata Sifat, Lampiran, dan Hal diketik berturut-turut lurus di bawah
kata Nomor dengan jarak masing-masing 1 spasi;

e. isi Hal diketik dengan jarak baris 1 spasi tanpa garis bawah;
f. alamat yang diluju diketik 2 spasi dari baris di atasnya dan sejajar

dengan kata Hal serta didahului dengan kata Yth.;
g. awal alinea isi Surat Panggilan diketik 3 spasi di bawah frasa nama

tempat, 28 sp[lsi dari margin kiri;
h. kalimat selanjutnya diketik 10 spasi dari margin kin;
i. kata hari, tanggal, pukul, tempat, menghadap kepada, dan

untuk, diketik dengan jarak masing-masing 2 spasi dari baris di
atasnya 22 spasi dan margin kiri;

j. nama jabatan diketik 3 - 4 spasi di bawah bans di atasnya, diketik
45 spasi dari margin kiri;

k. nama jelas pejabat diketik 5 - 6 spasi di bawah nama jabatan dan
diketik secara simetris; dan

k. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dan
margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dan satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.

5. Contoh Format Pengetikan Surat Panggilan

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spasi

10 spaS/-
-------------45 spasi ----------------------

Nomor
Silat
Lampiran :
Hal Mmmmmmmmmmmm

-22 spasi------------------- mmmmmmmmmnllllm

Jakarta, xx Mmmmm xxxx
) 3 spas;
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
eli

Jakarta
)3-4spasl
)

--------------28o;pilSi----------Dofluan Inl dllllillta kedatang;m Saudara di Kantor mmmmm mmmmmmm
r--------22SpdSt--··-----mmmmmmmmmmnlnlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

)2spn.<;/

hari : Mmmmmmmmmmmmmm
) :.1 ",,"~I

tanggal xx Mmmmmm xxxxx
)2<;1 111 <;1

pukul xx. xx
) 2 .<;IJRSJ

tempat : Mmmmmm mmmmmmmmm
) 2 spasJ
) 3 spRsl

menghadap kepada Mmmmmmmmmmmmmmmm
)2 spas}

untuk Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
)3 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

)
) 3-4 spasJ

----------------------------45 spas/----------------------·------Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

)5 • 6spasi

stempel jabatan )
) tanda tangan
)

Nama Jelas
)2 spas!

10 spas,-

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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KOP NASKAH DINAS SKPD DENGAN ALAMAT
) 3 spas!

-10 spasr
----··------··----45 sp9sl-------------------------·-

Nomer
Sifat
Lampiran
Hal Mmmmmmmmmmmm

-22 spasi--···-_···_- mmmmmmmmmmmm

xx Mmmmm xxxx
) 3 SpaSl
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3·4spasi
J

--------------28 spasJ--------Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmm mmmmmm
-------22 spaSr---------mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

)2 spasl

hari : Mmmmmmmmmmmmmm
) 2 sfJasl

tanggal xx Mmmmmm xxxxx
) 2 sI'lIsl

pukul xx. XX
):-,,,/111 .'>/

tem[1rtt Mmmmmm mmmmmOlmmm
) 1. "'I'''~
):\ "Iw<;f

menuh;:uhlll kfll)mlll Mmmmmmmmmmmmmmmm
)2 "'flnsl

untuk Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
)3 "'1'1,...1

Mmmmmrlllllll111unrnmmmmmnlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmml11111lnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

)
) 3-4 .<;jUlS/

-------------------------------45 spasJ--------·· -------------------- Nama Jabatan Kepala SKPO,
)5 - 6 spaSi

stempel instansi )
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP

)2 spasl

-10 spasl-
Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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M. Nota Dinas

1. Pengertian

Nota Dinas adalah naskah dinas internal antarpejabat di Iingkungan
Pemerintah DllfJrah atau antarpimpinan SKPD/UKPD atau dari
pejabat bawah:lfl kepada atasnn yang memuatlberisi pemberitahuan,
permintaan pnnjcli1san, laporan dan sebagainya.

2. Susunan

Susunan Nota Dinas terdiri atas kepala Nota Dinas, isi Nota Dinas
dan bagian akhir Nota Dinas.

a. Kepala Nota Dinas terdiri atas:
1) frasa NOTA DINAS;
2) kata Kepada diikuti dengan nama pejabatlalamat yang dituju;
3) kata Dari diikuti dengan nama pejabat yang mengirim;
4) nomor, dapat ditambah kode sesuai kebutuhan;
5) sifatlklasifikasi;
6) lampiran; dan
7) hal.

b. lsi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. Bagian akhir Nota Dinas terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2) nama jabatan;
3) tanda tangan dan stempel;
4) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubemur atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kbp Naskah Dinas
Jabatan Gubernur;

b. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi
Pemerintah Provinsi tanpa alamat;

c. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
instansi SKPD/UKPD yang bersangkutan tanpa alamat;

d. Nota Dinas yang ditandatangani oleh WalikotalBupati atau Wakil
WalikotalWakil Bupati dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Walikota/Bupati;dan

e. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Camat atau Lurah dibuat di
atas kertas Kop Naskah Dinas instansi Kecamatan/Kelurahan
tanpa alamat.

4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa NOTA DINAS diketik 3 spasi di bawah kop naskah di tengah
lebar naskah;

b. kata Kepada diketik 3 spasi di bawah baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri;
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c. kala Dari, Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal diketik berturut-turul
lurus di bawah kala Kepada dengan jarak masing-masing 2 spasi;

d. awal alinea isi Nola Dinas dikelik 3 spasi dari baris di alasnya 16
spasi dari margin kiri dan baris selanjutnya diketik 10 spasi dari
margin kiri;

e. tempal, langgal, bulan dan lahun dikelik 4 spasi dari baris di
atasnya, 45 spasi dari margin kiri;

f. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
g. nama jelas pejabal diketik 5 - 6 spasi di bawah nama jabatan,

disusun secara simelris;dan
h. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk tembusan
yang lebih dari salu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.

5. Contoh Formal Pengclikan Nola Dinas

-10 spas,..
Kepada

Dari

Nemer

Sifat

Lampiran

Hal

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 5ps!i

NOTADINAS
) 3 spasl

) 2 spasl

) 2 spasl

)2 spay

) 2 spasl

) 2 $pas;

) 3 spasl
··---16 5pasi-----Mmmmmmmmmmm mmmmmmmrnmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spasl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmrnmrnmmmmmm.

) 2 spasi
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmrnmmrnmmmmmmmm.
) 4 spasf

)
------------------45 SP8si-··--_··_·__·_···~····_·_·_- Jakarta, xx Mmmmmm xxxx

) 2 spas;
Wakil Gubemur Provinsi Daerah Khusus

Ibuketa Jakarta,
)5-6spElsi

stempel jabatan )
) landa tangan
)

Nama Jelas
) 2 spasl

Tembusan:
1. Mmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmm
3. Mmmmmmmmm
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Kf!parla

Dan

Nomor

Silat

Lampiran

Hal
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KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spa$i

NOTADINAS
) 3 sFUlsl

}2 spasl

)2 spesi

) 2 spasl

) 2 spas!

) 2 spas!

) 3 spasJ
--16 spas/-- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spas;

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmrnmmmmmmmrnmmmmmmmmmmm.

) 2 spasi
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

rnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 4 spasl

I
~--_.._-_._._-----45 spasl------------------- Mmmmmmm, XX Mmmmmm xxxx

) 2 spasJ

Nama Jabatan Kepala SKPD,
)5-8spasi

stempel instansi)
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP

) 2 spas;
10 SPSSJ-

Tembusan:
1. Mmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmm
3. Mmmmmmmmm
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N. Telaahan Staf

1. Pengertian

Telaahan Stat adalah naskah dinas yang dibuat stat atau bawahan
yang memuat analisis, pertimbangan, pendapat dan saran-saran
tentang sualu masalah.

2. Susunan

Susunan Telaahan Stat terdiri alas kepala Telaahan Stat, isi
Telaahan Slat, bagian akhir Telaahan Stat.

a. Kepala Telaah::m Slat terdiri atas:
1) trasa TELAAHAN STAF;
2) kala Keplldn;
3) kala Dari;
4) kala Nomor. dan
5) kala Hal.

b lsi Telaahan SIn! lerdiri alas:
1) pokok persoillan;
2) praanggapan;
3) takla dan dala yang berpengaruh terhadap persoalan;
4) pembahasan/analisis;
5) kesimpulan; dan
6) saran tindak.

c. Bagian akhir Telaahan Stat lerdiri alas:
1) lempal, tanggal, bulan, dan tahun;
2) nama jabatan;
3) tanda tangan pejabal;
4) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

Telaahan Stat yang ditandatangani oleh pejabat stat dan lini atas
nama dan/atau alas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop
Naskah Dinas instansi SKPD/UKPD yang bersangkutan tanpa
alamal.

4. Petunjuk Pengelikan

a. trasa TELAAHAN STAF dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas di tengah lebar naskah;

b. kata Kepada diketik 3 spasi di bawah trasa Telaahan Stat 10
spasi dari margin kiri, dan selanjutnya berturut-turut ke bawah
diketik kata Dari, Nomor dan Hal dengan jarak 2 spasi;

c. trasa I. Pokok Persoalan diketik 3 spasi dari baris di alasnya, 10
spasi dari margin kiri;

d. trasa II. Praanggapan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, sejajar
dengan trasa I. Pokok Persoalan demikian dengan trasa Fakta
dan Data yang Berpengaruh Terhadap Persoalan,
Pembahasanl Analisis, Simpulan dan Saran Tindak diketik
seperti tersebul di atas dengan jarak 2 spasi;
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e. tempat, tanggal, bulan dan tahun diketik 4 spasi dari baris di
atasnya 45 "('<lsi dari margin kiri;

f. nama jabatall diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
g. nama jelas, dan NIP diketik 5 - 6 spasi dan baris di atasnya;dan
h. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan landa baca titik dua untuk lembusan
yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya satu
langsung dikctik lurus di bawah baris di atasnya.

5. Contoh Format Pengetikan Telaahan Staf

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spas;

TELAAHAN STAF
) 3 spas;

-10 SP8S/­

Kepada

Dan

Nomor

Hal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasJ
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 spasl

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 spa$i

) J spasl

I. Pokok Persoalan

II. Praanggapan

Mnlllllnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn
010111111101.

) 2 spasi

Mmmlllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmm.

) 2 spasJ

III. Fakta dan Data yang Berpennnruh terhadap Persoalan
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmm.

) 2 spBsl

IV. PembahasanlAnalisis Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spasJ
V. Simpulan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 2 spasl

VI. Saran Tindak : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 4 spas!

·-·--···-·········-·-·--··-----45 spasl--------·------·---·- Jakarta, xx Mmmmm xxxx
) 2 spasl

Nama Jabatan Kepala SKPD,
)5-6spasJ
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP

) 2 spasi
10 spas;-

Tembusan:
1. Mmmmmmm
2. Mmmmmmmm
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O. Pengumuman

1. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan yang
ditujukan kepada masyarakat atau kelompok pegawai yang
merupakan penjelasan, pernyataan atau saran, dan petunjuk lebih
lanjut mengenai suatu urusan.

2. Susunan

Susunan Pengurnuman terdiri atas kepala Pengumuman, isi
Pengumuman, drm bagian akhir Pengumuman.

a. Kepala Pengumuman terdiri atas:
1) kata PENGUMUMAN;
2) kata NOMOR...TAHUN... ;
3) kata TENTANG; dan
4) nama/judul pengumuman.

b. lsi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. Bagian akhir Pengumuman terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Pengumuman;
2) nama jabatan yang menetapkan Pengumuman;
3) tanda tangan dan stempel; dan
4) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Pengumuman yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur.

b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi
Pemerintah Provinsi tanpa alama!.

c. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas
wewenang jahntannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
instansi SKPO/UKPO yang bersangkutan tanpa alama!.

d. Pengumuman yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati, Wakil
WalikotalWakll Bupati dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Walikotil/Bupati.

4. Petunjuk Pengollkan

a. kata PENGUMUMAN diketik 3 spasi di bawah kop naskah dinas di
tengah lebarnaskah;

b. kata NOMOR ... TAHUN ... diketik 2 spasi di bawah kata
pengumuman;

c. kata TENTANG diketik 2 spasi di bawah kata NOMOR.
d. judul Pengumuman diketik dengan huruf kapital 2 spasi di bawah

kata TENTANG dan dibuat secara simetris;
e. awal alinea diketik 3 spasi dari baris di atasnya 16 spasi dari

margin kiri;
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f. tempat ditolapkannya Pengumuman diketik 4 spasi dari baris di
atasnya. 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Ditetapkan di;

g. tanggal, bulan, dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa
Ditetapkan di didahului dengan frasa pada tanggal;

h. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;dan
i. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan.

5. Contoh Format Pengetikan Pengumuman

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spas;

PENGUMUMAN
) 2 spas;

NOMOR ...TAHUN ...
) 2 spasJ

TENTANG
) 2 spas!

MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM

) 3 spasi
--16 spas/·_····_··

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmlnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) J spasJ
10spas1- MmmmmmmmnlUllllmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmllllilmmmmmmmmmlnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmrnmnllllltlrnrnmmmmmmrnrTl.

).1 ~'lIlSI

MmmmmmnunnllllllHtUnmmmmmnmHnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmlllllllllmmmmmmmmillmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmnllllllllnmmmmmmmmm.

) if ~}8sJ
)

f------.·------------4!i ,'1/lil'it•. -- •••----••--- ._-- Ditetapkan di Jakarta
pada tan9gal xx Mmmmm xxxx

) 2 spas;

Nama Jabatan Kepala SKPD.
I

stempel instansi )5·6 spasi

) landa langan
)

Nama Jelas
NIP
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P. Laporan

1. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang merupakan alat pemberitahuan
atau pertanggungjawaban dari pejabat bawahan atau dari suatu tim
kerja kepada atasan.
Laporan terdiri atas Laporan insidental dan laporan berkala.
Laporan insidental dapat berbentuk Surat Biasa atau Nota Dinas.

2. Susunan

Susunan La!loran Insidental berbentuk surat sama dengan susunan
surat dan !\usunan Laporan berbentuk Nota Dinas sama dengan
susunan Nota Dinas.

Laporan berkala disusun sccara lengkap, sistematis, dan kronologis.

Susunan Lrlporan berkala terdiri atas kepala Laporan, isi Laporan,
bagian akhir Laporan, dan lampiran Uika dianggap perlu).

a. Kepala Laporan berkala terdiri atas:

1) kata LAPORAN;
2) kata NOMOR;
3) kata TENTANG;dan
4) nama/judul Laporan.

b. lsi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistematika
sebagai berikut:

1) pendahuluan yang memuat penjelasan/gambaran umum, latar
belakang, maksud dan tujuan, ruang Iingkup, dan sistematika
Laporan;

2) materi Laporan yang terdiri atas kegiatan yang berupa program
kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan, jenis, volume kegiatan,
pembiayaan, dan sebagainya;

3) permasalahan dan pemecahannya yang berisi hambata'n yang
dihadapi dan upaya mengatasinya; dan

4) simpulan dan saran yang berisi rangkaian pelaksanaan tugas
dan saran sebagai bahan pertimbangan.

c. Bagian akhir Laporan terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Laporan;
2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat;
3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
4) stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Laporan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi
Pemerintah Provinsi tanpa alamat;

b. Laporan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
instansi SKPD/UKPD yang bersangkutan tanpa alamat;dan

c. Laporan yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati, Wakil
WalikotalWakil Bupati dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Walikota/Bupati.



4. Pelunjuk Pnnoetikan

a. kala LAPORAN dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah Dinas,
ditengah-tongah lebar naskah;

b. kala NOMOR ,../... dikelik 2 spasi di bawah kata LAPORAN dan
disusun socara simelris;

c. kala TENTANG dikelik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan disusun
secara simelris;

d. nama/judul Laporan diketik dengan huruf kapilal 2 spasi dari baris
di atasnya disusun secara simelris;

e. frasa I. PENDAHULUAN diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari margin kiri;

f. awal isi pendahuluan dikelik 2 spasi di bawah kata pendahuluan;
g. pengelikan maleri laporan dilakukan seperti mengelik pendahuluan

dengan jarak 3 spasi antara paragraf yang satu dengan yang
lainnya;

h. tempat, tanggal, bulan, dan tahun diketik 4 spasi dari baris di
atasnya, 45 spasi dari margin kiri;

i. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;dan
j. nama pejabat diketik simetris 5 - 6 spasi dari baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Laporan Berkala

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
13 spasf

LAPORAN
) 2 spasi

NOMOR .. ./...
) 2 spas'

TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

) 3 spas!
10 spas/-

I. PENDAHULUAN
) 2 spasJ

Mmmmmmmmmmmmmrilmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasl
II. PROGRAM KERJA DAN HASIL PELAKSANAANNYA

) 2 spasl

1. Mmmmmmmmmmm
a. Data dan Fakta

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

b. Mmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Mmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasl

2. Mmmmmmmmmmm
a. Mmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Mmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
c. Mmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
)3 spasf

III. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
) 2 spasl

1. Mmmmmmmmm ..... dan seterusnya ...
)2 spasf

2. Mmmmmmmmm dan seterusnya .
1,10::,UI.";

IV. SIMPULAN DAN SARAN
) 2 ::pnsl

1. Simpulan
MmmmmmmlllmmnlitUnmmmmmmmmlllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmrlUnITUlllllllunmmmmmmmn1l11mmmmmmmmmmm.

) 2 t;pasJ
2. Saran

Mmmmmmmmmmnlll\llllnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
1:1 !>lliisi

----16 spdsr-----Mmmmmmmmmmlllllllnmmmmmmmmlnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmll111ullmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 4 spas!

-------------------------45 spa... /---------· --------------------------Mmmmm, xx Mmmm 20xx
)2 spasl

Nama Jabatan Kepala SKPD,
)5-6spasl

stempel instansi )
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP
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Q. Rekemendasi

1. Pengertian

Rekemendasi adalah naskah dinas yang memuat keterangan,
penjelasan, atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang suatu
hal, urusan, dan/atau masalah yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan bagi yang berkepentingan dalam pengambilan
keputusan.

2. Susunan

Susunan Rekomendasi terdiri atas kepala Rekomendasi, isi
Rekomendasi, dan bagian akhir Rekomendasi.

a. Kepala Rekomendasi terdiri atas:
1) Dan tahunTanggal, bulan
2) kata Nemer, Sifat, Lampiran, dan Hal;
3) pejabat lalamat yang dituju; dan
4) kata REKOMENDASI.

b. lsi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. Bagian akhir Rekomendasi terdiri atas:

1) nama jilhfltan dan tanda tangan pejabat;
2) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
3) stempoljnbatanlinstansi.

3. Penandatanynnan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Rekomendnsi yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur;

b. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas
nama Gubernur dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas inslansi
Pemerintah Provinsi dengan alamat;

c. Rekomendasi yang dilandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD alas
wewenang jabalannya dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas
inslansi SKPD/UKPD yang bersangkulan dengan alamat;dan

d. Rekomendasi yang dilandatangani oleh Walikola/Bupali, Wakil
WalikotalWakil Bupati dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Walikola/Bupali.

4. Pelunjuk Pengetikan

a. langgal, bulan, dan lahun diketik 3 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas , 55 spasi dari margin kiri;

b. kala Nemer dikelik 10 spasi dari margin kiri;
c. kala Sifat, Lampiran, dan Hal diketik berturut-lurul lurus di bawah

kala Nomor dengan jarak masing-masing 1 spasi;
d. isi Hal dikelik dengan dengan jarak 1 spasi lanpa diberi garis

bawah dan tilnpa diakhiri dengan landa baca titik;
e. alamal yang dituju dikelik 2 spasi dari baris di alasnya dan sejajar

dengan kala Hal serta didahului dengan kala Kepada;
f. kala REKOMENDASI dikelik 3 spasi dari baris di alasnya dan di

lengah lebar naskah;
g. isi Rekomendasi dikelik 3 spasi dari baris di alasnya, 16 spasi dari

margin kiri;
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h. pengetikan isi Rekomendasi sesuai dengan cara pengetikan surat
biasa dengan jarak 1 spasi;

i. nama jabatan yang mengeluarkan Rekomendasi diketik 4 spasi
dari baris di atasnya, 45 spasi dari margin kiri;dan

j. nama pejabat diketik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya dilengkapi
NIP.

5. Contoh Formnl Pengetikan Rekomendasi

KOP NASKAH DINAS DENGAN ALAMAT
) .1-4 .'"/ul
)

•••--•••--••---•••••-------- ---------. -5!) SIIII,I •-_••••__•••••__• _._....• _._._••••--.--."-

- 10 spasi--Nomor
Sifat
Lampiran
Hal MmmmmmmmOlmm

---··22 spast-------mmmmmmmmmmm

xx MOlmmm xxxx
) J spas;
)

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3-4spssi
)

REKOMENDASI
) 3 spas;

r---16spas;--Mmmmmmmmm mmmmmOlmm mmmmmOlmm mmmmmOl mmmmmOlm mmOl
Mmmmmmm mmmmmOl mmmmmOlmm mmmmmOlm mmmOl mmmmmOlm mmmmmOlm
mmmmOl mmmmmmmmmmm mmmmmOlmm mmmmmmmmmmmm mmmmmOlm mmOl
Mmmmmmm mmmmmOlmm mmmmmOlmm mmmmmOlm mmmmmOlm mmmmmOlmmm

) 2 spasl

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 sps5i

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spas;

c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

)3 ...pasl

Mmmmmmmmmmnirlunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
) 4 ~PII~'

---------------------45 sp.,~------.----------------------- Nama Jabalan Kepala SKPD,
) 5· 6 spasl

stempel instansi )
) landa tangan
)

Nama Jelas
NIP
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R. Surat Pengantar

1. Pengertian

Surat Pengantar adalah sural yang berbenluk daftar yang
dipergunakan sebagai penganlar unluk mengirim sualu naskah
dinas/barang dan sebagainya yang pada umumnya lidak memerlukan
penjelasan.

2. Susunan

Susunan Sural Penganlar lerdiri alas kepala sural, isi sural, dan
bagian akhir sural.

a. Kepala Sural Penganlar lerdiri atas:

1) pejabat/alamat yang dituju;
2) kata SURAT PENGANTAR; dan
3) kata NOMOR.

b. lsi Surat Pengantar terdiri atas:

1) kolom nornor urut;
2) kolom jenis barang;
3) kolom banyaknya; dan
4) kolom keterangan.

c. Bagian akhir Surat Pengantar terdiri atas:

1) tempal, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Sural
Penganlar;

2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat yang mengirim;
3) nama jelas pejabat yang mengirim dilengkapi NIP;
4) stempel instansi; dan
5) tanda penerimaan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

Surat Pengantar yang dilandatangani oleh pimpinan/pejabat unil tata
usaha atas nama Kepala SKPD/UKPD, dibual di alas kertas Kop
Naskah Dinas instansi SKPD/UKPD yang bersangkulan dengan
alamat.

4. Petunjuk Pengetikan

a. kala NOMOR dikelik 4 spasi dari Kop Naskah Dinas 10 spasi dari
margin kiri;

b. alamat yang diluju dikelik 2 spasi dari baris di alasnya didahului
dengan kala Kepada;

c. frasa SURAT PENGANTAR diketik 3 spasi dari baris di alasnya
ditengah lobar naskah dinas;

d. di bawah kllla Sural Pengantar dikelik garis dua mendalar unluk
pembualall kolom-kolom, 3 spasi dari baris di atasnya;

e. isi kolom torsebul berturul-lurul adalah:
1) nomor (7 spasi dari margin kiri);
2) jenis barang (selebar ± 30 spasi);
3) banyaknya (selebar ± 15 spasi);dan
4) kelerangan (selebar ± 15 spasi).

f. kolom-kololll lersebut dilulup dengan garis mendalar sejajar
dengan garis dua seperti lersebul huruf d;
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g. tempat, tanggal, bulan dan tahun diketik 3 spasi di bawah garis
penutup 45 spasi dari margin kiri;

h. nama jabatan pengirim diketik 2 spasi di bawah nama tempat;
i. nama pejabal dan NIP diketik 5 - 6 spasi dari baris di atasnya;
j. frasa Diterima tanggal diketik 5 spasi di bawah garis penutup, 10

spasi dari margin kiri;
k. frasa Yang Menerima diketik 2 spasi di bawah frasa diterima

tanggal;dan
I. nama pejabat yang menerima dan NIP diketik 5 - 6 spasi dari baris

di atasnya.

5. Contoh Formal Pengetikan Surat Pengantar

KOP NASKAH DINAS SKPD DENGAN ALAMAT
) 4 spas!

-10 spasi··Nomor
Kepada

Yth. Mmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmm
di

Jakarta
)3 - 4 spas/
)

7 spas;"

)3 spaSi
)

SURAT PENGANTAR
)3SpaSl
)

)3 spasl

Jakarta, xx Mmmmmm xxxx
)2 spaSi

a.n. Kepala Oinas ...
Kepala Bagian Tala Usaha,

)
)5-6 spasi

slempel inslansi )
landa langan

)
Nama Jelas
NIP

)Z~m:'>i

Yang Menerima,
)S·fl .wn~1

)

tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP

No. Jenis Baranq Banvaknva Keteranqan

-
~----------------·_-----------4!i 51,,/\1 . .~••••••••_._._._-_ ...• _----

) 5 spasi
)

Diterima tan99al xx Mml11 llXXlC
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S. Berita Acara

1. Pengertian

Serita Acara adalah naskah dinas yang berisi pernyataan yang
bersifat pengesahan atas suatu kejadian, peristiwa, perubahan status,
dan lain-lain mengenai suatu permasalahan.

2. Susunan

Susunan Serita Acara terdiri atas kepala Serita Acara, isi Serita
Acara, dan bagian akhir Serita Acara.

a. Kepala Serita Acara terdiri atas:

1) frasa BERITA ACARA;
2) nama/judul berita acara; dan
3) kata NOMOR.

b. lsi Serita AC<lra terdiri atas:

1) tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun;
2) nama dilongkapi NIP, pangkat dan alamat yang membuat Serita

ACFlra;
3) permasalOlhan pokok; dan
4) kalimat ponutup Serita Acara.

c. Sagian akhlr Serita Acara terdiri atas:

1) tempat, t'1nggal, bulan dan tahun dibuatnya Serita Acara;
2) tulisan pihak-pihak yang terlibat dalam Serita Acara;
3) tanda tangan pihak-pihak yang terlibat;
4) nama lengkap pihak pejabat yang terlibat di dalamnya;
5) stempel jabatan/instansi;
6) frasa Dilakukan dihadapan ... (siapa yang menyaksikan Serita

Acara tersebut);
7) tanda tangan yang menyaksikan; dan
8) nama jelas dilengkapi NIP.

3. Penandatanganan

a. Serita Acara ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya, termasuk pejabat yang menyaksikan;

b. Untuk keperluan tertentu Serita Acara dibuat di atas kertas
bermaterai;dan

c. Jika diperlukan, penandatanganan Serita Acara dapat dilakukan
dihadapan pejabat tertentu atau saksi-saksi.

4. Petunjuk Pengclikan

a. frasa BERITA ACARA diketik di tengah lebar naskah dinas;
b. judul Serita Acara diketik dengan huruf kapital 2 spasi secara

simetris;
c. awal alinea diketik 3 spasi dari baris di atasnya 16 spasi dari

margin kiri dan baris selanjutnya diketik 10 spasi dari margin kiri;
d. tempat, tanggal, bulan dan tahun diketik 4 spasi dari baris di

atasnya, 45 spasi dari margin kiri;
e. pihak-pihak penanda tangan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
f. nama jabatan pihak-pihak penanda tangan diketik 2 spasi di bawah

tulisan pihak-pihak penanda tangan;dan
g. nama pejabat dilengkapi NIP dari pihak kesatu dan nama pihak

kedua diketik secara simetris 5 - 6 spasi dari baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Berita Acara

) 7.wasl
)

III HI' A ACARA MMMMMMMMMMMMMMMMM
) 2 spasJ

NOMOR .. ./...
l3 spas!

--If) spas/····- -----Pada hari ini MlllllltlUlllllmmmmmmnlllll1l tan99al mmmmmmmmmmmmmmmmm
10spasl- mmmmmmmmmmmmmllllllllllllnimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmllllllnUI,mmmm:
) 2 spas;

1. mmmmmmmmmmmlllllllllllllTlmmmmmmmmmm disebut Pihak Kesatu;
) 2 spasl

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm disebut Pihak Kedua.
) 3 spasj

16 spasJ--- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spas;

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 spaSI

Barita acara ini dibuat mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 4 spas;
----------·-----45 spasi-----·_-------·_------ Jakarta. xx Mmmmmmm xxxx

) 2 spasi
Plhak Kedua, Pihak Kesatu,

) 2 spasi
Gubemur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.
)5 -6spasi

materai )
) tanda tangan
J

Nama Jelas Nama Jelas
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) 7 :f.plul

I
BERITA ACARA MMMMMMMMMMMMMMMMM

) 2 $pas/

NOMOR .../ ...
) 3 spasJ

-16spas;.-··-·Pada han ini Mmmmmmmmmmmmmmm tan9gal mmmmmmmmmmmmmmmmm
10spasi- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:
) 2 spas;

1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm disebut Pihak Kesatu;
) 2 $p8si

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm disebut Pihak Kedua.
) 3 spasf

·16 spasi-··--·-- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2 $pasJ

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 2.<;pas;
Berita scara ini dibu<:tl nlmmrnrnrnmrnmrnrnmrnmrnrnmrnmmrnrnrnmrnmrnmmmrn

mmmmmmmmmmmmmmmlllllll11mmmmm.

- ....-· ...----------------45s"asJ---·.

MMMMMMMMMMMM,

Nama Jelas
) 3 spasi
I .

Dilakukan dihadapan
Mmmmmmmmmmm,

)5-6spasl
) landa tangan
)

Nama Jelas
NIP

)4 ~asi

.-----.----.------ Jakarta, xx Mmmmmmm xxxx
) 2 spaSJ

Plhak-Plhak Penanda Tangan,
) 2 spas;

MMMMMMMMMMMMMMMMM,
)5-6spasi

materai )
) landa langan
)

Nama Jelas
NIP
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T. Memo

1. Pengertian

Memo adalah suatu bentuk naskah dinas yang materinya
mengandung pemberitahuan, permintaan, atau pertanyaan atas
suatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada
bawahan atau antarpejabat yang setingkat.

2. Susunan

Susunan Memo terdiri atas kepala Memo, isi Memo, dan bagian akhir
Memo.

a. Kepala Memo terdiri atas:
1) kata MEMO;
2) kata Dari untuk memuat nama si pengirim Memo; dan
3) kata Kepada untuk memuat nama alamatlpejabat yang dituju.

b. lsi Memo memuat materi/ungkapan permasalahan.

e. Bagian akhir Memo terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Memo;
2) tanda tangan atau paraf pembuat Memo.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Memo dibllilt di atas kertas ukuran 16 em x 21 em (setengah folio)
dengan kotontuan :
1) Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur bagi Memo yang

digunakllil oleh Gubernur atau Wakil Gubernur;
2) Kop Naskah Dinas instansi SKPD/UKPD tanpa alamat bagi

Memo yClng dipergllnakan oleh Kepala SKPD/UKPD yang
bersan()kulan.

b. Memo ditilildatangani oleh pembuat Memo.
e. Memo tidak dibubuhi stempel.
d. lsi Memo dilpat diketik atau ditulis tangan.

4. Petunjuk Pengetikan

a. kata MEMO diketik di tengah lembaran kertas 3 spasi di bawah
Kop Naskah Dinas .

b. kata Dari dan Kepada diketik 3 spasi di bawah kata MEMO 10
spasi dari margin kiri.

e. isi Memo diketik seperti halnya isi surat biasa.
d. tempat, tanggal, bulan, dan tahun diketik di bawah isi MEMO 45

spasi dari margin kiri.
e. nama jabatan pembuat Memo diketik 2 spasi dari baris di atasnya

di bawah frasa tempat dan tanggal.
f. nama pejabat yang mengeluarkan MEMO diketik dengan huruf

kapital 5 - 6 spasi dari baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Memo

KOP JABATAN GUBERNUR
)3 "",,,

MEMO
) 3 spasl

10 spasi-

Dari
Kepada

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 3 spas;

----16 spasl--· )
Mmmmmmmmm mmnunmmmmm mmmmmOlmmm mmmmmOl mmmmmmmmmmm

mmmmmOl mmmmmmmmmm mmmmmOlm mmmmmOlmm mmmmmOlmm mmmmmOlm
mmmmmOl mmmmOl mmmlllm mmmmmmmmmmmmm mmmmmOl mmmmmOl mmmmOl
mmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmm.

1:I."IJlI.,,'
I

Mmmmmmmmm mrnllllnlllnlmmm mmmnmlmmmm mmmmmOl mmmmmmmmmmm
mmmmmOl mmmmmnlllUllllml mmmmmmm nUllmmmmmm mmmmmOlmm mmmmmOlm
mmmmmOl mmmmm mllllllllHlI rnmmmmmnllllmmmmm mmmmmOl mmmmmOl mmmmOl
mmmmmmmmmm'llmnlllllllllllTlrnmmmm.

) .1 ."1).'151

l

----••.•----••-.•----••••--.-•• _·---I\!l sp.'l'll

Jakarta, xx Mmmmmmm xxxx
) 2 spasl

Gubernur Provinsi Oaerah Khusus
Ibukola Jakarta.
)S-6spas.i

) tanda tangan
)
Nomo Jplos

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spasJ

MEMO
) 3 spasi

Dan
Kepada

10 spasi-

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 3 spas;

--16 spasl·- )
Mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmmmmmm

mmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmm
mmmmmm mmmmm mmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasJ
)

Mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmmmmmm
mmmmmm mmmmmmmmflllll mmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmm
mmmmmm mmmmm mmmnllll mmmmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmlOlllnlmmmm.

) 3 spasl
I

f-----··--·----------.45 spasl ..
) 2 spasi

Jakarta, xx Mmmmmmm xxxx
) 2 spa"

Nama Jabatan Kepala SKPD.
)5·6spasi
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP
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U. Seruan

1. Pengertian

Seruan aoalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang
bersifal imuillliln persuasif yang dilujukan kepada masyarakat umum
untuk melakllkan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.

2. Susunan

Susunan Seruan lerdiri atas kepala Seruan, batang tubuh Seruan,
dan bagian akhir Seruan.

a. Kepala Seruan terdiri atas:
1) kala SERUAN, diikuti nama jabatan yang mengeluarkan Seruan;
2) kata NOMOR. .. TAHUN... ;
3) kata TENTANG; dan
4) judul Seruan.

b. Satang tubuh Seruan:
Satang tubuh Seruan memuat uraian tentang dasar, maksud dan
tujuan, serta hal lain yang diimbaukan kepada masyarakat agar
masyarakat dengan sukarela melakukan atau tidak melakukan
suatu perbuatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Naskah dinas Seruan dapat menggunakan salam pembukaan dan
salam penulup.

c. Sagian akhir Seruan lerdiri atas:
1) tempal, langgal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Seruan;
2) nama jabalan yang mengeluarkan Seruan;
3) tanda tangan dan stempel;
4) nama jelas; dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digllnakan

Seruan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur.

4. Petunjuk Pengetikan

a. kata SERUAN diketik 3 spasi dari baris diatasnya.
b. kata NOMOR TAHUN ... diketik 2 spasi dari baris di atasnya.
c. kata TENTANG diketik 2 spasi lurus dari baris di atasnya.
d. nama Seruan diketik dengan huruf kapital 2 spasi dari baris di

atasnya.
e. pengetikan huruf a s.d. huruf d disusun secara simetris di tengah

lebar naskah.
f. isi Seruan diketik 3 spasi dari baris di atasnya.
g. awal setiap alinea dari isi Seruan diketik 16 spasi dari margin kiri,

sedangkan baris selanjulnya diketik 10 spasi dari margin kiri.
h. tempal dikuluarkannya Seruan diketik 4 spasi dari baris di atasnya,

45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa Dikeluarkan di.
i. tanggal, hulan, dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa

Dikeluarkall oi didahului dengan frasa pada tanggal.
j. nama jabalan diketik 2 spasi dari baris di atasnya.
k. nama jelas Gubernur dikelik 5 - 6 spasi di bawah nama jabatan.
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5. Contoh Format Pengetikan Seruan

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spasi

SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

) 2 spas!

NOMOR ...TAHUN ...
) 2 spas!

TENTANG
) 2 spasl

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM

)Jspflsi
)

f----16 sp8S1--·~- Mmmmmmmmm rnlllll1l1lmm mmmmmmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmm
10Sp.151--· mmmmmm mmm mmmmnullmmmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmmm mmmmmm

mmmmm mmmmmm mmmnlnlm mmrnm Inmmmmmrnrn mmmmm mmmmmm.
) J spasl

Mmmmmmmm mrnnlllllllnl mmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm mmmmm
mmmm mmmmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmm
mmmm mmmmm mmmmmm rnmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmmmmm.

) 3 spas;

Mmmmmmmm mmmmmm mmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm mmmmm
mmmm mmmmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmm
mmmm mmmmm mmmmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmmmmm.

) 4 spasl
)

1----------45,pa,/---.--.-....-.--.------. Dikeluarkan di
pada tanggal XX Mmmmm xxxx

) 2 spasl

Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
I

stempel jabatan } 5·6 spaSi

) tanda tangan
)

Nama Jelas
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V. Kesepakatan Bersama IMemorandum of Understanding (MOU)

1. Pengertian

Kesepakatan Bersama adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang dengan pihak lain sebagai langkah awal
untuk mempersiapkan sualu pe~anjian.

2. Susunan

Susunan Kesepakatan Bersama terdiri atas kepala Kesepakatan
Bersama, isi Kesepakatan Bersama, dan bagian akhir Kesepakatan
Bersama.

a. Kepala Kesepakatan Bersama terdiri atas:
1) frasa KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
2) frasa DENGAN, TENTANG; dan
3) nama/judul Kesepakatan Bersama.

b. lsi Kesepakatan Bersama terdiri atas:
1) hari, tanggal, bulan, dan tahun;
2) identitas para pihak yang memuat antara lain nama, dan jabatan

pihak-pihak yang terlibat; dan
3) isi Kesepakatan Bersama

c. Bagian akhir Kesepakalan Bersama terdiri atas:
1) pernyalaan telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan sesuai

dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku;
2) narna jnhnlan pihak-pihak yang rnembuat kesepakatan;
3) tanda langan; dan
4) nama jolas pihak-pihak yang menandatangani dan dilengkapi

NIP jika "da.

3. Penandalang:lI1an dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di
atas kertas lilnpa Kop Naskah Dinas .

4. Petunjuk Pengelikan

a. frasa KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN ... diketik 2
spasi dari margin alas di lengah lebar naskah dinas;

b. kala TENTANG diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
c. nama/judul Kesepakatan Bersama diketik dengan huruf kapital 2

spasi dan baris di atasnya;
d. awal alinea isi Kesepakatan Bersama diketik 3 spasi dari baris di

atasnya 10 spasi dari margin kiri;
e. kata nama dan jabatan dari pihak-pihak yang rnembuat perjanjian

diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari margin kiri;
f. kata Bahwa .. ..... dan seterusnya diketik 2 spasi dari baris

diatasnya;
g. kata BERSEPAKAT dan seterusnya diketik 3 spasi dari baris di

atasnya ditengah lebar naskah;
h. frasa Untuk dan seterusnya diketik 2 spasi dari baris di atasnya

10 spasi dari margin kiri;dan
i. nama jabalan pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan diketik 3

spasi dari baris di alasnya secara simelris.
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5. Contoh Format Pengetikan Kesepakatan BersamalMemorandum of
Understanding (MOU)

KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN
) 2 spas!

MMMMMMMMMMMMMMMM
)2 spas/

TENTANG
) 2 spasl

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

13 spasl
••• 10 SpaSI-- )

Pada hari ini tanqqal bulan tahun ( - - ). kami yang bertanda
tangan dl bawah illl

)2.'ipasl

................................ berkedudukan di .
D;tlam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana di atas
hordasarkan .

) 2 spas;

SOI.,'julnya disebut PIHAK PERTAMA.
) 2 spas;

................................ berkedudukan di .
Dalam hal Ini menjalanl jabatannya sebagaimana di atas
bordasarkan .

) 2 SpaSI

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
) 2 spas;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabalannya sebagaimana
tersebut di atas. terlebih dahulu menerangkan sebagal berikut :

) 2 spasi
1. bahwa ..

) 2 spasJ

2. bahwa (Iandasan filosofts lahirnya kesepakatan ini)
)2 spas;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,
) 3 spasJ
)

BERSEPAKAT
) 2 spasf

Untuk:
) 2 spas'

1. Mengadakan ke~a sama dalam bidang :
a .
b .
c .

2. Kesepakatan Bersama Inl akan ditindaklanjuti oleh pe~anjlan kerja sama.
)2 spas!

3. Dalam merumuskan pe~aniian ke~a sama akan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh
Tim Koordlnasi Ke~a Samn nnerah (TKKSD) masing-masing pihak.

) 2 spasl

Kesepakalan Bersama Inl t>lIIll1ku untuk jangka waktu 1 (salu) tahun dan dapat diperpanjang atas
kesepakalan PARA PIHAK unluk paling lama 1 (satu) tahun.

) 2 spasl
Demikian kesepakatan ini dlbuat dan ditandatangani di dan berlaku sejak tanggal
sebagaimana tersebul di alas, dibuat dalam rangkap satu rangkap untuk PIHAK
........................ dan satu rangkap untuk PIHAK masing-masing bermeteral cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

) 3 spasl
)

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
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W. Surat Tugas

1. Pengertian

Sural Tugas aLlalah naskah dinas yang memuat kehendak Kepala
SKPD/UKPD yang dilujukan kepada bawahan dan alau
pejabaUpegawai instansi lain untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Susunan

Susunan Surat Tugas terdiri atas kepala Surat Tugas, batang tubuh
Surat Tugas dan bagian akhir Surat Tugas.

a. Kepala Surat Tugas terdiri atas:
1) frasa SURAT TUGAS;
2) kata NOMOR .. ./... ;
3) kata TENTANG; dan
4) nama/judul Surat Tugas.

b. Batang tubuh Surat Tugas terdiri atas:
1) pertimbangan dikeluarkannya Surat Tugas;
2) kata MENUGASKAN:;
3) kata kepada; dan
4) nama pejabaUpegawai yang ditugaskan; dan
5) maksud penugasan.

c. Bagian akhir Surat Tugas terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Tugas;
2) nama jabatan yang mengeluarkan Surat Tugas;
3) tanda tangan dan stempel;
4) nama jelas selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS; dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubemur;

b. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur dibual di alas kertas Kop Naskah Dinas instansi
Pemerintah Provinsi tanpa alamat;

c. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas
instansi SKPD/UKPD yang bersangkutan tanpa alamat;dan

d. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati atau Wakil
WalikotalWakii Bupati dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Walikota/Bupati.

4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa SURAT TUGAS diketik 3 spasi di bawah Kop Naskah Dinas
di bagian lungah lebar nilskah;

b. kata NOMOR .. ./... dikelik 2 spasi dari baris di alasnya secara
simelris;

c. kata TENTANG diketik 2 spasi di bawah kala NOMOR dan dibual
secara simctris;
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d. nama/judul Surat Tugas diketik dengan huruf kapital 2 spasi di
bawah kata TENTANG dan dibuat secara simetris;

e. awal alinea isi Surat Tugas dimulai 3 spasi dari baris di atasnya 16
spasi dari margin kiri;

f. kata MENUGASKAN diketik 3 spasi dari baris di atasnya di
tengah lebar naskah diikuti dengan tanda baca titik dua;

g. kata kepada diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri;

h. kata nama, NIP/NRK, jabatan dari para pejabatlpegawai yang
ditugasi diketik secara berurut ke bawah 2 spasi dari baris di
atasnya 10 spasi dari margin kiri atau frasa Nama-nama yang
tercantum dalam lampi ran Surat Tugas Ini;

i. kata untuk diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua;

j. frasa dengan ketentuan diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua;

k. alinea penutup Surat Tugas diketik 3 spasi dari baris di atasnya 16
spasi dari margin kiri;

I. tempat dikeluarkannya Surat Tugas diketik 4 spasi dari baris di
atasnya, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Dikeluarkan di;

m. tanggal, bulan, dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa
Dikeluarkan di didahului dengan frasa pada tanggal;

n. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
o. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan; dan
p. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi

dari margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk
tembusan yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya
satu langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya;



b.

----16 spasl--Tugas ini dibuat unluk
langgung jawab.
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5. Contoh Format Pengelikan Sural Tugas

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spasJ

SURAT TUGAS
) 2 SpaSl

NOMOR .. .I...
) 2 sP8si

TENTANG
) 2 spasi

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spas;
)

--16 SpaSI-- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,dengan ini

) 3 spas;
MENUGASKAN:

) 2 spasl

-10 spasi.

kepada
) 2 spasi

a. nama
NIP/NRK:
jabatan

) 2 spas;
b. nama

NIP/NRK:
jabatan

).1 spasl

untuk
II spaSl

a. mmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmlllmnllllllll1l111nUnmmmmllll1llllmmmmmmrnmmmrnmrnm;

) 2 spas'
b. rnmrnmmmmmmmnllllllJr111l1mmmmmmnlrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmnl111111mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) I'spas!

C. mmmmmmmmmrnnlllllilmmmrnmrnmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmnllllllll11rnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,

).1 sp.1sl

dengan kelenluan :
)2 spasJ

a. mmmmmmmmmmmlllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmnUllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

) 2 spas!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 3 spasl
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh

)
) 4 spas;

----------------45 spasJ.---------------- Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmm xxxx

) 2 spas;
Gubemur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.
)5-Sspasi

stempel jabalan )
) landa tangan
)

Nama Jelas
) 2 spasi

-10 spast­

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya



\01

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 S/Jasl

SURAT TUGAS
) 2 splJsi

NOMOR .. ./...
) 2 spasJ
TENTANG
) 2 spay

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
).) SPAS;
I

···_·····16 spasl··--- MmmmmnllllOlllltlllllltllnrnmmmmrnlnmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmr
MmmmmmmmmmnlmIJ"lllllllllllnlmmmrnnlllllnmmmmmmmmmmmmm,dengan ini

):,.o;plIsl

MFNUGASKAN:
) 2 Sp.1S1

-10 spasi-

kepada
) 7 spasl

a. nama
NIP/NRK:
jabatan

) 2 spasi

b. nama
NIP/NRK:
jabatan

) J spasl

untuk
) 2 spasi

a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spas;

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spasi

C. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn.

).) spasl

dengan ketentuan :
) 2 spasJ

a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spasJ
b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmml1unmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
) J spasJ

-----16 ,pa~--.-Tugas ini dibual Ullluk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh
tanggung jawab.

I
) 4 spasJ

---------------------45 ,'111M; ---... ------------------- Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmm )()()()(

) 2 spas;
Nama Jabatan Kepala SKPD,

)
)5·6spasl

stempel instansi )
) tanda tangan
I

Nama Jelas
NIP

) 2 SPBsJ
-10 spas1­

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan seterusnya
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X. Surat Penugasan

1. Pengertian

Surat Penugasan adalah naskah dinas yang memuat pernyataan
pejabat yang berwenang untuk menempatkan seorang atau
sekelompok pegawai pada posisi atau jabalan tertentu.

2. Susunan

Susunan Surat Penugasan lerdiri alas kepala surat, isi sural, dan
bagian akhir sural.

a. Kepala Surat Penugasan terdiri atas:
1) frasa SURAT PENUGASAN;
2) kata NOMOR ...J... ;
3) kala TENTANG; dan
4) nama/judul Sural Penugasan.

b. lsi Sural Penugasan lerdiri alas:
1) pertimbangan dikeluarkannya Sural Penugasan;
2) kata MENUGASKAN:;
3) nama dan jabalan pegawai yang ditugaskan;
4) uraian tugas yang harus dilaksanakan;
5) langgal mulai penugasan; dan
6) klausul sesuai dengan kelenluan yang berlaku.

c. Bagian akhir Sural Penugasan lerdiri alas:
1) lempal dan tanggal dikeluarkannya Sural Penugasan;
2) nama jabalan yang berwenang;
3) tanda tangan dan slempel;
4) nama jelas dilengkapi NIP bagi PNS; dan
5) lembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Surat Penugasan yang dilandatangani oleh Gubernur alau Wakil
Gubernur dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur:

b. Sural Penugasan yang dilandatangani oleh Kepala SKPD alas
nama Gubernur dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas inslansi
Pemerinlah Provinsi tanpa alamal;

c. Sural Penugasan yang dilandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD
alas wewenang jabatannya dibual di alas kertas Kop Naskah
Dinas instansi SKPD/UKPD yang bersangkulan lanpa alamal;dan

d. Sural Ponllgasan yang dilandalangani oleh Walikola/Bupati alau
Wakil WalikotalWakil Bupali dibual di alas kertas Kop Naskah
Dinas JLlIJiltan Walikota/Bupali.

4. Pelunjuk Pflnqetikan

a. frasa SURAT PENUGASAN dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas, di longah lebar naskah;

b. kala NOMOR .../... dikelik 2 spasi dari baris di alasnya secara
simetris;
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c. kata TENTANG diketik 2 spasi dari kata NOMOR dan dibuat
secara simetris;

d. nama/judul Surat Penugasan diketik dengan huruf kapital 2 spasi
di bawah kata TENTANG dan dibuat secara simetris;

e. awal alinea isi Surat Penugasan sebagai pertimbangan
dikeluarkannya Sural Penugasan dikelik 3 spasi dari baris di
alasnya 16 spasi dari margin kiri;

f. baris selanjutnya diketik 10 spasi dari margin kiri;
g. kala MENUGASKAN dikelik di tengah lebar naskah 3 spasi dari

baris di atasnya diikuti dengan tanda baca litik dua;
h. kala kepada dikelik 3 spasi dan baris di alasnya 10 spasi dan

margin kiri diikuli dengan tanda baca tilik dua;
i. kala nama, NIP/NRK, jabatan dan identitas lain dari pegawail

pejabat yang ditugaskan diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari margin kiri;

j. kata untuk diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dan
margin kiri diikuti dengan tanda baca titik dua;

k. frasa dengan ketentuan diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari margin kiri diikuti dengan landa baca titik dua;

I. alinea penutup Surat Penugasan diketik 16 spasi dari margin kiri 3
spasi dari baris di atasnya;

m. tempat dikeluarkannya Surat Penugasan diketik 4 spasi dari baris
di atasnya, 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Dikeluarkan di;

n. tanggal, bulan, dan lahun dikelik 1 spasi lurus di bawah frasa
Dikeluarkan di didahului dengan frasa pada tanggal.

o. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
p. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabalan;dan
q. kala Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi

dari margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk
tembusan yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya
satu lanyuung diketik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Conloh Formal Pengelil<an Sural Penugasan

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spas;

SURAT PENUGASAN
) 2 spssi

NOMOR .. ./...
l 2 spasl

TENTANG
) 2 spasl

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spssJ

---16sp8st----Berdasarkan Kepulusan Mmmmmmmmmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmm
Mmmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tanggal XX Mmmmmmmmmmmm XXXX

) 3 spasi
MENUGASKAN:

) 2 spasi
·10 spas;-

kepada

untuk

nama

NIP/NRK

jabatan

alamat

) 2 spasi
Mmmmmmmmmmmmmmmm

)2 spasi
Mmmmmmm/mmmmmm

) l ~piJSI

Mmnlmmmmmmmmmmmmmmm
) 1 ...pasJ

Mmllllnmmmmmmmmmmmmmm
1l1111111111l11mmmmmmmmmmmmm

) '\ spasl

) l. spasJ

mmmrnmmmmmmmmmlllllllll'llrnmmmmmllll11mmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmnllllll1Jllmm.

dengan ketenluan :
) 2 spasJ

a. mmmmmmmmmmnll'llllllnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

) 2 spasl

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) J SpBS;
-16spasi------ Penugasan ini mulai bertaku pada tanggal dikeluarkan.

) 4 spBsi
----_·---------·-45 SpBS/------·--------- Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal xx Mmmmm xxxx
) 2 spasJ

Nama Jabatan Kepala SKPD.
)5·6spasi

stempel instansi )
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP

) 2 $pBS/
10 spas~

Tembusan:
1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. Dan selerusnya
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Y. Surat Perintah Bongkar

1. Pengertian

Surat Perintnh Bongkar adalah naskah dinas yang dibuat dan
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada
pemilik ballUlinan karena lidak memilikifmenyalahi izin mendirikan
bangunrm ;11;111 terkena pcmbebasan.

2. Susunan

Susunan Sural Perintah Bongkar terdiri atas kepala surat, isi surat,
dan bagian akhir sural.

a. Kepala Sural Perinlah Bongkar terdiri atas:
1) frasa SURAT PERINTAH BONGKAR;
2) kata NOMOR ...f••• ;
3) kata TENTANG;
4) namafjudul Sural Perinlah Bongkar.

b. lsi Sural Perintah Bongkar terdiri alas:
1) alasan atau dasar hukum dikeluarkannya Surat Perintah

Bongkar;
2) kata DIPERINTAHKAN:;
3) kata Kepada diisi nama dan alamat orangfbadan hukum yang

diperinlahkan;
4) maksud dikeluarkannya Surat Perinlah Bongkar anlara lain:

a) nama dan alamat bangunan;
b) batas waktu pelaksanaan; dan
c) alinea penutup antara lain memuat sanksi apabila surat

perinlah ini tidak diindahkan.

c. Bagian akt'lir Surat Perintah Bongkar terdiri atas:
1) tempal, langgal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat

Perintah Bongkar;
2) nama jabatan yang mengeluarkan Surat Perintah Bongkar;
3) tanda tangan dan stempel;
4) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS;

dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Surat Perintah Bongkar yang ditandatangani oleh Gubernur atau
Wakil Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur;

b. Surat Perintah Bongkar yang ditandatangani oleh Walikotaf Bupati
atau Wakil WalikotalWakil Bupati dibuat di atas kertas Kop
Naskah Dinas Jabatan WalikotafBupati;

c. Surat Perintah Bongkar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
instansi Pemerinlah Provinsi lanpa alamat;dan

d. Sural Perinlah Bongkar yang ditandatangani oleh Kepala
SKPDfUKPD atas wewenang jabatannya dibual di atas kertas Kop
Naskah Dinas instansi SKPDfUKPD yang bersangkutan tanpa
alamal.
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4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa SURAT PERINTAH BONGKAR diketik 3 spasi di bawah
Kop Naskah Dinas di tengah lebar naskah;

b. kata NOMOR .. ./... diketik 2 spasi di bawah frasa Surat Perintah
Bongkar;

C. kata TENTANG diketik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan dibuat
secara simetris;

d. nama/judul Surat Perintah Bongkar diketik dengan huruf kapital 2
spasi di bawah kata TENTANG dan dibuat secara simetris;

e. alasan atau dasar hukum dikeluarkannya Surat Perintah Bongkar
diketik 3 spasi dari baris di atasnya, awal katanya diketik 16 spasi
dari margin kiri dan baris selanjutnya diketik 10 spasi dari margin
kiri;

f. kata DIPERINTAHKAN diketik 3 spasi dari baris di atasnya, di
tengah lebar naskah dan diikuti dengan tanda baca titik dua;

g. kata Kepada diketik 3 spasi dari baris di atasnya 16 spasi dari
margin kiri;

h. isi Surat Porintah Bongkar diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari margin kiri;

i. alinea penulup Surat Perintah Bongkar diketik 3 spasi dari baris di
atasnya 16 spasi dari margin kiri;

j. tempat dikeluarkannya Surat Perintah Bongkar diketik 4 spasi dari
baris di atasnya 45 spasi dari margin kiri didahului dengan kata
Dikeluarkan di;

k. tanggal, bulan dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa
Dikeluarkan di didahului dengan frasa pada tanggal;

I. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
m. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan;dan
n. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi

dari margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk
tembusan yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya
satu langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Perintah Bongkar

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spasi

SURAT PERINTAH BONGKAR
) 2 spas;

NOMOR.. ..I. ..
) 2 spasl

TENTANG
) 2 spas!

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spasJ

--16 spasi-- Sehubungan dangan mmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmrnmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, dangan ini

10 spas;- l J spasi
DIPERINTAHKAN:

) 3 spasl
1--16 spasl··---- kepada nama

alamat
RT RW .
Kelurahan ..
Kecamatan .

) 3 spasJ

untuk segera membongkar seluruh/sebagian bangunan mmmmrnmmmmmmmmmmmmm
mmmmrnmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
sebelum tan9gal xx Mmmmmmm xxxx.

) 3 spasi

-16 spasl--·Apabila Saudara tidak membongkar bangunan dimaksud dalam jangka waktu
yang ditentukan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan
melaksanakan pembongkman dan semua risiko menjadi beban Saudara.

) 4 spasJ
-----·-·-·-·--45 spasl-·····-···-····_···_···_-_..··_·__··· Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal
) 2 spasi

Nama Jabatan Kepala SKPD.
)5·6spasi

slempel instansi )
) landa tangan

)

Nama Jelas
NIP

) 2 Sp.,SI

JO spas,..

Tembusan:
1. Mmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmml11
3. Mmmmmmmmmm
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Z. Surat Penyegelan

1. Pengertian

Surat Penyegelan adalah naskah dinas yang dipergunakan sebagai
alat pemberilahuan dari Pemerintah Daerah kepada orang/badan
unluk menulup alau lidak melakukan kegialanl lindakan yang
bertenlangan dengan peraluran perundang-undangan.

2. Susunan

Susunan Sural Penyegelan lerdiri alas kepala sural, isi sural, dan
bagian akhir sura!.

a. Kepala Sural Penyegelan lerdiri atas:
1) frasa SURAT PENYEGELAN;
2) kala NOMOR .. ./... ;
3) kala TENTANG; dan
4) nama/Judul Sural Penyegelan.

b. lsi Sural Penyegelan dirumuskan dalam benluk uraian.

c. Bagian akhir Sural Penyegelan terdiri atas:
1) lempal, langgal, bulan, dan lahun dikeluarkannya Sural

Penyegelan;
2) nama jabalan dan tanda langan pejabal yang mengeluarkan;
3) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS;

dan
4) stempel jabalan/inslansi.

3. Penandalanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a. Sural Penyegelan yang dilandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibual di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabalan
Gubernur.

b. Sural Penyegelan yang dilandatangani oleh Kepala SKPD atas
nama Gubernur dibuat di alas kertas Kop Naskah Dinas inslansi
Pemerintah Provinsi lanpa alama!.

c. Surat Penyegelan yang dilandalangani oleh Kepala SKPD/UKPD
atas wewenang jabalannya dibual di alas kertas Kop Naskah
Dinas inslansi SKPD/UKPD yang bersangkutan lanpa alama!.

d. Sural Penyegelan yang dilandalangani oleh Walikola/Bupati atau
Wakil WalikotalWakil Supali dibual di alas kertas Kop Naskah
Dinas Jabalan Walikola/Supali.

4. Pelunjuk Pengelikan

a. frasa SURAT PENYEGELAN dikelik 3 spasi di bawah Kop
Naskah Din<ls di lengah lebar naskah;

b. kata NOMOR .. ./... dikelik 2 spasi di bawah baris di atasnya;
c. kala TENTANG dikelik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan dibuat

secara simelris;
d. nama/judul Sural Penyegelan dikelik dengan huruf kapilal 2 spasi

di bawah kala TENTANG dan dibuat secara simelris;
e. kala Dasar dikelik 3 spasi dari baris di alasnya 10 spasi dari

margin kiri diikuli dengan landa baca tilik dua;
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f. kata Uralan diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin klri diikuti dcngan tanda baca titik dua dan dilanjutkan
dengan llmian isi Sural Penyegelan;

g. alinea pllnulup Sural Penyegelan diketik 3 spasi dari baris di
atasnyil :W spasi dari margin kiri;

h. tempat c1ikcluarkannya Surat Penyegelan diketik 4 spasi dari baris
di atasnya 45 spasi dari margin kiri didahului dengan kata
Dikeluarkan di;

i. tanggal, bulan dan tahun diketik 1 spasi lurus di bawah frasa
Dikeluarkan di didahului dengan frasa pada tan99al;

j. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;
k. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan;dan
I. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari

margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk
tembusan yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya
satu langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.

5. Contoh Format Pengetikan Surat Penyegelan

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spas;

SURAT PENYEGELAN
) 2 spssi

NOMOR .. ./...
) 2 spas!

TENTANG
) 2 spasi

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) J spasl

10 spa$~

Dasar : Mmmmmmmmmmn\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmnullmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spasi
Uraian: Mmmmmmmmmmlllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmm.

) 3 spas!
---·26 spasi-----Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
} 4 spasl

---------4Sspss/·--·-···-·-----·········· Dikeluarkan di Jakarta
pada tan9gal xx Mmmmmm xxxx

) 2 spas;

Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

)5·6spasl
slempel jabatan )

) tanda tangan
)
Nama Jelas

) 2 spasJ
10 spaS/-

Tembusan:
1. Mmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmrnm
3. Mmmrnmmmmmm
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AA. Surat Perintah Kerja

1. Pengertian

Sural Perintah Kerja adalah naskah dinas yang memuat perinlah dari
Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang kepada pelaksana
pekerjaan unluk melaksanakan pekerjaan/kegiatan tertentu.

2. Susunan

Susunan Sural Perintah Ke~a terdiri atas kepala surat, isi surat, dan
bagian akhir sural.

a. Kepala Surat Perintah Kerja lerdiri atas:
1) frasa SURAT PERINTAH KERJA,
2) kata NOMOR .. .t... ;
3) kata TENTANG; dan
4) nama/juoul Sural Perinlah Kerja.

b. lsi Sural Perinlah Ke~a lerdiri alas:
1) landasan hukum dikeluarkannya Sural Perintah Kerja;
2) kala MEMERINTAHKAN:;
3) kata kepada;
4) sasaran pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

a) nama proyek/kegiatan;
b) nomor proyek/kegiatan;
c) tahun anggaran;
d) lokasi proyek/kegiatan (apabila perlu).

5) Ketentuan-ketentuan dan persyaratan antara lain:
a) jenis dan volume pekerjaan;
b) harga alau nilai pekerjaan;
c) cara pembayaran;
d) jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
e) sanksi pelaksanaan pekerjaan; dan

6) Alinea penutup.

c. Bagian akhir Surat Perintah Ke~a terdiri alas:

1) tempal, langgal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat
Perintah Kerja;

2) nama jabatan yang memerintahkan (di sebelah kanan) dan
nama jabalan yang diperintahkan (di sebelah kiri);

3) landa tnngan dan slempel;
4) nama jolas pejabat yang memberikan perintah kerja dilengkapi

NIP boUi PNS dan nama jelas serta identitas pejabat penerima
perintah kerja;

5) penjelilsan distribusi Sural Perintah Kerja:
a) asli unluk yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja;
b) lelllLJusan (yang disaillakan dengan asli) untuk penerillla

porlillah ke~a;dan

c) lellllJusan lainnya disaillpaikan kepada pihak-pihak yang
terkLli\.

3. Penandalanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

Sural Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Pelllilllpin Proyek atau
pejabat yang berwenang dengan pihak yang melaksanakan
pekerjaan dibual di atas kertas Kop Naskah Dinas tanpa alaillat.
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4. Petunjuk Pengelikan

a. Surat Perinlah Kerja diketik dua rangkap, rangkap asli masing­
masing unluk pihak yang memerintahkan dan pihak yang
menerima perintah, sedangkan banyaknya tembusan disesuaikan
dengan kebutuhan;

b. frasa SURAT PERINTAH KERJA diketik 3 spasi di bawah Kop
Naskah Dinas di tengah lebar naskah;

c. kata NOMOR ...1... diketik 2 spasi di bawah frasa Surat Perintah
Kerja;

d. kata TENTANG diketik 2 spasi di bawah kata NOMOR dan dibuat
secara simetris;

e. nama/judul perintah diketik dengan huruf kapital 2 spasi di bawah
kata TENTANG dan dibuat secara simetris;

f. landasan hukum dikeluarkannya Surat Perintah Kerja diketik 3
spasi dari baris di atasnya16 spasi dari margin kiri;

g. kata MEMERINTAHKAN diketik di tengah lebar naskah, 3 spasi
dari baris di atasnya dan diikuti dengan tanda baca titik dua;

h. kata kepada diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri diikuti dengan nama jabatan pihak yang diperintahkan.

i. kata untuk diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari
margin kiri diikuti dengan rincian nama/jenis pekerjaan yang
diperintahkan;

j. isi Surat Perintah Kerja diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari margin kiri;

k. alinea pnllulup Surat Perintah Kerja diketik 3 spasi dari baris di
atasnya 1H spasi dari margin kiri;

I. tempat tJikoluarkannya Surat Perintah Kerja diketik 4 spasi dari
baris di i11llsnya 45 spasi dari margin kiri didahului dengan frasa
Dikeluarkan di;

m. tanggal, LJulan dan tahun dikeluarkannya Surat Perintah Kerja
dikelik 1 spasi dari baris di atasnya didahului dengan frasa pada
tanggal;

n. nama jabnlan pihak yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja
diketik 2 spasi dari baris di atasnya;

o. nama pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja diketik
dengan huruf kapital 5 - 6 spasi dari baris di atasnya;

p. nama jabatan pihak yang menerima perintah kerja diketik sebaris
dengan tulisan nama jabatan pihak yang mengeluarkan Sural
Perintah Kerja;

q. nama jelas pihak yang menerima perintah kerja diketik 5 - 6 spasi
dari baris di atasnya;dan

r. kata Tembusan diketik 2 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari
margin kiri dan diikuti dengan tanda baca titik dua untuk
tembusan yang lebih dari satu, sedangkan tembusan yang hanya
satu langsung diketik lurus di bawah baris di atasnya.
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5. Contoh Format Pengelikan Sural Perinlah Kerja

KOP NASKAH OINAS TANPA ALAMAT
) 3 spasl

SURAT PERINTAH KERJA
) 2 spasl

NOMOR.. .I...
) 2 spas;

TENTANG
) 2 spasJ

MMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spas}

-16 spasl.------Berdasarkan Keputusan Mmmmmmmm mmmmmmm mmmmm mmmmmm mmm
·10spasl·-mmmmmmmm mmmmmnunm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmm mmm

Nomor XXXXXXXXX lemonnl xx Nnnnn"nnnnn xxxx tentang Penetapan Pemilihan
Langsung Pekerjillln J POllyuumm Barunu Nnnnnnnnnnnnnn"nn, Pemimpin Proyek
Nnnnnnnnnnnnnn dangI'm Inl

kepada

NPWP

unluk

) 3 spasl
MEMERINTAHKAN:

) J spasJ
Direktur PTlev Nnnn""nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Jalan NnnnillUl11nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
XXXXXXXXXX

)3 spasJ
melaksf'nakall IIOko~atln/pongadaon barang :
nama proynk : Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nomor proyok : XXXXXXXXXXXXXXXXX
bagian proynk Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
lokasi proyek Nnnn"n"nnnnnnnnnnnnn
wilayah kola adm Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
tahun anggaran xxxxxlxxxx

) 2 spas'
dengan ketenluan sebagai benkul.

) 2 spasf
I. Pokok Pekerjaan Yang Harus Oilaksanakan

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn sesuai
dengan persyaralan da spesifikasi leknis yang tercantum dalam lampiran
sebagaibenkul.
a. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
b. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
c. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

) 2 spas;
II. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
) 2 spasJ

III. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn dan seterusnya

)3 spas!
~16spa~---·-Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
) 4 spasJ
I

_____ . • •__ ••• 45 !i/'(I~1

PT/CV Nnnnonnnnn.
) 5-6 spflsi

) tanda tangao
)

Nama Jelas
Direktur

) 2 spasl

·10 spas;-

Tembusan:
1. Asli Kesatu : Nnnnnnnnnnn
2. Asli Kedua : Nnnnnnnnnnn
3. Lembar ke : Nnnnnnnnnnn

Catatan:

-------------..-- -.. Dikeluarkan di
pada tan99al XX Mmmmmmm xxxx

) 2 spasl

Pemimpin Proyek Nnnnnnnnnnnnnnn,
)5·6 spas}
) tanda tangan
)

Nama Jelas
NIP

1. Surat Perinlah Kerja yang ditandatangani Pemimpin Proyek tidak menggunakan
stempel dan Kop Naskah Dinas .

2. Apabila Surat Perintah kerja yang ditandatangani pemimpin proyek dan dikelahui oleh
Kepala SKPD/UKPD menggunakan stempel dan Kop Naskah Dinas. instansi
SKPO/UKPO yang bersangkutan tanpa alamat.
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AB. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

1. Pengertian

Sural Kelorilngan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas yang
memual pornyalaan pejabal yang berwenang kepada seorang atau
sekelompok pegawai pada posisi alau jabalan unluk melaksanakan
pekerjaan/kogiatan lertentu.

2. Susunan

Susunan Sural Keterangan Melaksanakan Tugas lerdiri atas kepala
surat, isi sural dan bagian akhir sural.

a. Kepala Sural Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri alas:
1) frasa SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS; dan
2) kata NOMOR .. ./....

b. lsi Surat Kelerangan Melaksanakan Tugas terdiri atas:
1) nama jelas pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan

Melaksanakan Tugas;
2) NIP, Pangkat/Golongan, dan Jabalan pejabat yang

mengeluarkan Sural Keterangan Melaksanakan Tugas;
3) frasa Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya

bahwa:;
4) nama jolas pegawai:
5) NIP, PilngkaUGolongan, dan Jabalan pegawai;
6) frasa yang diangkat berdasarkan Peraturan ... Nomor ...

lerhilung ... lelah nyala menjalankan lugas sebagai ...di... ; dan
7) kalimat penutup Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.

c. Bagian akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas:
1) tempat dan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat

Keterangan Melaksanakan Tugas;
2) nama jabatan yang berwenang; dan
3) tanda tangan dan stempel.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan

a. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh
Gubernur alau Wakil Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah
Dinas Jabatan Gubernur;dan

b. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh
Walikola/Bupati atau Wakil WalikotalWakil Bupali dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota/Bupati.

4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS diketik 3
spasi dari margin atas di tengah lebar naskah dinas;

b. kata NOMOR ...1... diketik 2 spasi dari baris di atasnya secara
simetris;

c. frasa Yang bertanda tangan di bawah ini diketik 3 spasi dari
baris di iltilsnya, 10 spilsi dari margin kiri diikuti dengan tanda
baca titik dua;

g. nama jelils pejabat dikotik 2 spasi dari baris di atasnya, 16 spasi
dari maroin kiri:

h. NIP diketik 1 spasi dari baris di alasnya 16 spasi dari margin kiri;
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i. Pangkat/Golongan diketik 1 spasi dari baris di atasnya 16 spasi
dari margin kiri;

j. nama jabatan diketik 1 spasi dari baris di atasnya 16 spasi dari
margin kiri;

k. frasa Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa
diketik 2 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari margin kiri
dengan tanda baca titik dua;

I. nama jelas pegawai diketik 2 spasi dari baris di atasnya 16 spasi
dari margin kiri;

m. NIP diketik 1 spasi dari baris di atasnya 16 spasi dari margin kiri;
n. Pangkat/Golongan diketik 1 spasi dari baris di atasnya 16 spasi

dari margin kiri;
o. nama jabalan diketik 1 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari

margin kiri;
p. frasa Yang diangkat berdasarkan Peraturan .. Nomor ..

terhitung ... telah nyata menjalankan tugas sebagai .., di ... :
diketik 3 spasi dari baris di atasnya 10 spasi dari margin kiri;

q. kalimat penutup diketik 3 spasi dari baris di atasnya 16 spasi dari
margin kiri;

r. tempat, tanggal, bulan, dan tahun diketik 4 spasi dari baris di
atasnya 45 spasi dari margin kiri;

s. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;dan
t. nama jelas pejabat diketik 5-6 spasi dari baris di atasnya.
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5. Contoh Formal Pengelikan Sural Keterangan Melaksanakan Tugas

KOP JABATAN GUBERNUR
}3 $pasi

)

SURAl KETERANGAN MELAKSANAKAN lUGAS
) 2 spasi

NOMQR. . ./ .
) 3 spas}

--10 spast-'- )

Yang bertanda tangan di bawah ini:
) 2 spas;

--16 spasl--- Nama
)1 spasi

NIP

PangkaUGolongan

Jabatan

) 1 spasJ

) 1 $pas;

) 2 spas;
Dengan ini menerangkan dongan sesungguhnya bahwa:

) 2 spasi
----16 spasi--Nama

) 1 spasi
NIP

PangkaUGolongan

Jabatan

l 1 spasJ

) , spasJ

).1 SpElS'

f-·10 spaSt-·- )
Yang diangkat bercl:l~."rkllll Pnr~luran Nomer .
terhitung . telah nyalu mnnjalankan tugas sebagai .
di .

).1 ~1l1\1

}

to spast-- Demikian Surat KololllllY.lI1 Melaksilnakan Tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan nUllloinnat sumpnh jnbalan/pegawai negen sipil dan apabila
dikemudian hari i~i mU1l1 purnyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat
kerugian bagi negara. 1Il1lka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

) 4 spas;

-·--·--·-·-----------------------45 S/ll:l.\/
}

---·-----------····Mmmmmm ,XX Mmmmmm xxxx
) 2 spas;

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

)5·6spasl
slempel jabalan )

) tanda tangan
)

Nama Jelas
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KOP JABATAN WALIKOTNBUPATI
) J spaSl

NOMOR

)

:JURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
) 2 spasi

......../ .
) J spas;
)--10 spas/-

Yang bertanda tangan III hilwah im:
)2 -"pas}

--~- 16 spasl----- Nama
) , spl1sl

NIP
l'spas;

PangkatlG(llor1! 11111
) I spasJ

Jabatan
) 2 spasl

Oengan ini menemngk:Hl 1111l1~lnn sesungguhnya bahwa:
12 spas;

---16 spasi.---Nama
) , spasl

NIP

PangkaVGolongan

Jabatan

) , spas}

) , spasl

) 3 spas;
-10 spas/··· )

Yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomar .
tertlilung lelah nyata menjalankan tugas sebagai .
di .

)3 spasi

I

'0 spas;-- Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingal sumpah jabatan/pegawai negen sipil dan apabila
dikemudian han isi surat pemyataan ini temyata tidak benar yang berakibat
kerugian bagi negara. maka saya bersedia menanggung kerugian lersebut.

) 4 spas;

------------45spasl-------- Mmmmmm. XX Mmmmmm xxxx
) 2 spas;

Walikota... .IBupati .....
)5·6spasi

stempel jabatan I
) tanda tangan

)

Nama Jelas
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AC. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

1. Pengertian

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

2. Susunan

Susunan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas kepala
Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, isi Nota Pengajuan Konsep
Naskah Dinas dan bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah
Dinas.

a. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:
1) tempat, tanggal, nama bulan, dan tahun;
2) alamat yang dituju; dan
3) kata Nomor.

b. lsi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

1) frasa NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS;
2) frasa Dismnpaikan dengan honnat;
3) kata Tentang, Catatan, dan Lampiran; dan
4) frasa Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas.

c. Bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:
1) frasa DISPOSISI PIMPINAN;
2) frasa Tindak Lanjut Staf;
3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
4) tanda tangan dan stempel.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Kepala SKPD atau pejabat staf dan lini dalam suatu SKPD, dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas tanpa alamat SKPD yang
bersangkutan.

4. Petunjuk Pengetikan

a. tempat, tanggal, bulan dan tahun diketik 3 spasi dari baris di
atasnya, 45 spasi dari margin kiri;

b. kata Kepada diketik 2 spasi dari baris di atasnya sejajar dengan
Tanggal, Bulan, dan Tahun:

c. nomor diknlik 2 spasi dari baris di atasnya sejajar dengan kata
Yth., 10 spasi dari margin kiri;

d. frasa NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS diketik 3
spasi di tonnnh lebar naskah;

e. frasa Disampaikan dengan hormat diketik 3 spasi di bawah baris
di atasnya 1() spasi dari margin kiri;

f. kata Tentang, Catatan, Lampiran, Untuk Mohon persetujuan
dan tanda tangan atas diketik berturut-turut lurus di bawah kata
disampaikan dengan jarak masing-masing 2 spasi, 10 spasi dari
margin kiri;
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g. frasa DISPOSISI PIMPINAN diketik 4 spasi dari baris di atasnya 10
spasi dari margin kiri;

h. nama jabatan diketik 4 spasi dari baris di atasnya, 45 spasi dari
margin kiri;

i. nama jelas pejabat diketik 5 - 6 spasi di bawah nama jabatan,
disusun secara simetris; dan

j. frasa Tindak Lanjut Staf diketik 7 spasi dari frasa Disposisi
Pimpinan.

5. Contoh Format Pengetikan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

KOP NASKAH DINAS SKPD TANPA ALAMAT
) 3 spas;
)

---45 spasl····--·----··---··---·---·------ Mmmmmmm, xx Mmmmmm xxxx
) 2 spas;

Kepada
) 2 spasi

Yth ..

di
Jakarta

) 3 spasi
I

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
) 3 spasl

Disampaikan dengan harmal

Tentang

Calalan

Lampiran

Untuk mohon perselujuan diln
landa tangan alas

10 spas;' DISPOSISI PIMPINAN
)

) 7 spasl

)

)

Tindak Lanjut Stal

) 2 spas;

) 2 spasi

) 2 spasl

) 2 spasi

) 4 spas;
I

4!. spa",· . Nama Jabalan Kepala SKPD,
)5·6spasi

slempel instansi)
) landa langan

Nama Jetas
NIP
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AD. Notulen Rapat

1. Pengertian

Notulen Rapat adalah naskah dinas yang memual catatan jalannya
sidang/rapaUkegialan.

2. Susunan

Susunan Notulen Rapal lerdiri alas kepala NOlulen Rapal, isi Notulen
Rapal, dan bagian akhir Nolulen Rapa!.

a. Kepala Notulen Rapat terdiri alas:
1) frasa NOTULEN RAPAT;
2) keterangan tentang sidang/rapal lerdiri alas:

a) nama sidang/rapat;
b) hari, tanggal;
c) waktu sidang/rapal;
d) temp'll;
e) acarrl;
f) pimpillan sidang/rapat;
g) ketu<I,
h) sekmlnris;
i) penclilal; dan
j) peserlrl sidang/rapal.

b. lsi Notulen Rapat lerdiri atas:
1) kala pel11bukaan;
2) pembahasan;
3) pembacaan hasil rapat; dan
4) waktu penutupan.

c. Bagian akhir Notulen Rapat terdiri alas:
1) nama jabalan;
2)landa tangan; dan
3) nama jelas dilengkapi NIP.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan :

a. NOlulen Rapal dilandalangani oleh:
1) ketua;
2) sekrelaris; dan
3) pencalaUpenulis cepat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

b. Notulen Rapat yang ditandalangani oleh pejabat sidang dan
pimpinan sidang dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi
SKPD/UKPD dengan alama!.

4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa NOTULEN RAPAT diketik 3 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas ditengah lebar naskah;

b. kala Sidang/Rapat dikelik 3 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi
dari margin kiri;
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c. kata Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara diketik berturut­
turut lurus di bawah kata Sidang/Rapat;

d. frasa Pimpinan Sidang/Rapat diketik 3 spasi dari baris di atasnya,
10 spasi dari margin kiri;

e. kata Ketua, Sekretaris dan Pencatat diketik 3 spasi dari baris di
atasnya ILlIIiS di bawah frasa Pimpinan Sidang/Rapat;

f. frasa Pesorta Sidang/Rapat diketik 3 spasi dari baris di atasnya,
10 spasl tlmi margin kiri dengan memberi tempat untuk nama
peserta dari 1 sampai seterusnya;

g. kata Keglllian diketik 3 spasi dari baris di atasnya, 10 spasi dari
margin kiri;

h. kata Pembukaan diketik 2 spasi dari baris atasnya, selanjutnya
Pembahasan dan Putusan menyesuaikan;

i. setiap acam pada jalannya sidang/rapat diberi tempat secukupnya
untuk catalan pembahasan sepenuhnya;

j. alinea Penutup diketik 3 spasi dari baris diatasnya dan 16 spas;
dari margin kiri;

k. nama jabatan diketik 4 spasi dari baris di atasnya;dan
I. nama pejabat dilengkapi NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan secara simetris.

5. Contoh Format Pengetikan Notulen Rapat

10 spasi-

Sidang/Rapat
Han dan Tanggal
Waktu Sidang/Rapat
Tempat
Acara

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua
Sekretans
Pencatat

Peserta Sidang/Rapat

Kegiatan Sidang/Rapal

1. Kata Pembukaan
2. Pembahasan
3. Putusan

KOP NASKAH DINAS SKPD DENGAN ALAMAT
) 3 spas!
)

NOTULEN RAPAT
) 3 spasl
)

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
1 Mrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~.Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

:\. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 3 spasl
)

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 3 spas!
)

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 3 spasl
)

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 3 spasl
)

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 2 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 3 spas;

I
-16spasi----Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
)
) 4 spasi
)

Pemimpin Sidang/Rapat.
) 2 spaSI

Nama Jabatan
)5·6spsSl
) tanda tangan

Nama Jelas
NIP
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AE. Daftar Hadir

1. Pengertian

Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.

2. Susunan

Susunan Daftar Hadir terdiri atas kepala Daftar Hadir, isi Daftar
Hadir, dan bagian akhir Daftar Hadir.

a. Kepala Daftar Hadir terdiri atas:
1) frasa Daftar Hadir;
2) kata "BULAN" , MINGGU".

b. lsi Daftar Hadir terdiri atas:
1) Kolom-kolom yang berisi "No., Nama, PangkatlGolongan,

TangrJfll, Ket."
2) Nama jabatan yang mempunyai kegiatan.

c. Bagian akhir Daftar Hadir terdiri atas:
1) Nama tempat;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Tanda Tangan Pejabat:
4) Nama Jelas Pejabat.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan:

Daftar Hadir yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur.

4. Petunjuk Pengetikan

a. frasa DAFTAR HADIR diketik 4 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas ditengah lebar naskah;

b. kata BULAN dan MINGGU diketik 3 spasi berturut-turut lurus
di bawah frasa Daftar Hadir;

c. isi kolom berturut-turut adalah:
"No, NAMA, PANGKAT/GOL, TANGGAL, dan KET";

d. kolom-kolom tersebut huruf c dengan garis mendatar dan
vertikal disesuaikan dengan kebutuhan;

e. nama Tompat, Tanggal, Bulan dan Tahun diketik 3 spasi di
bawflh C]aris penutup 45 spasi dan margin kiri;

f. nama Jnbatan dikelik 2 spasi dibawah nama tempat;dan
g. nama IJejabat dan NIP diketik 5-6 spasi dibawah baris

dialasnya.
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5. Contoh Format Pengetikan Daftar Hadir

KOP NASKAH DINAS SKPD DENGAN ALAMAT
)4 .<;paSt

I
DIlFl AR HADIR

) J spasl
)

BULAN :
MINGGU:

)3 spasf
)

PANGKATI TANGGAL
No. NAMA GOL. KET

P S P S P S P S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KEPALA
SUBBAGIANI
SEKRETARIS

7 spas~

)3 spas,
)

------------------45 spa~-·-·-------------------Mmmmm, XX Mmmmmm xxxx
)2 spasi

Nama Jabatan ,
)
)
)5-6 spasl

landa langan
)

Nama Jelas
NIP
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AF. Piagam

1. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan
yang telah diwujudkan.

2. Susunan

Susunan Piagam terdiri alas kepala Piagam. isi Piagam, dan
bagian akhir Piagam.

a. Kepala Piagam lerdiri alas:
1) frasa PIAGAM ;dan
2) kala NOMOR. .. / :;

b. lsi Piagam lerdiri alas:
1) Nalllll pejabal yang memberikan penghargaan;
2) N<lmll yang menerima penghargaan;
3) Nama tempal, langgallahir yang menerima penghargaan;
4) NIP ynng menerima penghargaan;
5) Namll jabalan yang menerima penghargaan;
6) Namil instansi penerima penghargaan.

c. Bagian nkhir Piagam terdiri alas:
1) Nama lempal, langgal, bulan dan tahun;
2) Tanda tangan pejabat yang memberikan penghargaan;
3) Nama jelas pejabat yang memberikan penghargaan;
4) Stempel jabalan/inslansi yang memberikan penghargaan;

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan:

a. Piagam yang dilandalangani oleh Gubernur dibual di atas kertas
Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. Piagam yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah
Provinsi tanpa alamat;

c. Piagam yang ditandatangani oleh Kepala SKPD menggunakan
Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan tanpa alamat;dan

d. Piagam yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota/Bupali.

4. Petunjuk Pengelikan

a. frasa PIAGAM dikelik 3 spasi di bawah Kop Naskah Dinas .
di tengah lebar naskah;

b. kata NOMOR .. ./... diketik 2 spasi dari baris di atasnya secara
simetris;

c. frasa Gubernur.......diketik 3 spasi dari kata NOMOR. 10 spasi
dari margin kiri;

d. kata Nama. Tempat Tanggal Lahir. NIP. Jabatan dan Instansi
dari pegawai/ pejabat yang menerima penghargaan, diketik 3
spasi dari baris di alasnya, selanjutnya 2 spasi dari baris
diatasnya, 25 spasi dari margin kiri;

e. alinea penutup Piagam diketik 10 spasi dari margin kiri 3 spasi
dari baris di atasnya;

f. tempal dikeluarkannya Piagam diketik 4 spasi dari baris di
atasnya. 45 spasi dari margin kiri;
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g. tanggal, bulan, dan tahun diketik 2 spasi lurus di bawah frasa
tempal dikoluarkan Piagam;

h. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya;dan
i. nama Juills pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabalan.

5. Contoh Formal Pengetikan Piagam

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 spasl
)

PIAGAM PENGHARGAAN
) 2 spasi

NOMOR, J
) 3 spasl
)

·10 spasi-Gubernur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan penghargaan
kepada:

) 3 spasl
)

-25 spasl---- Nama
) 2 spasl

TempatfTanggal Lahir
) 2 spasi

NIP
) 2 spasJ

Jabatan
) 2 spasi

Instansi
l J spasl
)

·10 spaSl-..

) " spas;
I

-_. - ·····-·············__····-45 spas/······· ..... Mmmmmm, XX Mmmmmm xxxx
) 2 spasi

Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

)

stempel jabatan ) 5- 6spasf

) tanda tangan
)

Nama Jelas
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AG. Sertifikat

1. Pengertian

Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukli
seseorang lelah rnengikuti kegiatan tertentu.

2. Susunan

Susunan Sertifikat terdiri alas kepala Sertifikal, isi Sertifikat, dan
bagian akhir Sertifikat.

a. Kepala Sertifikal lerdiri alas:
1) frasa SERTIFIKAT.. ... ; dan
2) kala NOMOR. .. ./.. .. :;

b. lsi Sertifikal lerdiri alas:
1) Nama yang menerima Sertifikat;
2) NIP yang menerima Sertifikat;
3) Nama instansi yang menerima Sertifikat;dan
4) Jenis/nama kegiatan yang diikuti lengkap dengan tanggal dan

tempat pelaksanaan.

c. Bagian akhir Sertifikat terdiri atas:
1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2) Nama jabatan yang memberikan Sertifikat;
3) Tanda langan pejabat yang memberikan Sertifikal;
4) Nama jelas pejabal yang memberikan Sertifikat;dan
5) Stempel jabatan/instansi yang memberikan Sertifikat;

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan:

a. Sertifikal yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. Sertifikal yang dilandalangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah
Provinsi lanpa alamal;

c. Sertifikal yang ditandatangani oleh
menggunakan Kop Naskah Dinas
bersanaklilan lanpa alamat;dan

d. Sertifikal yang dilandalangani oleh Walikola/Bupali dibual di
alas kUllns Kop Nagkah Dinas Jabalan Walikola/Bupali.

4. Petunjuk Pnllyelikan

a. frasa SERTIFIKAT...... dikelik 4 spasi di bawah Kop Naskah
Dinas , di lengah lebar naskah;

b. frasa "Dlberikan kepada:" diketik 3 spasi dari baris di alasnya
secara simelris;

c. kala Nama, NIP, dan Instansl dari pegawai/ pejabal yang
menerima Sertifikal, dikelik 3 spasi dari baris di alasnya,
selanjulnya 2 spasi dari baris diatasnya, 25 spasi dari margin kiri;

d. alinea penulup Sertifikat diketik 25 spasi dari margin kiri 3 spasi
dari baris di atasnya, baris selanjutnya diketik 10 spasi dari
margin kiri;

e. tempa!, tanggal bulan dan tahun dikeluarkannya Sertifikat diketik
3 spasi dari baris di atasnya, 45 spasi dari margin kiri;
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f. nama jabat<:1n diketik 2 spasi dari baris di atasnya;dan
g. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan.

5. Contoh Format Pengetikan Sertifikat :

KOP JABATAN GUBERNUR
)
) 4 spas;

SERTIFIKAT
) 3 spasl
)

Diberikan kepada ,
) 3 spasi
)

~--·-25 spasi--·Nama
)2 spasf

NIP
) 2 spaSI

lnstansi
) J spasl
)

1---25 spas;----Sebagai/Alas partisipasinya dalam .
--10 spa;······· yang diselenggarakan oleh . .

dart tanggal s.<I bertempat di .
) 3 spasi
I

--------------------45 spasi-.· __.· ·.·.· _ ..__..-... Mmmmmm, xx Mmmmmm xxxx
) 2 spas;

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakarta.

)

stumpel jabatan }5. 6spasl

) tanda tangan
I

Nama Jelas
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AH. STIPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan)

1. Pengertian

STIPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang
telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.

2. Susunan

Susunan STIPP terdiri atas kepala STIPP, isi STIPP. dan bagian
akhirSTIPP.
a. Kepala STIPP terdiri atas:

1) frasa SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
dan

2) kata NOMOR: ...I. .. :.

b. lsi STTPP lorcliri atas :
1) Nama polnbal yang memberikan STIPP;
2) Nama yallg menerima STIPP;
3) Nama IOlllpat, tanggal lahir yang menerima STIPP;
4) NIP yann mcnerima STIPP;
5) Nama jahatan yang menerima STIPP;dan
6) Nama instansi yang menerima STIPP.

c. Bagian akhir STIPP terdiri atas:
1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2) Tanda tangan pejabat yang memberikan STTPP;
3) Nama jelas pejabat yang memberikan STIPP;dan
4) Stempel jabatan/instansi yang memberikan STIPP.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan:
a. STIPP yang ditandatangani oleh Gubemur dibuat di atas kertas

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur.
b. STIPP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama

Gubernur menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
tanpa alamat.

4. Petunjuk Pengetikan
a. frasa SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN diketik 4 spasi di bawah Kop Naskah Dinas , eli
tengah lebar naskah;

b. kata NOMOR .../... diketik 2 spasi dari baris di atasnya secara
simetris;

c. frasa Gubernur......diketik 3 spasi dari kata NOMOR, 10 spasi dari
margin kiri;

d. kata Nama, Tempat Tanggal Lahir, NIP, Jabatan dan Instansi
dari pegawail pejabat yang menerima STIPP, diketik 2 spasi dari
baris di atasnya, selanjutnya 2 spasi dari baris diatasnya, 16 spasi
dari margin kiri;

e. alinea penutup STIPP diketik 10 spasi dari margin kiri 3 spasi dari
baris di atasnya;

f. tempat dan tanggal dikeluarkannya STIPP diketik 4 spasi dari
baris di atasnya, 45 spasi dari margin kiri;

g. nama jabatan diketik 2 spasi dari baris di atasnya; dan
h. nama jelas pejabat dan NIP diketik 5 - 6 spasi di bawah nama

jabatan.
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5. Contoh format pOllgelikan STTPP

Bagian depan

KOP JABATAN GUBERNUR
)
)" spasl

SURAT TANOA TAMAT PENOIDIKAN DAN PELATIHAN
) 2 $pasJ

NOMOR L ..
) J spasl
)

-10 sP8S1-Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun
2000, dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

) 2 $pasl
---16 spasi------Nama

TempaVTanggallahir

Pas folo
4x6

NIP

PangkaVGol. Ruang

Jabatan

Instansi

Kualifikasi

) 2 spasi

) 2 spasl

) 2 spas;
:

)2 spas!

) 2 spasl

) 2 spasl

LULUS
) 2 spas!

):1 $p8sl
I

Pada Pendidikan dan Pll!illlhan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10 spasl----yang diselenggarakan oloh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di .

dan tanggal sampai dengan yang melipuli .
)" spasl
)

--------4SspsSl---·····-·····-----···-- Mmmmmm, xx Mmmmmm xxxx
) 2 spas;

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

stempel jabatan ) 5 - 6spas!
) tanda tangan
)

Nama Jelas
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Bagian belakang

I
) 4 spasl

AGENDA PEMBELAJARAN
)3 spa'"
)

-10 spasi-TEMA
Umum : (dilenlukan Badan Diklal Depdagri) , ., ..

) 2 spasJ
Khusus: (dilentukan oleh nenyelenggara dengan mengacu pada lema umum dan
Issue aklual selempal) .

) 4 spssJ
)

·--·······_················_····45 Spllsi-.... ··· Mmmmmm, XX Mmmmmm xxxx
) 2 spasJ

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
)

slompel jabatan ) 5 . 6 spas;
) landa langan
)

Nama Jelas
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

k-~



Lampiran II: Peraturan Glibernur Provinsi Daerah Khusus
Ibllkota Jakarta

Nomor 194 TAHUN 2012
Tanggal 12 Desember 2012

PETUNJUK PENGETIKAN ATAS NAMA, UNTUK BELlAU,UNTUK
PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS, DAN PELAKSANA HARlAN

1. a. Singkatan atas nama pada naskah dinas, penulisanl1ya a.n.

Contoh: a.n. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

b. Singkatan a.n. digunakan dalam hal pendelegaslan wewenang
penandatanganan naskah dinas.

2. a. Singkatan untuk beliau pada naskah dinas, penuliso"nya u.b.

Contoh : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DA[::Rf\.H
PROVINSI DKI JAKARTA
u.b. Kepala Subbidang ...

b. Singkatan u.b lIntlik beliau dipergunakan dalam hal hubungan
internal antarn nlasan kepada pejabat dua tingkat di awahnya.

3. a. Singkatan ul1luk perhatian pada alamat surat, pelllll;-,;annya U.p.

Contoh : Kepacla
Yth.Kepala Biro Organisasi dan Tatalak",3i '0

up. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayaflan
Publik

<Ii
Jar-aria

b. Singkatan U.p. digunakan untuk penyampaian nasl-:ah dinas
kepada pejabat yang dituju tetapi disampaikan lerlebih dahulu
kepada pimpinan SKPD/UKPD untuk diketahui.

4. Istilah Pelaksana Tugas c1isingkat PIt. diletakka" L'\ depan nama
jabatan struktural.

Contoh : PIt. Kepala 8agian .

5. Istilah Pelaksana Harian disingkat Plh. diletakkan eli depan nama
jabatan struktural.

Contoh : Plh. Kepala .
Provinsi DKI Jakarta.

l:;UBERI-.JUR PROVINSI DAERA~ KHUSUS
II I KOTA JAKART/\.

,JOKO IDODO



Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 194 TAHUN 2012
Tanggal 12 Desember 2012

PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN,
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

I. PEMARAFAN

A. Untuk naskah dinas yall\J ditandatangani oleh Gubernur pada sisi kiri nama
jabatan Gubernur diparilr oleh Sekretaris Daerah dan pada sisi kanan nama
jabatan Gubernur diparuf oleh Kepala Biro Umum selaku Pimpinan Pusminda,
dengan pengaturan seperli berikut.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hokum daerah.

(x) GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,(xx)

NAMA JELAS

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

(x) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, (xx)

Nama Jelas

Keterangan: (x) Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Umum selaku Pimpinan

Pusminda

B. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama
Gubernur, sisi kiri nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah
dan sisi kanan nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Kepala Biro Umum
selaku Pimpinan Pusminda, dengan pengaturan seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Keputusan Gubernur.

a.n. GUBERNUR PROVINSI OKI JAKARTA
(x) WAKIL GUBERNUR,(xx)

NAMA JELAS
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2. penandatanganan <Jail pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

a.n. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
(x) Wakil Gubernur,(xx)

Nama Jelas

C. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris Oaerah
dan sisi kanan nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Kepala Biro Umum
selaku Pimpinan Pusminda dengan pengaturan seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

(x) Wakil Gubernur
Provinsi OKI Jakarta,(xx)

Nama Jelas

Keterangan: (x) Paraf Sekretaris Oaerah
(xx) Paraf Kepala Biro Umum Selaku Pimpinan

Pusminda

O. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah atas nama
Gubernur, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Oaerah diparaf oleh Kepala
Biro/Kepala SKPO Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Oaerah
diparaf oleh Kepala Biro Umum selaku Pimpinan Pusminda dengan pengaturan
seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Keputusan Gubernur.

a.n. GUBERNUR PROVINSI OKI JAKARTA
(x) SEKRETARIS DAERAH, (xx)

NAMA JELAS
NIP
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2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

a.n. Gubemur Provinsi OKI Jakarta
(x) Sekretaris Oaerah, (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x)
(xx)

Paraf Kepala Biro/Kepala SKPD Pengonsep
Paraf Kepala Biro Umum Selaku Pimpinan
Pusminda.

E. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Oaerah diparaf oleh Kepala
Biro/Kepala SKPD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Daerah
diparaf oleh Kepala Biro Umum selaku Pimpinan Pusminda dengan pengaturan
seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta, (xx)

Nama Jelas
NIP

Keteranflf1ll: (x)
(xx)

Paraf Kepala Biro/Kepala SKPD Pengonsep
Paraf Kepala Biro Umum Selaku Pimpinan
Pusminda.

F. Untuk naskah dinas yanu tJilandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas
nama Sekretaris Daerah, :;isi kiri nama jabatan Asisten diparaf oleh Kepala
Biro/Kepala SKPD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten Sekretaris
Oaerah diparaf oleh Kepala Biro Umum selaku Pimpinan Pusminda dengan
pengaturan seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
(x) Asisten ..... (xx)

Nama Jelas
NIP



Keterangan: (x) Paraf Kepala Biro/Kepala SKPO Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Biro Umum Selaku Pimpinan

Pusminda.

G. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Asisten ....Sekretaris Oaerah atas
wewenang jabatannya. sisi kiri nama jabatan Asisten ...Sekretaris Oaerah diparaf
oleh Kepala Biro/Kepala SKPO Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten
Sekretaris Oaerah diparaf oleh Kepala Biro Umum selaku Pimpinan Pusminda,
dengan pengaturan seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Asisten .....
Sekda Provinsi OKI Jakarta(xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Kepala Biro/Kepala SKPO Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Biro Umum Selaku Pimpinan

Pusminda.

H. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro atas wewenang
jabatannya. sisi kiri nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala Bagian
Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala
Subbagian yang menangani ketatausahaan dengan pengaturan seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala Biro.

(x) KEPALA BIRO ...
SETOA PROVINSI OKI JAKARTA,(xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

(x) Kepala Biro ...
Setda Provinsi OKI Jakarta,(xx)

Nama Jelas
NIP
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Keterangan: (X) Paraf Kepala Bagian Pengonsep
(XX) Paraf Kepala Subbagian yang menangani

ketatausahaan

I. Untuk naskah dinas yann ditandatangani oleh Walikota, sisi kiri nama jabatan
Walikota diparaf olch Sokrctaris Kota dan sisi kanan nama jabatan Walikota
diparaf oleh Kepala Ba(llan Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusminko,
dengan pengaturan seporti berikut .

1. penandatanganan d,m remarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota.

(x) WAll KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA ... ,(xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

(x) Walikota Kota Administrasi Jakarta ... ,(xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Sekretaris Kota Administrasi
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

selaku Pimpinan Pusminko

J. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama
Walikota, sisi kiri nama jabatan Wakil Walikota diparaf oleh Sekretaris Kota dan
sisi kanan nama jabatan Wakil Walikota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan
Protokol selaku Pimpinan Pusminko dengan pengaturan seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota.

a.n. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA ...
(x) WAKIL WALIKOTA,(xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.
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a.n. Walikola Kola Administrasi Jakarta ...
(x) Wakil Walikota.(xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Sekretaris Kota
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku

Pimpinan Pusminko

K. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Walikota atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Walikota diparaf oleh Sekretaris Kota dan sisi
kanan nama jabatan Walikota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol
selaku Pimpinan Pusminko dengan pengaluran seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta ...•(xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x)
(xx)

Paraf Sekretaris Kota
Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku
Pimpinan Pusminko

L. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota atas nama
Walikota, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala UKPD
Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusminko. dengan pengaturan
seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota.

a.n. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA .... (x)
SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI. (xx)

NAMA JELAS
NIP

KeteranY<III: (x) Para! Kepala UKPD Pengonsep
(xx) Para! Kepala Bagian Umum dan Protokol

selaku Pimpinan Pusminko

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang .dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.
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a.n. Walikota Kota Administrasi Jakarta ....
(x) Sekretaris Kota Administrasi. (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangall: (x) Paraf Kepala UKPD Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

selaku Pimpinan Pusminko

M. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota alas wewenang
jabatannya. sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala UKPD
Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusminko. dengan pengaturan
seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta ..... (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Kepala UKPD Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

selaku Pimpinan Pusminko

N. Untuk naskah dinas Y<lno dilandatangani oleh Asisten Sekretaris Kola atas
wewenang jabalannya. sisi kiri nama jabatan Asisten Sekrelaris Kota diparaf oleh
Kepala UKPD Pengonsop dan sisi kanan nama jabatan Asisten Sekrelaris Kota
diparaf oleh Kepala Bilfli..n Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusminko
dengan pengaluran seporti berikul.

penandalanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam benluk dan susunan sural.

(x) Asisten ...
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta.... (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Kepala UKPD Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

selaku Pimpinan Pusminko

o. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati. sisi kiri nama jabalan
Bupati diparaf oleh Sekretaris Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan Bupati
diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusminkab.
dengan pengaturan seperli berikul.



1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati.

(x) BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.(xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,(xx)

Nama Jelas
NIP

Keteran\FlI1: (x) Para! Sekretaris Kabupaten
(xx) Paraf Kepala Bagian Bagian Umum dan

Protokol selaku Pimpinan Pusminkab

P. Untuk naskah dinas yan\.l ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
sisi kiri nama jabatan Wakil Bupati diparaf oleh Sekretaris Kabupaten dan sisi
kanan nama jabatan Wakil Bupati diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan
Protokol selaku Pimpinan Pusminkab. dengan pengaturan seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati.

a.n. BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

(x) WAKIL BUPATI.(xx)

NAMAJELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

a.n. Bupati
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(x) Wakil Bupati.(xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x)
(xx)

Paraf Sekretaris Kabupaten
Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku
Pimpinan Pusminkab

Q. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati atas wewenang
jabatannya. sisi kiri nama jabalan Wakil Bupali diparaf oleh Sekretaris Kabupaten
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dan sisi kanan nama jabatan Wakil Bupati diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan
Protokol selaku Pimpinan Pusminkab.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam benluk dan susunan sural.

(x) WAKIL BUPATI
KABlJPi\TEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,(xx)

NAMA JELAS
NIP

Keterangan: (x)
(xx)

Paraf Sekretaris Kabupaten
Paraf Kepala Bagian Bagian Umum dan Protokol
selaku Pimpinan Pusminkab

R. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas nama
Bupati, sisi kiri nama jabalan Sekretaris Kabupaten diparaf oleh Kepala UKPD
Pengonsep dan sisi kanan nama jabalan Sekretaris Kabupaten diparaf oleh
Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusminkab dengan
pengaturan seperti berikut.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati.

a.n. BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

(x) SEKRETARIS KABUPATEN, (xx)

NAMAJELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

a.n. Bupati
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

(x) Sekretaris Kabupaten, (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Kepala UKPD Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku

Pimpinan Pusminkab

S. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kabupaten diparaf oleh
Kepala UKPD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kabupaten
diparaf oleh Kepala Bagicln Umum dan Protokol selaku Pimpinan Pusminkab,
dengan pengaturan sepOll1 i.Jcrikut.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan SUiiunan sural.
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(x) Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, (XX)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Kepala UKPD Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

selaku Pimpinan Pusminkab

T. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Kabupaten atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Kabupaten
diparaf oleh Kepala UKPD ?engonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten
Sekretaris Kabupaten diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku
Pimpinan Pusminkab, dengan pengaturan seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Asisten ....
Sekrelaris Kabupalen Administrasi Kepulauan Seribu, (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Kepala UKPD Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

selaku Pimpinan Pusminkab

U. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pimpinan
Satminkal, pada sisi kiri nama jabatan Kepala SKPD diparaf oleh Pimpinan
Cabang Tata Usaha Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Kepala SKPD
diparaf oleh Pimpinan Induk Tata Usaha, dengan pengaturan seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala SKPD.

(x) KEPALA DINAS .
PROVINSI DKI JAKARTA, (xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

(x) Kepala Dinas .
Provinsi DKI Jakarta, (xx)

Nama Jelas
NIP
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Keterangan: (xl Paraf Pimpinan Cabang Tata Usaha Pengonsep
(xx) Paraf Pimpinan Induk Tata Usaha

V. Untuk naskah dinas y;mg ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Gubernur, sisi kiri nama jilbatan Kepala SKPO diparaf oleh Pejabat Pengonsep
dan sisi kanan nama jabatan Kepala SKPO diparaf oleh Kepala Biro Umum
selaku Pimpinan Pusminda. dengan pengaturan seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Gubernur .

a.n. GUBERNUR PROVINSI OKI JAKARTA
(x)KEPALA OINAS ....• (xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

a.n. Gubernur Provinsi OKI Jakarta
(x)Kepala Oinas ..... (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterang: In: (x) Para! Pejabat Pengonsep
(xx) Para! Kepala Biro Umum selaku Pimpinan

Pusminda

W. Untuk naskah dinas ynng ditandatangani oleh Wakil Kepala SKPO atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Kepala SKPO diparaf oleh
Pimpinan Cabang Tata Usaha Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil
Kepala SKPO diparaf oleh Pimpinan Induk Tata Usaha dengan pengaturan
seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Wakil Kepala Oinas ....
Provinsi OKI Jakarta. (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Pimpinan Cabang Tata Usaha
Pengonsep

(xx) Para! Pimpinan Induk Tata Usaha

X. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat dalam SKPD atas nama
Kepala SKPO selaku Pimpinan Satminkal. sisi kiri nama jabatan penanda tangan
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diparaf oleh Pejabat Struktural selaku Cabang Tata Usaha Pengonsep dan sisi
kanan nama jabatan penanda tangan diparaf oleh Pejabat Struktural selaku
Pimpinan Induk Tata Usaha atau Pelaksana Sehari-hari Induk Tata Usaha
dengan pengaturan seperti berikut.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat.

a.n. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta,
Kepala Bidang.... ,(xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Pejabat Struktural selaku Cabang Tata
Usaha Pengonsep

(xx) Paraf Pejabat Struktural selaku Pimpinan Induk
Tata Wsaha

Y. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UKPD atas wewenang
jabatannya, sisi kiri narnCl jabatan Kepala UKPD diparaf oleh Pimpinan Cabang
Tata Usaha selaku Pejabat Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Kepala
UKPD diparaf oleh Kepala Subbagian yang menangani ketatausahaan Selaku
Pimpinan Induk Tata Usaha dengan pengaturan seperti berikut.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala UKPD
sesuai kewenangannya.

(x) KEPALA SUKU DINAS ..
KOTA ADMINISTRASIJAKARTA , (xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat.

(x) Kepala Suku Dinas ..
Kota AdministrasiJakarta , (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Pejabat Pengonsep
(xx) Paraf Kepala Subbagian yang menangani ke­

tatausahaan selaku Pimpinan Induk Tata Usaha

Z. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris DPRD diparaf oleh Pimpinan



Cabang Tala Usah<l solrlku pejabat Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan
Sekretaris DPRD diparaf oleh Pimpinan Induk Tata Usaha, dengan pengaturan
seperti berikul.

penandatanganan <I,ln pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan slisunan sural.

(x) Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Pimpinan Cabang Tala Usaha Pengonsep
(xx) Paraf Pimpinan Induk Tata Usaha

AA. Unluk naskah dinas yang ditandalangani oleh Camat, sisi kiri nama jabatan
Camat diparaf oleh Pejabat Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Camat
diparaf oleh Sekretaris Kecamatan dengan pengaturan seperti berikul.

1. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Camal.

(x) CAMAT ..... , (xx)

NAMA JELAS
NIP

2. penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan sural.

(x) Camal ... ,(xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Pejabal Pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kecamalan

AB. Untuk naskah dinas yang dilandalangani oleh Wakil Camat alas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Camal diparaf oleh Pejabat Pengonsep
dan sisi kanan nama jabalan Wakil Camat diparaf oleh Sekretaris Kecamatan
dengan pengaturan seperti berikul.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Wakil Camal ... , (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Pejabat Pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kecamatan
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AC, Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kecamatan diparaf oleh
Kepala Subbagian Pengonsep dengan pengaturan seperti berikut.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Sekretaris Kecamatan .. ',

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Sekretaris Kecamatan selaku Pengonsep

AD, Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah, sisi kiri nama jabatan Lurah
diparaf oleh Pejabat Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Lurah diparaf oleh
Sekretaris Kelurahan dengan pengaturan seperti berikul.

1, penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Lurah,

(x) LURAH "" (xx)

NAMAJELAS
NIP

2, penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Lurah .. " (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterang;lIJ: (x) Para! Pejabat Pengonsep
(xx) Para! Sekretaris Kelurahan

AE, Untuk naskah dinas y;mg ditandatangani oleh Wakil Lurah atas wewenang
jabatannya, sisi kiri namil jabalan Lurah diparaf oleh Pejabal Pengonsep dan sisi
kanan nama jabatan Lurnh diparaf oleh Sekretaris Kelurahan dengan pengaturan
seperti berikut.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Wakil Lurah .. " (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Pejabat Pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kelurahan
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AF. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kelurahan diparaf oleh
Pejabat Pengonsep dengan pengaturan seperti berikut.

penandatanganan dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan sural.

(x) Sekretaris Kelurahan ".,

Nama Jelas
NIP

Keterangan: (x) Paraf Sekretaris Kelurahan selaku Pengonsep

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

10000



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 194 TAHUN 2012
tanggal 12 Desember 2012

CONTOH STEMPEL

A. CONTOH STEMPEL .JABATAN

1. Stempel Jabatan Glibernur

2. Stempel Jabatan Walikota

3. Stempel Jabatan BUpAl!
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B. CONTOH STEMPEL PERANGKAT DAERAH

1. Stempel Pemerintah Provinsi OKI Jakarta

2. Stempel Sekretariat Oaerah

3. Stempel Sekretariat OPRO

'--



4. Stempel Inspektorat

5. Stempel Badan Daerah

3

"-

.,., ;>Q

~'~...,..-"""", ..",,..,,.e#"

6. Stempel Dinas Daelnh
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7. Stempel Kota Administrasi

£7.;-... ·=. ......

gh ~y.. ",1l?V1NS/0 "
# ~'" '1',

t, ~

~ s'"
~,. ff-"'.

'I<'S1RASI j~"'1" ,

8. Stempel Kabupalen Administrasi
Kepulauan Seribu

.:.-- - :--

9. Stempel Sekretariat Kola Administrasi
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10. Stempel Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

11. Stempel Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

12. Stempel Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI

13. Stempel Satuan Polisi
Pamong Praja

14. Stempel Kecamatan

15. Stempel Kelurahan



16. Stempel RSUD/RSKD
a. Stempel RSUD

b.Stempel RSKD

17. Stempel Kantor

6

18. Stempel Suku Dinas

19. Stempel Biro

20. Stempel Inspektorat Pembantu
a. Kota Administrasi



7

b. KabupatenAdminisfrasi Kepulauan Seribu

22. Stempel UPT Dinas Da2rctl

23. Stempel UPT LellllJllya Teknis Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WIDODO



Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

A. CONTOH KOP NASKAH DINAS JABATAN

1. Kop naskah dinas jabatan Gubernur

194 TAHUN 2012
12 Desember 2012

:__Lambang Negara berwarna
~ kuning emas

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

2. Kop naskah dinas jabatan Walikota
~J~A~Y~~':"""7

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

3. Kop naskah dinas jabatan Bupati

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
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B. CONTOH KOP NASKAH OINAS PERANGKAT OAERAH

1. Kop naskah dinas Pemerintah Provinsi OKI Jakarta

a. tanpa alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Medan Merdeka Selatan Nemer 8-9 Telepen ... Faksimile ...

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kede Pes : )()()()(

2. Kop naskah dinas Sekretariat Oaerah

a. tanpa alamat

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomer 8-9 Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kede Pes: )()()()(
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3. Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah

a.tanpa alamat

SEKiRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

4. Kop naskah dinas Inspektorat

a. tanpa alamat

INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : xXX)(
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5. Kop naskah dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. tanpa alama!

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Telepon Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA

Kode Pes: xxxx

6. Kop naskah dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah

a. tanpa alamat

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alama!

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Telepon... Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA

Kode Pes: xxxx
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7. Kop naskah dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. tanpa alamat

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalen Telepon Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA
Kode ~os : xxxx

8. Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

a. tanpa alamat

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Jalan Telepon Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : xxxx
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9. Kop naskah dinas Dinas Daerah

a. tanpa alamat

D1NiAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

DAN KEHUMASAN
Jalan Medan Merdeka Selatan Nemer 8-9 Telepen ... Faksimile ...

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

10. Kop naskah dinas Satuan Polisi Pamong Praja

a. tanpa alamat

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Medan Merdeka Selatan Nemer 8-9 Telepen ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : xxxx
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11. Kop naskah dinas Kota Administrasi

a. tanpa alamat

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Telepon ... , Faksimile ...

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

12. Kop naskah dinas Kabupaten Administrasi

a. tanpa alamat

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Pulau Pramuka Telepon "', Faksimile ... Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx



8

13. Kop naskah dinas Sekretarlat Kota Administrasl

a. tanpa alamat

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
Jalan Telepon , Faksimile .

Website E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

14. Kop naskah dinas Sekretariat Kabupaten Administrasi

a. tanpa alamat

SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI
Pulau Pramuka Telepon ... , Faksimile ... Website ... E-mail ...

JAKARTA
Kade Pas: xxxx
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15. Kop naskah dinas RSUD

a. tanpa alarMt

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .

Jalan Telepon , Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : )()()()(

16. Kop naskah dinas RSKD

a. tanpa alamat

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH .
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH .
Jalan Telepon Faksimile .

Website E-mail .
JAKARTA

Kade Pas: xxxx

17. Kop naskah dinas Kecamatan

a. tanpa alamat

KECAMATAN GAMBIR

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KECAMATAN GAMBIR
Jalan Telepon Faksimile ..

Website ... E-mail .
JAKARTA

Kade Pas: xxxx

18. Kop naskah dinas Kelurahan

a. tanpa alamat

KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR
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b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KECAMATAN CEMPAKA PUTIH
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR

Jalan '" Telepon , Faksimile .
Website ... E-mail .

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

19. Kop naskah dinas Suku Dinas

<3. tanpa alamat

SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jalan Telepon , Faks Website E-mail .
JAKARTA

Kade Pas: xxxx
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20. Kop naskah dinas Kantor

a. tanpa alamat

KANTOR KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KANTOR KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jalan Telepon Faksimile Website E-mail .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

21. Kop naskah dinas Inspeklorat Pembantu Kola Adminislrasi

a. tanpa alamal

INSPEKTORAT PEMBANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT PEMBANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jelen Telepon , Feksimile Website E-mail .
JAKARTA

KOlle Pos : xxxx
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22. Kop naskah dinas Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi

a. tanpa alamat

INSPEKTORAT PEMBANTU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT PEMBANTU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jalan Telepan , Faksimile .
Website ... E-mail .
JAKARTA

Kade Pas : xxxx

23. Kop naskah dinas UPT Dinas Daerah

a. tanpa alamal

UNIT PENGELOLA L1NGKUNGAN INDUSTRI
DAN PERMUKIMAN PULOGADUNG

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN
PERDAG\6.NGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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b, dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH,DANPERDAGANGAN
UNIT PENGELOLA L1NGKUNGAN INDUSTRI

DAN PERMUKIMAN PULOGADUNG
Jalan , Telepon " Faksimile Website E-mail ..

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

24, Kop naskah dinas UPT BPKD

a. tanpa alamat

KANTOR PELAYANAN KAS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

P6MERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KANTOR PELAYANAN KAS
Jalan Telepon , Faksimile .. ' Website E-mail .. ,

JAKARTA
Kode Pos : xxxx
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25. Kop naskah dinas Biro Setda Provinsi OKI Jakarta

a. tanpa alamat

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT OAERAH

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
Jalan Telepon , Fax .

JAKARTA
Kade Pas XXJ()(

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran VI Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

CONTOH SAMPUL NASKAH DINAS

1. Sampul naskah dinas Gubernur

Nomor
Tanggal

194 TAHUN 2012
12 Desember 2012

-_I Lambang Negara
berwarna kuning emas

1-----------. -

Nomor

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Medan Mmdnkn Selalan Namer 8-9 Telepan ... Faksimile ...

Website ... E-mail ...Kade Pas....
J A K 1\ R:-T'-A"'-- ---1

Kepada

Yth.

di

2. Sampul naskah dinas Walikota

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca R"ya Namor 9 Telepan....Faksimile .......
Website ... E-mail ...Kade Pas....

JAKARTA

Kepada

Yth.

di
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3. Sampul naskah dinas Bupali

PEMf;:RINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jalan Pramukll Namar Telepan Faksimile .
W,,!>sile ... E-mail Kade Pas....

JAKARTA .

Kepada

Nomor Yth.

di

4. Sampul naskah dinas Pemerintah Provinsi OKI Jakarta

Nomor

PEME~INTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

5. Sampul naskah dinas Sekretariat Oaerah

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di
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6. Sampul naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kebon Sirih Nomor Telepon Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

7. Sampul naskah dinas Inspektorat

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

8. Sampul naskah dinas Bappeda

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalllil Telepon Faksimile .
Website E-mail. ..

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di
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9. Sampul naskah dinas BPKD

Nemer

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Telepen Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA
Kode Pes: xxxx

Kepada

Yth.

di

10. Sampul naskah dinas BPBD

Nemer

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Telepen Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA
Kede Pes: xxxx

Kepada

Yth.

di

11. Sampul naskah dinas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Nemer

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Jalan Telepen Faksimile .
Website E-mail ...

JAKARTA
Kede Pes : xxxx

Kepada

Yth.

di
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12. Sampul naskah dinas Dinas Daerah

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

DAN KEHUMASAN
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

13. Sampul naskah dinas Satwln Polisi Pamong Praja

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

14. Sampul naskah dinas Kota Administrasi

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Telepon ... , Faksimile ...

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di
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15. Sampul naskah dinas Kabul" ,Ion Administrasi

Nomor

PEMERINTI\H PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Pulau Pramuka Telepon .... Faksimile ... Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

16. Sampul naskah dinas Sekretariat Kota Administrasi

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
Jalan Telepon Faksimile .

Website E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

17. Sampul naskah dinas Sekretariat Kabupaten Administrasi

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI
Pulau Pramuka Telepon "', Faksimile ... Website ... E-mail .. _

JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di.
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18. Sampul naskah dinas RSUD

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .

Jalan Telepon , Faksimile .
Website E-mail .

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

19. Sampul naskah dinas RSKD

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH ..
Jalan Telepon , Faksimile _..

Website E-mail .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

20. Sampul naskah dinas Kecamillan

Nomor

PEMERINTMI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KECAMATAN GAMBIR
Jalali Telepon , Faksimile .

Website E-mail .

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di
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21. Sampul naskah dinas Kelurahan

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KECAMATAN CEMPAKA PUTIH
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR
Jalan Telepon , Faksimile .

Website E-mail .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

22. Sampul naskah dinas Suku Dinas

Nomor

PEMERINTI\II PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Radio I nomor 8 Telepon ..... Faks.... Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : XXXX

Kepada

Yth.

di

23. Sampul naskah dinas Kantor

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KANTOR KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jalan Telepon ....• Faksimile Website E-mail .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di
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24. Sampul naskah dinas Inspektorat Pembantu Kota Administrasi

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT PEMBANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan .. . Telepan Faksimile Website E-mail .
JAKARTA

Kode Pas: xxxx

Kepada

Yth.

di

25. Sampul naskah dinas Inspektorat Pembantu Kabupaten Administras

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT PEMBANTU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jalan Telepon Faksimile Website E-mail .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di

26. Sampul naskah dinas UPT Dinns Daerah

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
UNIT PENGELOLA L1NGKUNGAN INDUSTRI

DAN PERMUKIMAN PULOGADUNG
Jalan Telepan Faksimile Website E-mail .

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di
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27. Sampul naskah dinas UPT Dil1<ls Daerah

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

GELANGGANG REMAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Jalan Telepon Fax .

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

dL

28. Sampul naskah dinas UPT BPKD

Nomor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KANTOR PELAYANAN KAS
Jalan Telepon Faksimile Website E-mail .

JAKARTA
Kode Pos : xxxx

Kepada

Yth.

di
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29. Sampul naskah dinas Biro Setda Provinsi OKI Jakarta

~A.YA .AVA
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

m SEKRETARIAT OAERAH

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

Kepada

Nomor ........................ Yth. ................................

di
................

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

-----.,



Lampiran VII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 194 TAHUN 2012
Tanggal 12 Desember 2012

A. CONTOH PAP:A.N NAMA KANTOR GUBERNUR, KANTOR WALIKOTA, KANTOR
BUPATI

1. Papan nama Kantor Gubernur

--~ Lambang Negara
berwarna kuning emas

KANTOR GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ...
JAKARTA

Kode Pos: xxxx

2. Papan nama Kantor Walikota

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jalan Telepon .
JAKARTA

Kode Pas : xxxx

3. Papan nama Kantor Bupati

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jalan Telepon .
JAKARTA

- Kode Pos : xxxx
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B. CONTOH PAPAN NAMA PERANGKAT DAERAH

1. Papan nama Sekretariat Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalall Medilll Merdeka Selalall Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
JAKARTA

Kede Pes : xxxx

2. Papan nama Sekretariat DPRD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Keben Sirih Nemer 18 Telepen ... Faksimile ...
JAKARTA

Kede Pes: xxxx

3. Papan nama Inspekterat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nemer 8-9 Telepen ... Faksimile ...
JAKARTA

Kede Pos : xxxx

4. Papan nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nemer 8-9 Telepen ... Faksimile ...
JAKARTA

Kede Pos : xxxx
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5. Papan nama Badan Daurah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 64 Nomor ... Telepon ... Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

6. Papan nama BPBD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

7. Papan nama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Jalan Telepon Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

8. Papan nama Dinas Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Telepon Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx
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9. Papan nama Dinas Kesehatan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jalan Telepon Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

10. Papan nama Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Telepon , Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

11. Papan nama Sekretarial Kola Adminislrasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan rrapanca Raya Nomor 9 Telepon ... , Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

12. Papan nama Sekretarial Kabupalen Administrasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Pulau Pramuka Telepon ... , Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx
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13. Papan nama RSUD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUDHI ASIH

Jalan Telepon , Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

14. Papan nama RSKD

PEMERINTi\11 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
DUREN SAWIT

Jalan Telepon Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

15. Papan nama Kantor Camat

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KANTOR CAMAT
KECAMATANJAGAKARSA

Jalan Telepon , Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

16. Papan nama Kantor Lurah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KECAMATAN DUREN SAWIT

KANTOR LURAH
KELURAHAN PONDOK KOPI

Jalan Telepon , Faksimile .
JAKARTA

Kode Pas : xxxx
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17. Papan nama Suku Dinas

PEMERIN"I AH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jalan Telepen Faksimile .
JAKARTA

Kede Pes : xxxx

18. Papan nama Suku Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta
Selatan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SUKU DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Telepon ....• Faksimile .
JAKARTA

Kode Pes: xxxx

19. Papan nama Kantor

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KANTOR KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jalan Telepon , Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos : xxxx
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20. Papan nama Inspektoral Pembanlu Kola Adminislrasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT PEMBANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan Telepan , Faksimile .
JAKARTA

Kade Pas : xxxx

21. Papan nama Inspekloral Pembanlu Kabupaten Administrasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT PEMBANTU
klo\BUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jalan Telepan , Faksimile ..
JAKARTA

Kade Pas : xxxx

22. Papan mama UPT Dinas Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI. USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH.DANPERDAGANGAN

UNIT PENGELOLA L1NGKUNGAN INDUSTRI
DANPERMUKIMANPULOGADUNG

Jalan. . Telepan Faksimile .
JAKARTA

Kade Pas: xxxx
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23. Papan nama Kantor UPT Lembaga Teknis Daerah

4fb- PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ID BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

' ...... ;;::' KANTOR PELAYANAN KAS

Jalan ....................................... Telepon .... , Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx

24. Komplek Perkantoran Dinas Teknis

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOMPLEKSPERKANTORAN
DINAS TEKNIS JATIBARU

Jalan Telepen , Faksimile .
JAKARTA

Kode Pes: xxxx

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




